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RINGKASAN LAMPIRAN  

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2018 

TENTANG  

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan 

upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan 
sistematis yang  tanggap akan perubahan. 
Rencana Kerja  Pemerintah (RKP)  tahun  2019  sebagai penjabaran tahun  
terakhir  dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) 
RKP 2017, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, 
pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan 
bidang, serta kaidah pelaksanaan. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 
memuat tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” 
dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 
nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber 
daya (pemerintah dan swasta). 
 

1.2  Tujuan 

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 disusun sebagai pedoman 
pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai 
tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman bagi 
K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat 
menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2019 dan Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) K/L 2019 dengan prinsip money follows program, yang 
selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang- Undang Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2019.  
Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dalam 
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, yang 
kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2019. 

 

 1.3  Sistematika 

Sistematika penulisan RKP 2019 adalah sebagai berikut: 
 
BAB 1   Pendahuluan : Memuat latar belakang, tujuan, 

dan sistematika. 

BAB 2   Spektrum  Perencanaan  
Pembangunan  Nasional   

: Memuat  hasil evaluasi 
pencapaian PN RKP 2017, 
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kerangka ekonomi makro, arah 
pengembangan wilayah, dan 
pendanaan pembangunan. 

BAB 3   Tema dan Sasaran 
Pembangunan 

: Memuat RPJMN dan Nawacita, 
tema pembangunan, strategi 
pembangunan, serta 
pendekatan penyusunan RKP 
tahun 2019 yang dilengkapi 
dengan sasaran dan arah 
kebijakan pembangunan 

BAB 4   Prioritas Pembangunan 
Nasional 

: Menjabarkan sasaran dan 
kerangka PN, PP, dan KP 
termasuk aspek kewilayahan 

BAB 5   Pembangunan Bidang : Memuat sasaran dan arah 
kebijakan pembangunan 
bidang. 

BAB 6   Kaidah Pelaksanaan : Memuat kerangka pelayanan 
umum dan investasi, kerangka 
kelembagaan, kerangka 
regulasi, serta kerangka 
evaluasi 

BAB 7   Penutup   

 
 

BAB 2. SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

2.1  Evaluasi RKP Tahun 2017 

Pembangunan nasional tahun 2017 difokuskan pada pelaksanaan 23 Prioritas 
Nasional yang tercakup dalam 5 (lima) dimensi pembangunan sebagai 
penjabaran tahun kedua RPJMN 2015-2019. Rincian pencapaian setiap 
Prioritas Nasional tegambar pada tabel berikut. 
 

Tabel 1. Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2017 

No Prioritas Nasional Kinerja 

(%) 

(%) 
I. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat   

 1. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 90,11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan 89,46  

 3. Perumahan dan Permukiman 75,59  

 4. Revolusi Mental 71,10  
II. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan   

 1. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 85,26  

 2. Kedaulatan Energi 81,57  

 3. Pembangunan Kedaulatan Pangan 78,70  

 4. Pembangunan Pariwisata 74,00  

 5. Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan 73,53  
III. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan   

 1. Pengembangan Konektivitas Nasional 81,01  

 2. Antarkelompok Pendapatan 80,09  

 3. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 68,79  
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No Prioritas Nasional Kinerja 

(%) 

(%) 
 4. Daerah Perbatasan 68,06  

 5. Reforma Agraria 65,69  

 6. Pembangunan Perkotaan 65,01  

 7. Pembangunan Daerah Tertinggal 63,44  
IV. Dimensi Pembangunan Ekonomi   

 1. Peningkatan Ekspor Nonmigas 76,83  

 2. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 75,54  

 3. Reformasi Fiskal 59,02  
V. Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan   

 1. Reformasi Regulasi, Kepastian, dan Penegakan Hukum 85,86  

 2. Reformasi Birokrasi 72,76  

 3. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban 69,99  

 4. Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 59,97  

Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 
Keterangan:     realisasi ≥ 90% target;     realisasi 60% hingga 90% target;    realisasi < 60% target 

Pencapaian Prioritas Nasional tahun 2017 mengindikasikan masih banyaknya 
tantangan yang  dihadapi  dalam  upaya  pencapaian target  pembangunan. 
Hal  ini  terlihat pada kinerja sebagian besar PN masih berada pada rentang 
60-90 persen. Untuk itu, penajaman PN penting dilakukan guna optimalisasi 
pemanfaatan seluruh sumber daya untuk mengejar pencapaian tujuan dan 
sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN, yang dituangkan ke dalam 
dokumen RKP 2019. 
 
 

2.2  Kerangka Ekonomi Makro 

Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di 
tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan tetap menjaga stabilitas 
ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
 

Tabel 2. Sasaran Ekonomi Makro 2019 

 2017 2018*)  2019**) 

 

(renta

ng) 

Perkiraan Besaran-besaran Pokok    

Pertumbuhan PDB (%) 5,1 5,2 5,2-5,6 

Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode 3,6 3,5 2,5-4,5 

Nilai Tukar Nominal (Rp/US$) 13.384 13.973 13.700-

14.000 

Neraca Pembayaran    

Pertumbuhan Ekspor Nonmigas 16,3 8,5 7,0-9,0 

Pertumbuhan Impor Nonmigas 14,0 14,5 9,8-12,7 

Cadangan Devisa (US$ milar) 130,2 125,1 125,5-127,8 

- dalam bulan impor 8,3 7,2 6,6-6,8 

Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 1,7 2,5-2,7 2,5-2,7 
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 2017 2018*)  2019**) 

 

(renta

ng) 

Keuangan Negara    

Penerimaan Perpajakan (% PDB) 9,9 10,5 10,8-11,3 

Belanja Modal (% PDB) 1,5 1,3 1,5-1,7 

Subsidi Energi (% PDB) 0,7 0,6 0,6-0,7 

Keseimbangan Primer (% PDB) (0,9) (0,6) (0,3) - 0,04 

Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,51) (2,12) (1,9)-(1,6) 

Stok Utang Pemerintah (% PDB) 29,38 29,08 28,80-29,20 

Investasi    

Peringkat Indonesia pada EODB 72 Menuju 40 Menuju 40 

Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,2 7,3 6,9-7,7 

Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 692,8 765,0 833,0-870,0 

Target Pembangunan    

Tingkat Kemiskinan (%) 10,1 9,82 8,5-9,5 

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,5 5,13 4,8 – 5,2 

Rasio Gini (nilai) 0,391 0,389 0,38-0,39 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 70,81 71,50 71,98 

Sumber: KemenPPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2018 

Keterangan: *) Berdasarkan outlook 2018 (angka neraca pembayaran berdasarkan perhitungan Bappenas 2018); 
**) Angka sasaran 

 

 

2.3  Arah Pengembangan Wilayah 

Daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam 
membangun kemajuan dan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu, 
pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam 
mengoptimalkan sumber daya daerah baik SDA, SDM, ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek) dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan 
budaya bangsa, serta  kaidah  pembangunan yang  berkelanjutan.  
 
Isu utama pembangunan wilayah dalam konstelasi nasional adalah masih 

besarnya kesenjangan antarwilayah khususnya kesenjangan antara Kawasan 
Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Oleh karenanya 
arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional sebagaimana yang 
diamanatkan di dalam RPJMN 2015-2019 difokuskan pada upaya 
mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan 
mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu 
Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa 
Tenggara dan Pulau Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di 
wilayah Pulau Jawa dan Bali. 
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2.4  Pendanaan Pembangunan 

Kerangka pendanaan pembangunan diarahkan pada pencapaian sasaran 
prioritas sesuai dengan tema RKP melalui pendekatan money follows program 
yang menekankan pemanfaatan sumber pendanaan untuk menunjang PN, PP 
dan KP RKP tahun 2019. Melalui pola pendekatan tersebut, dilakukan integrasi 
pemanfaatan belanja di K/L, dana transfer ke daerah dan dana desa serta 
sumber pendanaan lainnya (KPBU dan PINA). 
 

BAB 3. TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN 

3.1  RPJMN dan Nawacita 

RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko 
Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat hal sebagai berikut. 
 
Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 : “Terwujudnya Indonesia yang 
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu: (1) 
mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, 
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) 
mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis 
berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif 
dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas 
hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan 
bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim 
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;   dan (7) 
mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
 
Nawa Cita memuat sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan Indonesia 
yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebudayaan. 
 

3.2  Tema Pembangunan 

Tema RKP 2015–2018 dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur. 
Sedangkan, RKP 2019 lebih difokuskan pada pembangunan  manusia  
Indonesia  dengan  tema,  “Pemerataan  Pembangunan  untuk Pertumbuhan 
Berkualitas”. 
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3.3  Strategi Pembangunan 

 

 
3.4  Pendekatan Penyusunan RKP 2019 

Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah Tematik, 
Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yaitu: 
 
1.  Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu 

tertentu; 
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam 

perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai 
ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan; 

3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program 
Presiden yang dilihat  dari  peran  kementerian/lembaga (K/L),  daerah  dan  
pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai 
sumber pembiayaan; dan 

4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional 
lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah 
dan keterkaitan antarwilayah. 

 
Penyusunan RKP 2019 juga memperhatikan: 

 1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2019 dengan pendekatan 
pada penggunaan sistem e-planning; 

2. Pengendalian perencanaan; 
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan 
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja 

transfer ke daerah, Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja 
non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta. 
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3.5  Sasaran Pembangunan 

RKP 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran  utama yang  mencakup sasaran 
makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi 
pemerataan. 
 

Tabel 3. Indikator Pembangunan Tahun 2019 
Indikator Pembangunan Skenario 2019 

Pertumbuhan ekonomi (%) 5,2 - 5,6 

Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,8 - 5,2 

Angka kemiskinan (%) 8,5 - 9,5 

Rasio gini (indeks) 0,38 - 0,39 

Indeks pembangunan manusia (IPM) 71,98 

 

3.6  Arah Kebijakan Pembangunan 

Arah kebijakan pembangunan yang  ditempuh dalam RKP 2019 utamanya 
berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan 
wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi 
dan ekspor, melalui strategi pelaksanaan pembangunan yang ditungkan ke 
dalam 5 (lima) PN. 
 

BAB 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 

4.1  Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan 

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 

PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan 
Pelayanan Dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. 
 
Pencapaian sasaran PN dilakukan melalui 5 (lima) Program Prioritas, yaitu: (1) 
Percepatan Pengurangan Kemiskinan; (2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (4) 
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak; 
dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar. 

 
Tabel 4. Sasaran dan Indikator pada PN Pembangunan Manusia 

melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 

 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 

1 Meningkatnya kualitas SDM 

 Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) 70,18 70,81 71,50**) 71,98 

2 Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan 

 Tingkat kemiskinan (persen) 10,70  10,12  9,82 8,50 – 
9,50 

3 Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan 

 Rasio gini (nilai) 0,394  0,391  0,389 0,380 - 
0,390 

PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

1 Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-
program pemerintah 

 Persentase penduduk 40 persen terbawah yang 
menerima program pemerintah (%) 

91,1 95,4 96,0 97,0 

2 Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB 

 Kontribusi UMK dan koperasi terhadap 
PDB(%) 

57,9  58,2 *** 58,5 ***) 58,8 ***) 

KP. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran 

Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial 

KP. Penguatan Sistem Jaminan Sosial 

Meningkatnya persentase penduduk dan pekerja berpendapatan 40 persen terbawah yang 
tercakup Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 

KP. Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Meningkatnya jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang bermitra 

KP. Pelaksanaan Reforma Agraria 

Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T), 
serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

KP. Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan ekonomi sekaligus 
mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari 

PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

1 Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan 
gizi masyarakat 

- Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 
kelahiran hidup) 

- - - 271 

- Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 
kelahiran hidup) 

- - - 21 

- Angka kelahiran total (Total Fertility 
Rate/TFR 

2,34 2,33 2,31 2,28 

- Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi 
(Contraceptive Prevalence Rate/CPR) 

 

 -    Semua cara 60,9 65,6 65,8 66,0 

 -    Cara modern (mCPR) 59,5 60,9 61,6 61,3 

- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 
pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%) 

26,1 29,6 28,8 24,8 

- Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada 

anak balita (%)****) 

21,0 - - 17 

2 Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular 

- Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 
tahun (%) 

8,8 5,9 5,6 5,4 

- Prevalensi tekanan darah tinggi (%) 32,4 24,2 23,8 23,4 

- Prevalensi HIV (%) 0,33 <0,5 <0,5 <0,5 

- Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 257 262 254 245 

- Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi 
malaria 

247 265 285 300 

KP. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi 

Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi 

KP. Percepatan Penurunan Stunting 

Tercapainya upaya percepatan penurunan stunting 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

Meningkatnya akses air minum dan sanitasi layak 

KP. Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman 

Meningkatnya kualitas lingkungan di permukiman 

PP Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 

1 Persentase daerah yang memanfaatkan BDT untuk penargetan program penanggulangan 
kemiskinan (%) 

- Persentase daerah yang memanfaatkan BDT 
untuk penargetan program penanggulangan 
kemiskinan (%) 

36,96 60,70 68,09 100 

- Persentase daerah yang melakukan verifikasi 
dan validasi BDT (%) 

- 56,42 68,09 100 

2 Meningkatnya pencapaian target SPM (pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat) di daerah 

- Persentase capaian target indikator SPM 
di daerah (%) 

49,53 49,53 81 90 

KP. Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu 

Menguatnya tata kelola layanan terpadu 

KP. Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk layanan 
dasar 

KP. Percepatan Pencapaian SPM di Daerah 

Mempercepat penerapan SPM di daerah (provinsi/kabupaten/kota) 

Keterangan: *) Realisasi **) Target  

4.2  Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui 

Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 

Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan 
kemaritiman diarahkan pada: (1) peningkatan sistem logistik; (2) 
pembangunan infrastruktur; (3) percepatan pembangunan Papua dan Papua 
Barat; (4) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa; serta (5) 
penanggulangan bencana. 
 
 

Tabel 5. Sasaran dan Indikator pada PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah 

melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 

 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PN   Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan 
Kemaritiman 

1 Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 

 Rata-rata persentase penduduk 
miskin di daerah tertinggal (%) 

18,40 18,04 15,5 – 
16,0 

15,0 – 
15,5 

2 Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 

 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di 
daerah tertinggal (%) 

5,57 6,4 – 6,6 6,7 – 6,9 6,9 – 7,1 

3 Meningkatnya perdagangan antardaerah 

 Rasio biaya logistik terhadap PDB (%) 22,4 21,3 20,2 19,2 

4 Meningkatnya indeks pembangunan TIK 

 ICT Development Index (nilai) 3,8 4,3 4,7-5,0 4,9-5,2 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PP   Peningkatan Konektivitas dan TIK 

Meningkatnya pembangunan konektivitas dan TIK 

- Rata-rata dwelling time (hari) 4-5 4-5 3-4 3-4 

- Persentase on-time performance 
angkutan udara (%) 

83 81 87 95 

- Persentase kondisi mantap jalan (%) 90 91 93 94 

- Persentase penurunan rasio fatalitas 
korban kecelakaan transportasi jalan 
dari kondisi baseline (%) 

26 32 42 50 

- Persentase tingkat pangsa pasar 
angkutan umum (%) 

26 28 30 32 

Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, 

perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah nonkomersial lainnya 
- Cakupan layanan akses pitalebar di 

daerah nonkomersil (%) 

85 90 95 100 

- Persentase kab/kota yang terlayani 
akses telekomunikasi universal di 
514 kab/kota (%) 

85 90 95 100 

KP.  Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut 

Terselenggaranya pengembangan pelabuhan serta subsidi angkutan tol laut 

KP.  Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan 

Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi 
multimoda dan perkotaan 

KP.  Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi 

Meningkatnya pembangunan dan pengembangan bandara serta pelayanan angkutan udara 

KP.  Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan Transportasi 

Meningkatnya penyediaan  fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi 

KP. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK 

Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menjangkau 514 
kabupaten/kota 

PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

- Papua (nilai) 58,1 59,1 59,6 60,3 

- Papua Barat (nilai) 62,2 63,0 63,4 63,9 

Persentase buta aksara (15 s.d 59 tahun) 

- Papua (nilai) 28,2 28,1 27,4 26,8 

- Papua Barat (nilai) 1,9 1,6 1,5 1,4 

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 

- Papua (nilai) 28,4 27,8 26,7 26,0 

- Papua Barat (nilai) 24,9 23,1 22,6 21,7 

Pertumbuhan ekonomi 

- Papua (nilai) 9,2 8,2 6,7 7,4 

- Papua Barat (nilai) 4,5 8,3 6,9 5,8 

KP. Peningkatan Akses danKualitas Pelayanan Kesehatan 

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan 

KP. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kontekstual Papua 

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual Papua 

KP. Pengembangan Komoditas Unggulan dan Pariwisata Hulu Hilir 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

Berkembangnya komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir di Papua dan Papua Barat 

KP. Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK dan Konektivitas Antarprovinsi, Kabupaten/ 
Kota, Distrik dan Kampung 

Meningkatnya infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, 
distrik dan kampung 

KP. Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan 

Meningkatnya kualitas kebijakan/regulasi dan pelaksanaan otonomi khusus 

PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa 

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perdesaan 

- Persentase penduduk miskin di 
Perdesaan (%) 

13,96  13,47 13,23 13,00 

Meningkatnya pengeluaran per kapita di daerah tertinggal 

- Rata-rata pengeluaran per kapita di 
daerah tertinggal (Rp. Juta) 

7,38  7,53 7,69 7,85 

KP. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan 

Terlaksananya pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan 

KP. Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi 

Terlaksananya pembangunan di kawasan perdesaan dan transmigrasi 

KP. Percepatan Pembangunan Desa 

Terlaksananya percepatan pembangunan desa 

PP Penanggulangan Bencana 

Menurunnya indeks risiko bencana nasional 

- Rata-rata indeks risiko bencana 
nasional (nilai) 

146,9  142,2 137,5 132,8 

Menurunnya indeks risiko bencana kabupaten/kota PN 

- Rata-rata indeks risiko bencana 136 
kab/kota prioritas 
(nilai) 

159,2 154,1 149,0 144,0 

KP. Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana 

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi 
bencana 

KP. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 

Terlaksananya layanan penanganan kebencanaan yang terpadu 

KP. Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana 

Terlaksananya penyelamatan korban bencana 
Terlaksananya pemulihan pelayanan publik di daerah pascabencana 

KP. Penguatan Manajemen Kebencanaan 

Terselenggaranya peningkatan kinerja penanggulangan bencana 

PP Peningkatan Sistem Logistik 

Menurunnya biaya logistik, memperlancar arus barang, dan meningkatkan pelayanan 
logistik 

- Rasio biaya logistik terhadap PDB (%) 2,5  3,0 3,5 4,0 

- Skor Logistic Performance Index (LPI) 2,98 3,06 3,14 3,22 

KP. Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Pertanian dan Perikanan 

Meningkatnya pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas pertanian dan 
perikanan 

KP. Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Men- dukung Sistem 
Logistik 

Tersedianya infrastruktur energi, sarana angkut dan transportasi mendukung sistem 
logistik 



 

RINGKASAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG RKP 2019 13 

 

 

 
4.3  Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan 

Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif 

Lainnya 

PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui 
Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dilaksanakan 
untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian dan menciptakan lapangan 
kerja yang disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor 
pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya 
yaitu ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan 
keahlian tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). 
 

Tabel 6. Sasaran dan Indikator pada PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan 

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif 

Lainnya 

 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

KP. Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik 

Terwujudnya penguatan industri pendukung sistem logistik 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PN  Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui 
Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 

1 Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, 
pariwisata dan jasa produktif lainnya 

 Pertumbuhan PDB pertanian (%) 3,4 3,8 3,5 – 3,8 3,7 – 4,0  

 Pertumbuhan PDB industri 
pengolahan (%) 

4,3 4,3 5,1  4,9 – 5,4  

 Pertumbuhan PDB perdagangan (%) 4,0 4,4 5,4 – 6,0 5,3 – 5,7  

 Pertumbuhan investasi 
(Pembentukan 
Modal Tetap Bruto/PMTB) (%) 

4,5 6,2 6,0 – 6,6 6,9 – 7,7  

 Pertumbuhan ekspor barang dan jasa 
(%) 

-1,6 9,1 5,0 – 5,5 5,5 – 6,6  

 Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah) 177,2 202,1 223,0  270,0 – 
280,0  

 Penyediaan lapangan kerja (juta 
orang) 

3,6 2,6 2,0 2,6 – 2,9 

 Laju pertumbuhan PDB per tenaga 
kerja (%) 

1,85 2,8 4,0 4,0 – 5,0 

PP  Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian 

Meningkatnya ekspor dan nilai tambah produk pertanian 

- Pertumbuhan PDB perkebunan (%) 3,5 4,5 4,5-4,6 4,6-4,7 

- Pertumbuhan PDB hortikulktura (%) 2,9 3,1 3,3-3,4 3,5-3,6 

- Pertumbuhan PDB peternakan (%) 4,4 3,8 3,9-4,1 4,2-4,4 

- Pertumbuhan PDB perikanan (%) 5,2 6,0 6,0-6,2 6,1-6,2 

- Pertumbuhan PDB kehutanan (%) -1,21 2,31 2,4-2,5 2,7-2,9 

KP.  Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

Meningkatnya hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan 

KP.  Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

Meningkatnya ekspor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan 

KP.  Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan 

Meningkatnya standar dan mutu hasil pertanian (perkebunan, holtikultura, dan 
peternakan), perikanan, dan kehutanan 

KP.  Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

Menguatnya kelembagaan dan usaha pertanian (perkebunan, holtikultura, dan 
peternakan), perikanan, dan kehutanan 

KP. Peningkatan Sarana danPrasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan 
Kehuatanan 

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian, perikanan, dan kehutanan 

PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan 

Meningkatnya ekspor dan nilai tambah industri pengolahan 

- Pertumbuhan PDB industri 
pengolahan nonmigas (%) 

4,4  4,8  5,8 5,7-6,2 

- Kontribusi PDB industri pengolahan 
(%) 

20,5  20,2  20,9 20,8-21,3 

- Kontribusi PDB industri pengolahan 
nonmigas (%) 

18,2  17,9  18,6 18,9-19,1 

- Tenaga kerja industri pengolahan 
(juta orang) 

16,0  17,1 17,9 18,0 

Berkembangnya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/ Logistik 
(KEK) 
- Kawasan Industri (KI) dan Kawasan 

Ekonomi Khusus Industri/Logistik 
(KEK) 

3 KI 

/10 

KEK  

14 KI /12 

KEK  

3 KI /5 

KEK 

7 KI/ 

6 

KEK 

Meningkatnya investasi 

- Realisasi investasi PMA dan PMDN 
(Rp triliun) 

612,8  692,8  765,0 833,0-
870,0 

- Rasio PMDN (%) 35,3  37,9  37,6 38,9 

- Peringkat kemudahan berusaha 

Indonesia (peringkat) 

91 72 Menuju 

peringkat 
40 

Menuju 

peringkat 
40 

KP. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi 

Meningkatnya realisasi investasi PMA PMDN 

KP. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan Pendukung 

Meningkatnya jumlah dan produktivitas industri hulu nonagro dan pendukung 

KP. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpangan 

Meningkatnya daya saing industri andalan nonpangan 

KP. Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik 

Beroperasinya 7 KI dan 6 KEK industri/ logistik 

PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 

Meningkatnya produksi pangan (juta ton) 

- Kontribusi sektor pariwisata tehadap 
PDB (%) 

4,1  5,0  5,3 5,5 

- Wisatawan mancanegara (juta orang) 11,5 14,0 17,0 20,0 

- Wisatamwan nusantara (juta orang) 264,3 269,6  272,2 275 

Meningkatnya nilai tambah jasa produktif lainnya 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

- Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif 
(%) 

4,9  5,7  6,3 6,7 

- Tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif 
(juta orang) 

16,2  16,4 16,7 17,0 

- Pertumbuhan PDB sub kategori 
perfangan besar dan eceran bukan 
mobil dan sepeda motor (%) 

4,0  4,8  5,3-5,8 5,4-6,0 

Meningkatnya petumbuhan ekspor barang nonmigas yagn bernilai tambah dan jasa 

- Pertumbuhan ekspor nonmigas  (%) -0,3  15,8  5,0-7,0 7,0-9,0 

- Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%) 2,6  2,5  2,6 2,6 

KP. Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk  4 KEK 
Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas 

Meningkatnya kesiapan 10 destinasi pariwisata prioritas termasuk 4 KEK pariwisata dan 

perluasan pemaaran pariwisata prioritas 

KP. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif 

Meningkatnya populasi dan produktivitas ekonomi kreatif 

KP. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 

Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam negeri 
Meningkatnya efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri 

KP. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan 

Meningkatnya akses penyaluran pembiayaan 

PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 

Meningkatnya proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah 

- Proporsi tenaga kerja berkeahlian 
menengah (persen) 

29,74  30,21 35,00 37,00 

Meningkatnya wirausaha baru 

- Jumlah wirausaha baru yang tercipta 
(orang) 

112.600  272.500 272.500 272.000 

KP. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha 

Meningkatnya kualitas standar kompetensi dan kurikulum diklat vokasi. 

Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, 
lembaga diklat, dan dunia usaha 
 

Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, 
dan mudah dijangkau masyarakat. 
KP. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi 

Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu 
langsung bekerja 

KP. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi 

Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 

KP. Peningkatan Keterampilan Wirausaha 

Meningkatnya jumlah calon wirausaha baru yang difasilitasi dan dilatih 

PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 

Meningkatnya produktivitas peneliti 

- Produktivitas peneliti (publikasi) 2,5  3,0 3,5 4,0 

- Produk riset yang siap 
dikomersialisasikan 

108  109  110 111 

Meningkatnya SDM peneliti 

- SDM peneliti 1.200 1.330 1.460 1.600 

KP. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas 

Meningkatnya kapasitas penelitian di bidang keilmuan strategis penunjang produktivitas 
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Keterangan: *)  Realisasi,  **)  Target 
 
 

4.4  Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber 

Daya Air 

 PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 
dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan sumber daya air yang 
berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor 
ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan energi, pangan, dan sumber 
daya air dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan 
keberlanjutan pembangunan. 
 
Tabel 7. Sasaran dan Indikator pada PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan 

Sumber Daya Air 

 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 

1 Tercapainya produksi sumber daya energi 

 Produksi sumber daya energi (ribu 
Setara 
Barrel Minyak (SBM)/hari) 

2.017 1.944 2.000 1.950 

2 Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) 

 Rasio Elektrifikasi (%) 5,4 2,0 4,0 2,4 

3 Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan 

 Pertumbuhan produksi padi/beras (%) 5,4 2,0 4,0 2,4 

 Pertumbuhan produksi jagung (%) 20,2 22,6 4,5 3,0 

 Pertumbuhan produksi kedelai (%) -10,4 -37,4 21,1 11,1 

 Pertumbuhan produksi gula (%) 12,8 -8,3 10,0 15,2 

 Pertumbuhan produksi daging sapi (%) 25,5 8,5 10,9 7,0 

 Pertumbuhan produksi Ikan (%) 8,8 8,4 8,2 8,1 

 Pertumbuhan produksi garam (%) 9,1 5,6 7,9 9,8 

4 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan 

 Skor pola pangan harapan (nilai) 86,0 88,0 90,5 92,5 

5 Meningkatnya ketersediaan air 

 Kapasitas air baku (m3/detik) 64,6 68,9 73,68 78,68 

6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 

 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) (nilai) 

63,5 66,9 65,5 –

66,5 

66,5 –

68,5 

PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

KP. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas 

Dikembangkan dan dimanfaatkannya teknologi pengungkit produktivitas 

KP. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) 

Tersedianya SDM Iptek (peneliti dan perekayasa) terutama di bidang- bidang strategis 

KP. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier 

Dihasilkannya inovasi-inovasi yang berbasis teknologi frontier 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi 

- Konsumsi listrik per kapita (kilo Watt 
hour/kWh) 

956 1.012 1.129 1.200 

- Persentase pemanfaatan gas bumi untuk 
kebutuhan dalam negeri (%) 

58 59,3 63 64 

- Persentase pemanfaatan batubara untuk 
kebutuhan dalam negeri (%) 

20,8 21 32 60 

- Porsi EBT dalam bauran energi primer 
(%) 

6,9 8,4 15 16 

Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara 

- Produksi minyak bumi (ribu BM/hari) 829 804 800 725 

- Produksi gas bumi (ribu SBM/hari) 1.188 1.140 1.200 1.225 

- Produksi batubara (juta ton/tahun) 456 461 406 400 

KP. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas, Bumi, dan Energi Lainnya 

Meningkatnya cadangan minyak, gas bumi, dan energi lainnya 

KP. Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik 

Meningkatnya kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan 

KP. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 

Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

KP. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri 

Meningkatnya upaya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan di 
dalam negeri 

KP. Peningkatan Efisiensi Energi 

Meningkatnya efisiensi energi 

PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 

Meningkatnya produksi pangan (juta ton) 

- Produksi padi 79,5 81,1 80,1 82,0 

- Produksi jagung 23,6 28,9 23,4 24,1 

- Produksi kedelai 0,9 0,5 2,3 2,6 

- Produksi gula 2,2 2,1 3,3 3,8 

- Produksi daging sapi 0,4 0,6 0,7 0,8 

- Produksi garam 11,9  13,6 17,4 18,8 

Meningkatnya akses pangan 

- Perubahan harga beras (persen) 3,3 0,3  0,5 

Meningkatnya kualitas konsumsi pangan 

- Konsumsi kalori (Kkal) 2.040 2.115 2.150 2.150 

- Konsumsi ikan (kg/kp/tahun) 47,2 46,5 50,6 54,5 

KP. Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan 

Terlaksananya upaya penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan dari produksi 
dalam negeri 

KP. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 

Terlaksananya upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyara 

KP. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan 

Terlaksananya upaya penguatan cadangan dan stabilitas harga pangan 

KP. Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan 

Terlaksananya upaya penguatan kelembagaan dan layanan pertanian dan perikanan 

KP. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan 
perikanan  

PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air 

Menurunnya luasan lahan kritis 

- Luas lahan kritis (ribu ha) 1500 15  25,3 230 

Pulihnya kesehatan DAS 

- Jumlah DAS Prioritas yang dilakukan 
pemulihan (DAS) (akumulasi) 

13  15  15 15 

Meningkatnya kapasitas tampungan air permukaan 

- Kapasitas tampungan air permukaan 
(miliar m3) 

13,6 13,6  13,9 14,7 

Terbangunnya data dan informasi sumber daya air 

- Jumlah pembangunan data dan 
informasi sumber daya air (DAS 
Prioritas) 

- - - 15 

Terbangunnya kawasan pesisir 

- Jumlah provinsi yang terbangun 
kawasan pesisir (Provinsi) 

3 3  3 3 

KP. Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air Dan Ekosistem 

Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem 

KP. Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif 

Tercapainya pemenuhan kebutuhan air untuk sosial dan ekonomi produktif 

KP. Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air 

Tercapainya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air 

KP. Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air 

Tercapainya peningkatan regulasi  dan kelembagaan pengelolaan sumber daya air 

PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan 

Meningkatnya Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan 

- Indeks kualitas air (nilai) 50,20 53,20 54 55 

- Indeks kualitas udara (nilai) 81,78 87,03 83 84 

- Indeks kualitas tutupan lahan (nilai) 58,42 60,31 61 62 

KP. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Menurunnya potensi kejadian kerusakan SDA dan LH 

KP. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup 

Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH 

KP. Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan LH dan SDA 

KP. Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Bidang Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup 

Keterangan: *)  Realisasi,  **)  Target 
 

4.5  Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 

PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu dilaksanakan untuk 
memastikan terjaganya keutuhan wilayah, keamanan dalam negeri, keamanan 
SDM dan SDA, serta terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis. 
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Tabel 8. Sasaran dan Indikator pada PN Stabilitas Keamanan Nasional dan 
Kesuksesan Pemilu 

 

No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 

1 Terjaganya stabilitas keamanan nasional 

 Clearance rate (%) 58,93  60  60 60 

 Response time kehadiran aparat penegak 
hukum di TKP (menit, detik) 

 
19’ 21” 

 
19’ 00”  

 
18’ 30” 

 
18’ 00” 

 Global Military Index (nilai) 0,34  0,33  0,33* 0,31 

2 Terselenggaranya kesuksesan Pemilu 

 Indeks demokrasi Indonesia (IDI) (nilai) 70,09 74,3 ** 74,6 75 

 Tingkat partisipasi pemilih (%) - - - 77,75 

PP Kamtibmas dan Keamanan Siber 

Terciptanya Kamtibmas dan keamanan siber 

- Persentase penduduk 40 persen terbawah 
yang menerima program pemerintah (%) 

91,1 95,4 96,0 97,0 

- Crime clock 1'28"  1'28"  1'28" 1'28" 

- Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba 
(%) 

-0,29  0,05  0,05 0,05 

- Peringkat Global Cyber Security Index 69  70  68 64 

KP. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap 

Terciptanya kondisi aman yang cepat dan tanggap 

KP. Penanganan Konflik Sosial 

Tertanganinya konflik sosial secara koordinatif dan integratif 

KP. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 

Tertanganinya permasalahan penyalahgunaan narkoba 

KP.Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber 

Terbangunnya kelembagaan siber yang kuat dan aktivitas siber yang aman 

KP. Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme 

Tertanganinya aksi terorisme dan pencegahan paham radikalisme 

PP Kesuksesan Pemilu 

Terselenggarannya pemilu yang aman, adil, dan demokratis 

- Nilai indeks hak-hak politik 70,11  66  67 68 

- Nilai indeks kebebasan sipil 76,45  85  86 87 

- Nilai indeks lembaga demokrasi 62,05  77 78 79 

- Jumlah kasus tindak pidana selama 
Pemilu 2019 

- - - 59 

KP. Penguatan Lembaga Demokrasi 

Peningkatan skor IDI untuk aspek lembaga demokrasi 

KP. Peningkatan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik 

Peningkatan skor IDI untuk aspek kebebasan sipil dan hak- hak politik 

KP. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019 

Menurunya pelanggaran netralitas ASN 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

KP. Pengamanan Pemilu 

Terlaksananya pemilu yang aman 

PP Pertahanan Wilayah Nasional 

Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat 

- Jumlah penanganan kasus pelanggaran 
dan tindak pidana di laut (kasus) 

23 19  45 60 

- Jumlah pembangunan infrastruktur 
perbatasan 

30 Pos 
Pamtas, 
14 
Posal,  
403 Km 
JIPP 

14 
Posal 
dan 5 
derma
ga, 
153,2 
Km 
JIPP 

14 
Posal, 
150 Km 
JIPP 

10 Pos 
Pamtas, 14 
Posal. 
274,8 Km 
JIPP 

- Persentase pencapaian Minimum 
Essential Force (MEF) (%) 

44,6 52,3 60,4 68,9 

- Persentase kontribusi industri 
pertahanan (%) 

46,0  46,9  49,8 53,8 

KP. Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan 

Terjaganya wilayah laut dan sumber daya kelautan 

KP. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara 

Terjaganya kawasan perbatasan dan kedaulatan negara 

KP. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi 

Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Berdaya Gentar Tinggi 

PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi 

Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan 
dan pemberantasan korupsi 

- Indeks pembangunan hukum (skala 0-1) 0,57  0,59-
0,64  

0,65-
0,70 

0,75 

- Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5) N/A  3,00  3,90 4,00 

- Indeks penegakan hukum tipikor (skala 
1-100) 

62,60  N/A  N/A Kenaikan 
20% 

Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi 

- Persentase K/L yang memiliki indeks 
reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke 
atas) (%) 

92,68 96,29 69,00 75,00 

- Persentase provinsi yang memiliki indeks 
reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke 
atas) (%) 

38,24  47,06 50,00 60,00 

- Persentase kabupaten/kota yang 
memiliki indeks reformasi birokrasi baik 
(kategori “B” ke atas) (%) 

37,29  4,13  35,00 45,00 

KP. Penegakan Hukum 

Terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses 
keadilan 

KP. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi 

KP. Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi 

Terbangunnya e-gov yang terintegrasi 

KP. Manajemen Talenta Nasional 

Terbangunnya kelembagaan talenta Indonesia 
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No Sasaran/Indikator 2016*) 2017*) 2018**) 2019**) 

PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi 

Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri 

- Indeks perlindungan dan pelayanan 
WNI/BHI (nilai) 

- 74.13 82.21 84.23 

Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan 

- Jumlah dokumen hasil perundingan 
batas laut INA dengan Prioritas IND, 
VIET, PHI, pelaksanaan konsultasi dalam 
rangka persiapan proses realignment FIR 
dengan SIN dan MLY, verifikasi updating 
batas maritim RI dengan negara tetangga 
dalam rangka mendukung kebijakan satu 

peta (dokumen) 

- - - 8 

Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional 
terhadap pencapaian investasi dan perdagangan 

- Jumlah prosedural tetap dan peraturan 
pendukung pengelolaan pemberian 
bantuan internasional Indonesia 
(dokumen) 

- - - 1 

Peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika 

- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan 
Indonesia-Africa 

Infrastructure Dialogue (1 dokumen 
summary report 

- - - 1 

KP. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri 

Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri 

KP. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan 

Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan 

KP. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional 

Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional 
terhadap peningkatan investasi dan perdagangan 

KP. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika 

Meningkatnya peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika 

Keterangan: *)  Realisasi,  **)  Target 
 

BAB 5. PEMBANGUNAN BIDANG 

5.1  Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang 

Pengarusutamaan 3 (tiga) isu strategis, yaitu pembangunan berkelanjutan, tata 
kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan gender, ke dalam RKP 2019 
menjadi sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan dan tercapainya 
pembangunan yang berkualitas.  Ketiga isu tersebut menjadi dasar dalam 
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2019. Selain itu, 
terdapat 2 (dua) topik penting dalam pembangunan 2019 yang melingkupi 
antar/lintas bidang, yaitu revolusi mental dan perubahan iklim melalui 
pembangunan rendah karbon. 
 

5.2  Bidang Pembangunan Sosila Budaya dan Kehidupan Bergama 

Hakikat pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama adalah 
peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara 
sistematis, terencana, serta berkelanjutan. Pembangunan manusia sebagai 
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insan dan sumber daya pembangunan meliputi pemenuhan hak-hak warga 
negara dalam memperoleh layanan dasar publik seperti pendidikan dan 
kesehatan. Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang  sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, 
beretika, serta berbudaya dan beradab. Pada akhirnya, pembangunan 
manusia dan masyarakat Indonesia ditujukan untuk meningkatkan daya 
saing SDM yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 
seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan 
melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, 
kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, 
kebudayaan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta 
perlindungan anak. 
 

 5.3  Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan bidang ekonomi terdiri atas 9 (sembilan) bidang, yaitu Bidang 
Keuangan Negara,  Bidang Stabilitas Harga,  Bidang Usaha Mikro Kecil 
Menengah dan Koperasi,  Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Kerja 
Sama Internasional,  Bidang Jasa Keuangan,  Badan Usaha Milik Negara,  
Bidang Data dan Informasi Statistik, dan Bidang Ketenagakerjaan.  
 

5.4  Bidang Iptek 

Pembangunan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di tahun 2019 
diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target pembangunan 
pada RPJMN 2015-2019. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk 
mengantisipasi perkembangan Iptek secara global terutama Revolusi Industri 
4.0 melalui penyiapan kapasitas penelitian dan pengembangan bangsa 
Indonesia. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana-
prasarana penunjang litbang untuk menghasilkan prototipe-prototipe produk 
teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2019 
Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Techno Park 
(TP) dan Science Techno Park (STP) yang telah dibangun sebagai sarana utama 
untuk hilirisasi dan komersialisasi hasil riset yang berdampak pada 
peningkatan produktivitas ekonomi. 
 

5.5  Bidang Pembangunan Politik 

Pembangunan bidang politik pada tahun 2019 diharapkan akan 
mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran PN Stabilitas Keamanan 
Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Tahun 2019 merupakan tahun politik, 

karena akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta 
pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjabat selama lima tahun 
selanjutnya (2019-2024). 

 

 5.6  Pembangunan Hukum dan Aparatur 

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting 
dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan 
bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi 
keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.  
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5.7  Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang 

Bidang pembangunan kewilayahan dan tata ruang terdiri dari informasi 
geospasial sebagai basis data, tata ruang sebagai dasar perencanaan, 
perkotaan dan kawasan strategis sebagai pendekatan kewilayahan, serta 
desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan 
dalam mendukung program dan kegiatan dalam RPJMN 2015- 2019. 

 

 5.8  Bidang Pembangunan Saraan dan Prasarana 

Sesuai kerangka umum pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, 
bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada percepatan penyediaan 
layanan dasar di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan,pengembangan 
aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal,  peningkatan keamanan dan 
keselamatan transportas, serta peningkatan ketahanan air dan pengendalian 
bencana. Selain itu, bidang sarana dan prasarana diarahkan untuk 
mendukung pencapaian kedaulatan pangan serta mendukung pengembangan 
sektor unggulan melalui peningkatan konektivitas transportasi, informasi, dan 
penyediaan energi, terutama di pusat pertumbuhan, kawasan wisata, dan 
perkotaan. Percepatan pembangunan infrastruktur juga didukung oleh 
pengembangan strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan baru melalui 
penyiapan daftar proyek KPBU serta proyek PINA. 
 

 5.9  Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) merupakan 
upaya untuk memanfaatkan SDALH sebagai sumber daya dan modal 
pembangunan secara berkelanjutan, mengelola SDA dan lingkungan untuk 
mendukung kekuatan industri nasional, serta melakukan konservasi dan 
perlindungan SDALH untuk menjaga keseimbangan ekosistem.  
 

BAB 6. KAIDAH PELAKSANAAN 

6.1  Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi 

Sesuai amanat Pasal 4 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka pelayanan 
umum dan investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemda, dan/atau swasta dalam rangka 
penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kerangka 
pelayanan umum dan investasi diarahkan untuk mendorong efisiensi 
pemanfaatan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik dan 
mengembangkan layanan untuk meningkatkan nilai tambah. 
 

6.2  Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan berkontribusi untuk memastikan kesiapan struktur 
organisasi K/L dalam menjalankan prioritas pembangunan agar pelaksanaan 
pembangunan dapat berjalan secara efektif, sinergis dan terintegrasi untuk 
mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan. 
 

 6.3  Kerangka Regulasi 

Inti dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah untuk memastikan terjadinya 
sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan PN, PP, 
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KP, serta Proyek Prioritas pembangunan pada RKP 2019. Untuk memastikan 
pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2019 serta kepastian 
penyusunan kerangka regulasi di tahun pelaksanaan, hasil penajaman 
kerangka regulasi akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan 
Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2019. Selain itu, kerangka regulasi 
juga dilaksanakan dalam rangka mendukung arahan presiden lainnya seperti 
peningkatan peringkat EODB Indonesia dan penyusunan Paket Kebijakan 
Ekonomi (PKE). 
 

6.4  Kerangka Evaluasi 

Evaluasi RKP dilaksanakan dengan tujuan: (a) mengetahui hasil capaian 
kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk 

perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) memberi 
feedback dan landasan dalam penyusunan PN dan tema pembangunan pada 
RKP tahun selanjutnya, dengan metode sebagai berikut: 
 

Aspek Uraian 

1.  Sumber Data Data capaian sasaran KP dari K/L pelaksana dan e-monev Bappenas 

2.  Mekanisme 

Penghitungan 

Pencapaian PN dihitung secara berjenjang mulai dari pencapaian sasaran 
KP, PP, dan PN. Terdapat 2 aspek penilaian, yaitu: (1) Pencapaian kinerja 
PN, dan (2) Penilaian mandiri atas kontribusi PP terhadap pencapaian PN. 

3.  Pencapaian 

Kinerja 

Penghitungan pencapaian kinerja terhadap target menggunakan rata-rata 
tertimbang (pagu anggaran sebagai pembobot) dan disesuaikan dengan 
proporsi sasaran KP yang terisi 

Aspek Uraian 

4.  Penilaian 

Mandiri 

Penilaian kontribusi PP terhadap pencapaian PN secara mandiri oleh K/L 
pelaksana berdasarkan kriteria: (1) Konsistensi terhadap RPJMN, (2) 
Konsistensi selama 3 tahun pada RKP, (3) Hasil evaluasi terhadap 
pelaksanaan PP, dan (4) Prioritas pelaksanaan. 

5.  Komposit 

Pencapaian PN 

Evaluasi pelaksanaan PN merupakan komposit antara penghitungan 
pencapaian kinerja dan hasil penilaian mandiri. 

 
 

BAB 7. PENUTUP 

 Fokus pembangunan 2019 diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM dengan 
mempertahankan momentum kecepatan pembangunan infrastruktur, dan 
tertuang sesuai tema  RKP tahun 2019 dengan tema, “Pemerataan Pembangunan 
untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dengan pengimplementasian PP Nomor 17 
Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional, diharapkan dapat semakin memperkuat aspek evaluasi 
dan pengendalian pembangunan mulai dari proses penyusunan perencanaan,   
penganggaran serta pelaksanaan sehingga mampu mengawal pencapaian target-
target pembangunan nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN TIGA PIHAK 

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019 

 

 

Perihal  :  Pertemuan Tiga Pihak dalam Rangka Penyusunan RKP dan Rencana Kerja 

(Renja) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019 

 

Tanggal dan Waktu 

a. Hari, Tanggal  : Rabu, 9 Mei 2018 

 

Pihak yang Bersepakat 

1. Kementerian PPN/Bappenas 

Nama  : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D 

NIP  : 19711106 2001121001 

Jabatan : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

2. Kementerian Keuangan 

Nama  : Purwanto, SE, M.Sc 

NIP  : 196904211995011001 

Jabatan   : Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nama  : Dra. Elin Herlina, Apt, MP 

NIP  : 19670418 199203 2 001 

Jabatan  : Sekretaris Utama   
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LEMBAR CATATAN HASIL KESEPAKATAN TIGA PIHAK RENJA K/L 
 

A. CATATAN UMUM  
1. Kesepakatan Trilateral Meeting ini akan menjadi bahan pegangan bersama pada saat pembahasan dengan DPR dan menjadi salah satu acuan utama pada 

pengalokasian pagu anggaran BPOM TA 2019. Adapun perubahan yang dilakukan oleh BPOM di luar kesepakatan ini, perlu disampaikan  melalui surat resmi 
kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan selanjutnya disepakati oleh tiga pihak.  

 

2. Beberapa kesepakatan utama pada pertemuan tiga pihak tahap I (Bappenas-Kemenkeu-BPOM) untuk pembahasan Renja Tahun 2019 antara lain: 

Sehubungan dengan telah dilakukan pembahasan dan kesepakatan penggunaan SOTK baru sesuai hasil pertemuan tiga pihak tanggal 11 April 2018, maka Renja 
BPOM 2019 menggunakan hasil kesepakatan tersebut. Untuk itu, SB pagu indikatif tidak lagi menjadi acuan pada pembahasan program, kegiatan, dan output.   

Aspek  Badan POM 
Kementerian 

Keuangan 
Kementerian PPN/Bappenas 

Kesepakatan TM I  
Tahun 2019 

Penambahan program  Diusulkan program generik baru, 
yaitu Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
sesuai dengan perubahan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 
baru BPOM. 

Sepakat  Sepakat adanya program baru 
untuk pendukung peningkatan 
capaian target BPOM dan 
untuk dilaksanakan secara 
efektif dan efisien sesuai 
prosedur yang berlaku 

1. Disepakati program generik baru, 
yaitu Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur Badan Pengawas Obat 
dan Makanan sesuai dengan 
perubahan Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja (SOTK) baru BPOM. 

2. Program baru ini terdiri dari 2 
kegiatan, yaitu 1) Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur I; serta 2) Pengawasan 
dan Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur II yang sebelumnya 
menjadi bagian dari Program 
Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
BPOM. 
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Aspek  Badan POM 
Kementerian 

Keuangan 
Kementerian PPN/Bappenas 

Kesepakatan TM I  
Tahun 2019 

Indikator dan target pada 
kegiatan prioritas:  
peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan 
makanan  
 
1. Terpenuhinya obat yang 

memenuhi syarat sebesar 
94 persen  

2. Terpenuhinya makanan 
yang memenuhi syarat 
sebesar 90,1 persen 

1. Angka target dalam RPJMN 2015-
2019 menggunakan metode lama 
(sampling framework pada 
produk yang memiliki izin edar).  

2. Saat ini telah dikembangkan 
metode baru dalam penentuan 
produk yang tidak memenuhi 
syarat (TMS). Metode baru ini 
mencakup: 
a. Cara penentuan produk yang 

tidak memenuhi syarat (TMS), 
dengan kriteria: 
(1) Tanpa Izin Edar (TIE)/Ilegal; 
(2) Produk Rusak dan atau 

Kedaluarsa; 
(3) Produk Tidak Memenuhi 

Ketentuan Label/Iklan; 
(4) Produk Tidak Memenuhi 

Syarat berdasarkan hasil 
uji laboratorium. 

Sebelumnya penentuan TMS 
produk hanya berdasarkan 
hasil pengujian laboratorium 
(point 4), sementara pada 
kenyataannya produk yang 
beredar di masyarakat 
termasuk pada poin 1-3. 

b. Metode sampling produk 
yang digunakan dari yang 
sebelumnya terhadap produk 
yang memiliki Nomor Izin 
Edar (NIE) saja, untuk saat ini 
sedang dilakukan perubahan 

Sepakat 
dengan 
Bappenas.    

1. Angka target dalam draft 
RKP 2019 merupakan angka 
target dalam RPJMN 2015-
2019.  

2. Berdasarkan hasil 
pemantauan, sasaran sudah 
tercapai, sehingga 
diperlukan target yang lebih 
progresif. 

3. Sehubungan dengan adanya 
metode sampling baru yang 
lebih representative, target 
RKP 2019 diharapkan sama 
dengan target RPJMN 2015-
2019.  

4. Dalam rangka penulisan 
narasi RKP 2019 diusulkan 
agar angka target sama 
dengan RPJMN, namun 
ditambahkan catatan 
mengenai angka 
berdasarkan metode baru.  

1. Disepakati sasaran, indikator, dan 
target tetap sesuai dengan RPJMN 
2015-2019, namun ditambahkan 
catatan mengenai metode baru 
(untuk narasi RKP 2019).  

2. Sasaran: Meningkatnya efektivitas 
pengawasan obat dan makanan 
- Terpenuhinya obat yang 

memenuhi syarat sebesar 94 
persen.  

- Terpenuhinya makanan yang 
memenuhi syarat sebesar 90,1 
persen. 

3. Metode baru dalam sampling  
produk obat dan makanan mulai 
digunakan pada perencanaan 
2019. Oleh karena itu, monev 2019 
juga akan mengukur capaian 
target menggunakan metode baru 
tersebut.  
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Aspek  Badan POM 
Kementerian 

Keuangan 
Kementerian PPN/Bappenas 

Kesepakatan TM I  
Tahun 2019 

untuk sampling kepada 
seluruh produk beredar 
secara acak agar diketahui 
pula sebaran produk illegal 
yang beredar di masyarakat. 

3. Hasil exercise tahun 2019 
(berdasarkan hasil pengukuran 
dengan metode baru) diusulkan 
sasaran dan target sebagai 
berikut:  
a. Terpenuhinya obat yang 

memenuhi syarat sebesar 94 
persen. 

b. Terpenuhinya pangan 
(makanan) yang memenuhi 
syarat sebesar 71 persen.  

 

 
3. Pergeseran pagu per program dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun 2019 dan hasil pembahasan Renja Tahun 2019 

Kode Program 
SB Pagu Indikatif Tahun 2019 

Pagu TM I Tahun 2019 
Form B (Bappenas) Form A (Kemkeu) 

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPOM 

160.489.900.000 187.312.500.000 186.907.750.000 

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 114.834.100.000 28.355.700.000 108.000.000.000 

04 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 

- - 14.753.000.000 

06 Program Pengawasan Obat dan Makanan   1.184.778.600.000 1.244.434.400.000 1.150.441.894.000 

Total Belanja Non Operasional  1.460.102.644.000 1.460.102.644.000 1.460.102.644.000 

Total Belanja Operasional 709.927.356.000 709.927.356.000 709.927.356.000 

Total Pagu Indikatif 2.170.300.000.000 2.170.300.000.000 2.170.300.000.000 
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4. Output berhenti hasil pembahasan Renja Tahun 2019 

Kode Program/Kegiatan/Output 

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 

4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan  Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan 

001 KIE obat dan makanan aman 

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 

3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM 

001 Sarana prasarana penunjang kinerja yang diadakan 

002 Satker yang mengelola BMN dengan baik 

06 Program Pengawasan Obat dan Makanan   

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 

007 Layanan publik BB/BPOM 

008 Komunitas yang diberdayakan 

084 Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) 

009 Sarana prasarana sesuai standar 

013 Bangunan/gedung 

4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 

001 Desa Pangan Aman 

003 Desa Pangan Aman di daerah destinasi wisata 

012 Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya 

013 Pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional 

4134 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 

994 Layanan perkantoran 

4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 

001 Pencegahan tindak pidana di bidang pengawasan obat dan makanan 

4118 Intelijen Obat dan Makanan 

001 Dokumen laporan intelijen obat dan makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti 

 
5. Output baru hasil pembahasan Renja Tahun 2019 

Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan Pagu TM I Tahun 2019 

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 

4113 Pengembangan SDM Aparatur Badan POM 

994 Layanan perkantoran 1 layanan 7.304.794.000 
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Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan Pagu TM I Tahun 2019 

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 

3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM 

956 Layanan manajemen Barang Milik Negara 1 layanan  3.516.977.000  

962 Layanan umum 1 Layanan  2.541.000.000  

06 Program Pengawasan Obat dan Makanan   

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 

xxx Keputusan hasil pengawasan obat dan makanan yang ditindaklanjuti 2.994 keputusan 36.000.000.000 

xxx Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan 19.548 keputusan 23.000.000.000 

xxx KIE obat dan makanan aman 1.190 KIE 75.000.000.000 

xxx Desa Pangan Aman 2.300 desa 28.217.658.000 

xxx Pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya 204 pasar 9.880.191.000 

4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 

xxx Data dan informasi perkembangan tindak pidana obat dan makanan 5 dokumen 6.800.000.000 

xxx Pengamanan penegakan hukum obat dan makanan 20  dokumen 1.600.000.000 

4118 Intelijen Obat dan Makanan 

xxx Dokumen analisa intelijen obat dan makanan 9 dokumen 5.000.000.000 

xxx Pemetaan jaringan produksi dan distribusi obat dan makanan ilegal dalam rangka 
melakukan deteksi dini peredaran obat dan makanan ilegal 

1 berkas 3.500.000.000 

6. Perubahan nomenklatur output hasil pembahasan Renja Tahun 2019 

Kode Program/Kegiatan/Output (Semula) Output (Menjadi) 

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 

4114 Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi  Obat dan Makanan 

002 Layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dikembangkan dan dimanfaatkan Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan 

003 Layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan Layanan informasi obat dan makanan berbasis digital 

06 Program Pengawasan Obat dan Makanan 

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 

003 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar 

081 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji 
dengan parameter kritis 

Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen 
kesehatan yang diperiksa sesuai standar 

004 Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan  Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa 

005 Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen 
kesehatan  dan Makanan 

Sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, 
suplemen kesehatan dan makanan yang diperiksa 
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Kode Program/Kegiatan/Output (Semula) Output (Menjadi) 

012 Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan Layanan dukungan laboratorium 

4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 

004 Individu yang mendapat sosialisasi keamanan pangan Kader keamanan pangan yang dilatih 
 

7. Usulan tambahan anggaran BPOM sebesar Rp 78.025,737 Miliar (sebagaimana terlampir).  
− Catatan Kemenkeu: sesuai arahan Pimpinan yang disampaikan dalam paparan pada waktu Trilateral Meeting, antara lain disebutkan bahwa apabila ada 

usulan baru, maka pendanaannya dilakukan dengan penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada 
− Catatan Kementerian PPN/Bappenas: usulan tambahan akan direviu kembali dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran (jika ada tambahan 

anggaran) 
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B. CATATAN PER OUTPUT KEGIATAN  

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 

4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,  Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana    

001 Dokumen tindak lanjut  
rekomendasi hasil evaluasi 
Program Penataan dan 
Penguatan Organisasi serta 
Program Penataan Tata 
Laksana 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Layanan  advokasi  hukum 
yang diberikan 

Sepakat Terdapat kenaikan 
anggaran dr TA 2018 
sekitar 189 persen, 
sementara target/volume 
output hanya naik sekitar 
17 persen, sehingga 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan saat 
BPOM menyampaikan 
ToR dan RAB kegiatan. 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

003 Rancangan peraturan 
perundang-undangan yang 
diselesaikan 

Terdapat 16 usulan regulasi 
yang mendukung PN, namun 
belum disampaikan sebagai 
pendukung kerangka regulasi. 

Sepakat BPOM belum mengusulkan 
kerangka regulasi yang 
mendukung PN. Diperlukan 
simplifikasi kerangka 
regulasi dengan tidak 
menyusun regulasi yang 
terlalu banyak. 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Usulan anggaran turun drastis 
karena terdapat perpindahan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

sebagian anggaran ke output 
001 

dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan  Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan 

958 Layanan hubungan 
masyarakat dan informasi 

­ Terdapat fungsi steering 
KIE dari pusat kepada 
balai yang sebelumnya 
merupakan fungsi dari 
output: KIE obat dan 
makanan aman (output 
berhenti) 

­ KIE yang dilakukan pusat 
termasuk penyusunan 
standar dan konten yang 
akan disebarkan oleh 
balai 

­ Diperjelas perbedaan 
KIE yang dilakukan 
oleh pusat dan hal 
yang serupa 
dilakukan oleh balai 

­ Dihindari adanya 
duplikasi kegiatan 

­ Terdapat kenaikan 
anggaran dr TA 2018 
sekitar 59 persen, 
sementara 
target/volume output 
tetap, sehingga 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
saat BPOM 
menyampaikan ToR 
dan RAB kegiatan 

­ Diperlukan definisi yang 
lebih jelas antara KIE 
yang dilakukan balai dan 
KIE yang dilakukan oleh 
pusat sehingga bisa 
dihindari overlapping 
kewenangan dan 
kegiatan 

­ Diperlukan metode KIE 
yang lebih efektif dan 
efisien dalam 
menyampaikan pesan, 
seperti penggunaan 
media sosial 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

950 Layanan dukungan 
manajemen eselon I 

Usulan penambahan 
anggaran karena adanya 
eselon I yang baru 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Usulan anggaran turun dari 
tahun 2018 karena sebagian 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

besar pengadaan sudah 
dilakukan pada tahun 2018 

dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

mengacu pada catatan tiga 
pihak 

3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM 

001 Kerjasama yang difasilitasi Usulan anggaran turun 
dengan target yang sama 
dengan tahun 2018 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Penguatan fungsi regulatori 
pengawasan obat dan 
makanan di negara selatan - 
selatan 

­ Pada tahun 2018 kegiatan 
utama yang dilakukan 
adalah seminar lembaga 
pengawas obat dan 
makanan negara-negara 
peserta OKI 

­ Usulan tahun 2019 
meningkat karena adanya 
penambahan negara-
negara di Benua Afrika 

Terdapat kenaikan 
anggaran dr TA 2018 
sebesar 50 persen, 
sementara target/volume 
output tetap, sehingga 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan saat 
BPOM menyampaikan 
ToR dan RAB kegiatan 

Output akan menjadi output 
prioritas yang mendukung 
PN 5, sesuai dengan 
identifikasi dalam SBPI 
Tahun 2019 

­ Disepakati sesuai dengan 
catatan serta target dan 
anggaran terlampir 

­ Disepakati menjadi 
output prioritas yang 
mendukung Proyek 
Prioritas: Penguatan 
Kerja Sama 
Pembangunan 
Internasional untuk 
Mendukung Peningkatan 
Perdagangan dan 
Investasi (KSST, reverse 
linkage, kerja sama 
global, dan lain-lain di 
aspasaf) pada PN  

951 Layanan internal (overhead) Adanya usulan peningkatan 
anggaran untuk layanan 
internal 

Kemkeu akan menelaah 
kembali usulan saat 
BPOM menyampaikan 
ToR dan RAB kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

001 Dokumen perencanaan, 
penganggaran, keuangan dan 
monitoring evaluasi yang 
dihasilkan 

Usulan anggaran dengan 
realokasi anggaran antar-
output 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Usulan anggaran dengan 
realokasi anggaran antar-
output 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4112 Pengelolaan SDM BPOM 

001 SDM Badan POM yang 
memiliki Kinerja Berkriteria 
Minimal Baik 

Usulan target dan anggaran 
yang sama dengan tahun 
2018 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

994 Layanan perkantoran Terdapat usulan kenaikan 
layanan perkantoran 

Kemkeu akan melihat 
kembali usulan saat 
BPOM menyampaikan 
ToR dan RAB kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4113 Pengembangan SDM Aparatur Badan POM 

001 SDM Badan POM yang 
memenuhi standar 
Kompetensi 

Output ini terkait dengan 
dukungan pengembangan 
kompetensi (diklat, pelatihan, 
dan tugas belajar) bagi 
pegawai BPOM 

Sepakat Perlu dipikirkan kembali 
untuk menyusun grand 
design pengembangan SDM 
BPOM, termasuk tugas 
belajar dan pelatihan 
terstruktur 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Usulan anggaran sama 
dengan tahun 2018 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

mengacu pada catatan tiga 
pihak 

994 Layanan perkantoran ­ Usulan output baru 
terutama digunakan untuk 
sewa gedung karena belum 
tersedianya kantor 
permanen di Kompleks 
BPOM (Jl. Percetakan 
Negara) 

­ Selain untuk menyewa 
gedung, usulan biaya 
operasional juga akan 
digunakan untuk gaji 
pegawai 

Kemkeu akan menelaah 
kembali usulan saat 
BPOM menyampaikan 
ToR dan RAB kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4114 Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi  Obat dan Makanan 

001 Kebijakan standar data yang 
diimplementasikan 

Usulan target adalah 
kumulatif, pada tahun 2018 
sebanyak 30 kebijakan dan 
target 2019 adalah 50 
kebijakan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Layanan TIK yang 
dikembangkan dan 
dimanfaatkan 

Terdapat tambahan 2 layanan 
yang anggarannya diambilkan 
dari output 003 tahun 2018 

Kemkeu akan menelaah 
kembali setelah BPOM 
menyampaikan ToR dan 
RAB kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

003 Layanan informasi obat dan 
makanan berbasis digital 

­ Usulan untuk merubah 
nomenklatur dari tahun 
2018 menjadi Sistem 

­ Kemkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi kegiatan, 
terutama terkait 

­ Perlu ditinjau kembali 
efektivitas pemanfaatan 
sistem aplikasi 
pengawasan obat dan 

­ Disepakati untuk 
merubah nomenklatur 
menjadi: Layanan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pengawasan Obat dan 
Makanan Berbasis Digital 

­ Pada tahun 2018 terdapat 
2 komponen utama, yaitu 
1) track and trace dan 2) 
Smart BPOM. Sedangkan 
tahun 2019 hanya akan 
ada komponen track and 
trace sehingga usulan 
anggaran turun daripada 
tahun 2018 

­ Kegiatan utama yang akan 
dilakukan adalah 
pemasangan 2D barcode 
pada produk obat dan 
makanan yang nantinya 
akan mengidentifikasi 
berbagai informasi dari 
produk 

aplikasi setelah 
BPOM 
menyampaikan ToR 
dan RAB kegiatan 

­ Saat ini ada 200 
aplikasi sehingga 
perlu dilihat kembali 
kesesuaiannya 

­ Usulan anggaran 
untuk output ini 
memang turun 
dibanding TA 2018 
karena 
target/volume turun 
dari 2 aplikasi 
menjadi 1 aplikasi, 
tapi apabila dilihat 
”indeks” per aplikasi, 
indeks TA 2018 
sebesar Rp 
9,5M/aplikasi, 
sedangkan indeks TA 
2019 sebesar Rp 
16M/aplikasi atau 
naik sekitar 40%, 
sehingga Kemenkeu 
akan menelaah 
kembali efisiensi 
pembiayaan saat 
BPOM 

makanan (termasuk track 
and trace) 

­ Usulan awal dari BPOM 
yang menggunakan istilah 
“sistem pengawasan obat 
dan makanan berbasis 
digital” menjadi kurang 
sesuai karena terlalu luas 
cakupannya, sementara 
kegiatan yang akan 
dilakukan hanya 
mencakup 
pengembangan aplikasi 

­ Output tetap menjadi 
output prioritas seperti 
pada tahun 2018. 

­ Pada tahun 2019 akan 
mendukung PP: 
Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan dan Gizi 
Masyarakat pada PN 1 

­ Sepakat untuk 
mendukung peningkatan 
output dan dilaksanakan 
secara efektif dan efisien 
sesuai dengan prosedur 
yang berlaku 

Informasi Obat dan 
Makanan Berbasis Digital 

­ Disepakati sesuai dengan 
catatan serta target dan 
anggaran terlampir 

­ Disepakati untuk menjadi 
output prioritas yang 
mendukung Proyek 
Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1  
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

menyampaikan ToR 
dan RAB kegiatan 

951 Layanan internal (overhead) Terdapat usulan kenaikan 
anggaran pada tahun 2019 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

994 Layanan perkantoran Terdapat usulan kenaikan 
biaya operasional pada tahun 
2019 

Kemkeu akan menelaah 
kembali efisiensi 
pembiayaan saat BPOM 
menyampaikan ToR dan 
RAB kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 

3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM 

956 Layanan manajemen Barang 
Milik Negara  

­ Merupakan usulan output 
generik baru 

­ Terdapat komponen: 
Satker yang Mengelola 
BMN dengan Baik 
(diusulkan menjadi output 
berhenti) 

Kemkeu akan menelaah 
kembali efisiensi 
anggaran saat BPOM 
menyampaikan ToR dan 
RAB 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

962 Layanan umum Merupakan usulan output 
generik baru 

Kemkeu akan menelaah 
kembali efisiensi 
anggaran saat BPOM 
menyampaikan ToR dan 
RAB 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) ­ Dalam output layanan 
internal, terdapat 
komponen kegiatan: 
Sarana Prasarana 

Kemkeu akan menelaah 
kembali efisiensi 
anggaran saat BPOM 

­ Perlu dipastikan seluruh 
persiapan kegiatan dapat 
diselesaikan sesuai target 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Penunjang Kinerja yang 
Diadakan (diusulkan 
menjadi output berhenti) 

­ Terdapat usulan lanjutan 
pembangunan gedung di 
Jl. Percetakan Negara dan 
komponen awal 
pembangunan gedung di 
Kelapa Dua Wetan yang 
direncanakan 
dilaksanakan secara 
multiyears atau 
pembiayaan KPBU 

menyampaikan ToR dan 
RAB 

(termasuk kesiapan 
status lahan) 

­ Sepakat untuk 
mendukung peningkatan 
output dan dilaksanakan 
secara efektif dan efisien 
sesuai dengan prosedur 
yang berlaku 

04 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan 

4115 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I 

001 Pengawasan Intern pada 
Mitra Inspektorat I 

Pembagian tugas dan 
anggaran disesuaikan dengan 
wilayah kerja 

Perlu dilihat kembali 
standardisasi output 
untuk Inspektorat, 
terutama setelah 
menjadi Eselon I, seperti 
pada K/L yang lain 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Usulan anggaran digunakan 
untuk biaya pramubakti dan 
kebutuhan internal lainnya 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

994 Layanan perkantoran Perubahan SOTK 
menyebabkan peningkatan 
anggaran untuk penambahan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 



16 
 

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SDM, melalui CPNS (10 orang) 
dan nonPNS 

dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

4116 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II 

001 Pengawasan Intern pada 
Mitra Inspektorat II 

Pembagian tugas dan 
anggaran disesuaikan dengan 
wilayah kerja 

Perlu dilihat kembali 
standardisasi output 
untuk Inspektorat, 
terutama setelah 
menjadi Eselon I, seperti 
pada K/L yang lain 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Penurunan anggaran karena 
turunnya pengadaan yang 
ada pada tahun 2018 
 
 
 
 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

06 Program Pengawasan Obat dan Makanan   

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 

002 Perkara di bidang Penyidikan 
Obat dan Makanan  

­ Usulan untuk merubah 
nomenklatur awal yaitu 
Perkara di bidang 
penyidikan obat dan 
makanan menjadi Perkara 
Pidana di Bidang 
Penyidikan Obat dan 
Makanan 

­ Merupakan jumlah 
perkara di seluruh balai 

­ Usulan target dan 
anggaran pada tahun 

− Sepakat untuk tetap 
menggunakan SOTK 
baru tahun 2018 
karena belum terlihat 
kinerjanya 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

­ Perlu dilihat kembali 
pencapaian sesuai SOTK 
baru karena belum 
terlihat kinerjanya 
sehingga seharusnya 
tetap menggunakan 
SOTK baru tahun 2018 

­ Diusulkan menjadi 
output prioritas yang 
mendukung Proyek 
Prioritas : Penegakan 
Hukum Pengawasan 

­ Disepakati dengan target 
dan anggaran terlampir 
dengan mengacu pada 
catatan tiga pihak 
Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : 
Penegakan Hukum 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1  
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2019 dinaikkan daripada 
tahun 2018 

Obat dan Makanan pada 
PN 1 

011 Laporan dukungan teknis 
investigasi awal dan 
penyidikan di bidang obat dan 
makanan yang ditangani  

- Usulan untuk merubah 
nomenklatur awal yaitu 
Laporan dukungan teknis 
investigasi awal dan 
penyidikan di bidang obat 
dan makanan yang 
ditangani menjadi Layanan 
dukungan teknis dan taktis 
di bidang penindakan 
kejahatan obat dan 
makanan 

− Sepakat untuk tetap 
menggunakan SOTK 
baru tahun 2018 
karena belum terlihat 
kinerjanya 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

Perlu dilihat kembali 
pencapaian sesuai SOTK 
baru karena belum terlihat 
kinerjanya sehingga 
seharusnya tetap 
menggunakan SOTK baru 
tahun 2018 
 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

003 Sampel makanan yang 
diperiksa sesuai standar 

- Usulan untuk merubah 
nomenklatur awal yaitu 
Sampel makanan yang 
diuji dengan parameter 
kritis menjadi Sampel 
makanan yang diperiksa 
karena untuk menyatakan 
produk memenui syarat 
atau tidak memenuhi 
syarat perlu parameter 
yang dinyatakan dalam 
standar (tidak hanya 
parameter kritis) 

- Diusulkan untuk digabung 
dengan output 081 
menjadi: Sampel Obat, 
Obat Bahan Alam, 

− Sebaiknya output 
tetap dipisah karena 
sesuai dengan 
kesepakatan 
terdahulu yang 
memisah output 
menjadi 2 bagian 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

− Setuju untuk 
perubahan 
nomenklatur 

­ Sepakat untuk tetap 
memisahkan output 
karena untuk 
memudahkan 
pemantauan dan 
evaluasinya 

­ Diusulkan untuk tetap 
menjadi output prioritas 
yang mendukung PN 1 

­ Direkomendasikan 
perubahan nomenklatur 
menjadi Sampel 
makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar 

­ Disepakati tetap 
memisahkan 2 output 
dengan target dan 
anggaran yang terpisah 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : 
Penguatan Pengawasan 
Obat dan Makanan pada 
PN 1 

­ Disepakati perubahan 
nomenklatur menjadi 
Sampel makanan yang 
diperiksa sesuai standar 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kosmetik, Suplemen 
Kesehatan, dan Makanan 
yang diperiksa 

081 Sampel obat, obat bahan 
alam, kosmetik dan suplemen 
kesehatan yang diperiksa 
sesuai standar 

- Usulan untuk merubah 
nomenklatur awal yaitu 
Sampel obat, obat bahan 
alam, kosmetik dan 
suplemen kesehatan 
menjadi Sampel obat, 
obat bahan alam, 
kosmetik dan suplemen 
kesehatan yang diperiksa 

- Diusulkan untuk digabung 
dengan output 003 
menjadi: Sampel Obat, 
Obat Bahan Alam, 
Kosmetik, Suplemen 
Kesehatan, dan Makanan 
yang diperiksa 

- Diusulkan perubahan 
nomenklatur output 
menjadi Sampel obat, 
obat bahan alam, 
kosmetik dan suplemen 
kesehatan yang diperiksa 
karena untuk menyatakan 
produk memenui syarat 
atau tidak memenuhi 
syarat perlu parameter 
yang dinyatakan dalam 

− Sebaiknya output 
tetap dipisah karena 
sesuai dengan 
kesepakatan 
terdahulu yang 
memisah output 
menjadi 2 bagian 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

− Setuju untuk 
perubahan 
nomenklatur 

­ Sepakat untuk tetap 
memisahkan output 
karena untuk 
memudahkan 
pemantauan dan 
evaluasinya 

­ Diusulkan untuk tetap 
menjadi output prioritas 
yang mendukung PN 1 

­ Direkomendasikan 
perubahan nomenklatur 
menjadi Sampel obat, 
obat bahan alam, 
kosmetik dan suplemen 
kesehatan yang 
diperiksa dan diuji sesuai 
standar 

­ Disepakati untuk tetap 
memisahkan 2 output 
dengan target dan 
anggaran yang terpisah 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : 
Penguatan Pengawasan 
Obat dan Makanan pada 
PN 1 

­ Disepakati perubahan 
nomenklatur menjadi 
Sampel obat, obat bahan 
alam, kosmetik dan 
suplemen kesehatan yang 
diperiksa sesuai standar 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

standar (tidak hanya 
parameter kritis) 

012 Layanan dukungan 
laboratorium 

­ Usulan untuk merubah 
nomenklatur awal yaitu 
Dokumen Dukungan Teknis 
dan Manajemen 
Laboratorium yang 
Dilaksanakan menjadi 
Layanan Dukungan 
Laboratorium 

­ Usulan anggaran tahun 
2019 naik karena naiknya 
dukungan teknis, seperti 
reagen, glassware, dan 
suku cadang alat 

Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait kenaikan 
anggaran dibanding TA 
2018 

Sepakat untuk merubah 
nomenklatur output sebagai 
simplifikasi output serta juga 
terkait dengan dukungan 
teknis laboratorium 

Disepakati untuk merubah 
nomenklatur output menjadi 
Layanan Dukungan 
Laboratorium serta target 
dan anggaran terlampir 

004 Sarana produksi obat dan 
makanan yang diperiksa 

­ Usulan untuk merubah 
nomenklatur awal menjadi 
Sarana Produksi Obat dan 
Makanan yang Diperiksa 
dari sebelumnya “Cakupan 
Pengawasan Sarana 
Produksi Obat dan 
Makanan” karena terkait 
dengan target yang diukur 
(sarana produksi) bukan 
persentase (cakupan) 

­ Usulan anggaran naik 
karena adanya kenaikan 
target sarana yang 
diperiksa 

− Sepakat untuk 
merubah nomenklatur 
output untuk 
mempermudah 
pengukuran 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

Sepakat untuk merubah 
nomenklatur output untuk 
mempermudah 
pemantauan dan evaluasi 
output 

Disepakati untuk merubah 
nomenklatur output menjadi 
Sarana Produksi Obat dan 
Makanan yang Diperiksa 
dengan target dan anggaran 
terlampir 



20 
 

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

005 Sarana distribusi obat, obat 
tradisional, kosmetik, 
suplemen kesehatan dan 
makanan yang diperiksa 

­ Usulan perubahan 
nomenklatur output dari 
sebelumnya: Cakupan 
Pemeriksaan Sarana 
Distribusi Obat 
Tradisional, Kosmetika, 
Suplemen Kesehatan, dan 
Makanan menjadi Sarana 
Distribusi Obat, Obat 
Tradisional, Kosmetik, 
Suplemen Kesehatan dan 
Makanan yang Diperiksa 

­ Usulan untuk 
digabungkan dengan 
output prioritas pada 
tahun 2018, yaitu 
Pengawasan Sarana 
Distribusi Obat dan 
Sarana Pelayanan 
Kefarmasian (Saryanfar) 
yang diusulkan menjadi 
output berhenti 

­ Target dan anggaran juga 
diusulkan akan 
digabungkan 

− Sepakat untuk 
merubah nomenklatur 
output serta 
menggabungkan 2 
output sebagai 
penyederhanaan 
output 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

­ Sepakat untuk merubah 
nomenklatur dan 
menggabungkan 2 
output sepanjang dapat 
dijamin pencapaian 
target yang menjadi 
prioritas sebelumnya 

­ Diusulkan menjadi 
output prioritas yang 
mendukung Proyek 
Prioritas: Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 
sesuai dengan klasifikasi 
output sebelumnya 
(Saryanfar) 

­ Disepakati untuk 
merubah nomenklatur 
output menjadi Sarana 
Distribusi Obat, Obat 
Tradisional, Kosmetik, 
Suplemen Kesehatan dan 
Makanan yang Diperiksa 
serta digabungnya 
output: Sarana Distribusi 
Obat dan Sarana 
Pelayanan Kefarmasian 
(Saryanfar) dalam output 
ini 

­ Disepakati untuk 
menjadikan output ini 
menjadi output prioritas 
pada Proyek Prioritas : 
Penguatan Pengawasan 
Obat dan Makanan pada 
PN 1 

xxx Keputusan hasil pengawasan 
obat dan makanan yang 
ditindaklanjuti 

­ Merupakan usulan output 
baru terkait dengan fungsi 
balai dalam mengeluarkan 
keputusan hasil 
pengawasan obat dan 
makanan 

­ Sepakat untuk 
merubah istilah dari 
“dikeluarkan” menjadi 
“ditindaklanjuti” 

­ Untuk output baru, 
Kemenkeu akan 

Sepakat karena terkait 
dengan penguatan fungsi 
balai dalam koordinasi lintas 
sektor di daerah sehingga 
usulan nomenklatur dirubah 

Disepakati untuk 
menambahkan output baru 
dengan nomenklatur: 
Keputusan hasil pengawasan 
obat dan makanan yang 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

­ Usulan awal adalah 
Keputusan Hasil 
Pengawasan Obat dan 
Makanan yang 
Dikeluarkan 

menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan 

dari “dikeluarkan” menjadi 
“ditindaklanjuti” 

ditindaklanjuti dengan target 
dan anggaran terlampir 

085 Sekolah yang diintervensi 
keamanan Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) 

Merupakan output prioritas 
pada tahun 2018 
Terdapat usulan peningkatan 
target dan anggaran pada 
tahun 2019 

Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait kenaikan 
anggaran dibanding TA 
2018 

Sepakat dan diusulkan untuk 
menjadi output prioritas 
yang mendukung PN 4 
terkait dengan Peningkatan 
Konsumsi Pangan Sehat 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : 
Peningkatan Konsumsi 
Pangan Sehat pada PN 4 
dengan target dan anggaran 
terlampir  

xxx Keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan 

­ Merupakan usulan output 
baru dari balai 

­ Usulan awal adalah 
Pemberian 
Rekomendasi/Layanan 
Sertifikasi yang 
Diselesaikan 

− Nomenklatur output 
sebaiknya disesuaikan 
dengan target 
sehingga dirubah 
menjadi “keputusan 
penilaian sertifikasi 
yang diselesaikan” 

− Untuk output baru, 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan 

Sepakat untuk merubah 
usulan menjadi “keputusan” 
agar mempermudah 
pemantauan dan evaluasi 
balai 

Disepakati untuk 
menambahkan output baru 
“Keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan” 
dengan target dan anggaran 
terlampir 

xxx KIE Obat dan Makanan aman ­ Merupakan usulan 
kegiatan yang langsung 
diberikan kepada 
masyarakat 

− Diperlukan kejelasan 
mengenai perbedaan 
kegiatan KIE yang 
dilakukan pusat dan 

­ Perlu diperjelas 
perbedaan kegiatan KIE 
yang dilakukan oleh 
pusat dan balai 

­ Disepakati untuk 
menambahkan output 
baru “KIE Obat dan 
Makanan aman” pada 
kegiatan balai dengan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

­ Sebelumnya masuk dalam 
output Layanan Publik 
BB/BPOM yang diusulkan 
menjadi output berhenti 

­ Nomenklatur output ini 
berbeda definisi 
operasional dengan 
output berhenti pada Biro 
Humas dan DSP yang 
terkait dengan fungsi 
steering KIE pusat kepada 
balai, walaupun dengan 
nomenklatur yang sama 

­ Usulan output prioritas 
pada PN 1 

balai agar terjadi 
efisiensi anggaran 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

besar/balai POM di 
provinsi 

­ Diperlukan metode KIE 
yang lebih efektif dan 
efisien seperti 
efektivitas media sosial, 
daripada metode KIE 
yang konvensional yang 
cenderung kurang 
efektif dan 
membutuhkan biaya 
yang besar 

target dan anggaran 
terlampir 

­ Disepakati menjadi 
output prioritas yang 
mendukung Proyek 
Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 

xxx Desa Pangan Aman Merupakan output yang 
dipindahkan dari kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pelaku Usaha 
Diusulkan untuk menjadi 
output prioritas pada PN 1 

Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait kenaikan 
anggaran dibanding TA 
2018 
 

Sepakat, namun masih 
diperlukan fungsi kontrol 
dari pusat 

­ Disepakati menjadi output 
baru pada kegiatan di 
balai dengan target dan 
anggaran terlampir 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas pada Proyek 
Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan di PN 1 

xxx Pasar yang diintervensi 
menjadi pasar aman dari 
bahan berbahaya 

Merupakan output yang 
dipindahkan dari kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pelaku Usaha 
Diusulkan untuk menjadi 
output prioritas pada PN 1 

Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait kenaikan 
anggaran dibanding TA 
2018 

Sepakat, namun masih 
diperlukan fungsi kontrol 
dari pusat 

­ Disepakati menjadi output 
baru pada kegiatan di 
balai dengan target dan 
anggaran terlampir 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas pada Proyek 
Prioritas : Penguatan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pengawasan Obat dan 
Makanan di PN 1 

009 Layanan internal (overhead) ­ Diusulkan untuk 
menampung 2 output 
berhenti, yaitu 1) sarana 
prasarana sesuai standar 
dan 2) bangunan gedung 

­ Usulan anggaran 
termasuk pembangunan 
Balai POM di Banjarmasin 
dan Mamuju 

­ Sepakat karena 
klasifikasi output yang 
disatukan sesuai 
dengan ketentuan 
output generik dalam 
PMK, terutama terkait 
dengan gedung 
administrasi 
perkantoran yang 
menyatu dengan 
laboratorium 

­ Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait 
kenaikan anggaran 
dibanding TA 2018 

Sepakat sebagai 
penyederhanaan output 

Disepakati untuk 
memasukkan 2 output 
berhenti, yaitu 1) sarana 
prasarana sesuai standar dan 
2) bangunan gedung sebagai 
bagian dari output generik 
layanan internal (overhead) 
di balai 

082 Penyediaan alat laboratorium ­ Usulan anggaran turun 
karena pengadaan 
peralatan tahun 2018 

Sepakat ­ Diusulkan masih menjadi 
output prioritas seperti 
tahun 2018 

­ Sepakat untuk 
mendukung peningkatan 
output dan dilaksanakan 
secara efektif dan efisien 
sesuai dengan prosedur 
yang berlaku 

­ Disepakati dengan target 
dan anggaran terlampir 
dengan mengacu pada 
catatan tiga pihak  

­ Disepakati menjadi 
output prioritas yang 
mendukung Proyek 
Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

010 Dokumen perencanaan, 
penganggaran, evaluasi dan 
laporan keuangan yang 
dilaporkan tepat waktu 

Sepakat Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan terkait kenaikan 
anggaran dibanding TA 
2018 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

­ Disepakati dengan target 
dan anggaran terlampir 
dengan mengacu pada 
catatan tiga pihak 

083 Penguatan kelembagaan 
pengawasan obat dan 
makanan di Kabupaten/Kota  

Pada tahun 2018 diperkirakan 
akan ada 20 kabupaten/kota 
yang akan diperkuat secara 
kelembagaan 

− Perlu diperhatikan 
kembali realisasi 
kegiatan pada tahun 
2018 

− Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan 

­ Perlu dipastikan 
penyelesaian dasar 
hokum penguatan 
kelembagaan 
pengawasan obat dan 
makanan di kab/kota 

­ Perlu diperhatikan 
kemajuan kegiatan pada 
tahun 2018 yang masih 
terkendala masalah 
administrasi di 
Kementerian PANRB dan 
Kemendagri 

­ Perlu koordinasi yang 
lebih intensif dengan 
Kementerian PANRB dan 
Kemendagri untuk 
menjamin kelancaran 
kegiatan serta 
pelaksanaan administrasi 
yang jelas, akuntabel, 
transparan, dan efisien 

­ Diusulkan untuk menjadi 
output prioritas yang 

­ Disepakati dengan target 
dan anggaran terlampir 
dengan mengacu pada 
catatan tiga pihak  

­ Disepakati menjadi 
output prioritas pada 
Proyek Prioritas : 
Penguatan Pengawasan 
Obat dan Makanan.  
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

mendukung Proyek 
Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan 

­ Sepakat untuk 
mendukung peningkatan 
output dan dilaksanakan 
secara efektif dan efisien 
sesuai dengan prosedur 
yang berlaku 

994 Layanan perkantoran Terdapat usulan kenaikan 
anggaran operasional 

Kemkeu akan menelaah 
kembali efisiensi 
pembiayaan melalui ToR 
dan RAB kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

001 Keputusan hasil pengawasan 
sarana distribusi obat dan 
sarana pelayanan 
kefarmasian yang 
diselesaikan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Permohonan penilaian sarana 
distribusi 
obat  yang diselesaikan tepat 
waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Penurunan anggaran pada 
tahun 2019 karena terdapat 
pengadaan kendaraan pada 
tahun 2018 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 

001 Keputusan hasil pengawasan 
keamanan, mutu, dan ekspor 
impor obat, Narkotika, 
Psikotropika, Prekursor dan 
zat adiktif yang diselesaikan 
tepat waktu 

Dalam output ini sudah 
termasuk komponen kegiatan 
yang terkait dengan 
farmakovigilans (awalnya 
Sentra farmakovigilans 
BB/BPOM diusulkan sebagai 
rincian proyek 
prioritas/output baru) 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Permohonan ekspor impor 
obat, Narkotika, Psikotropika, 
dan Prekursor yang 
diselesaikan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

003 Label dan iklan produk 
tembakau yang diawasi yang 
memenuhi ketentuan 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

001 Sarana produksi  yang 
diinspeksi dalam rangka 
pendalaman mutu hasil 

Terdapat usulan pengurangan 
kegiatan yang disesuaikan 

Sepakat Kegiatan strategis dan 
berdampak besar dalam 
pengawasan obat dan 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas: Penguatan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

pengawasan dan kasus 
khusus obat (termasuk obat 
JKN), narkotika, psikotropika, 
dan prekursor 

dengan ketersediaan 
anggaran 

makanan, sehingga 
diusulkan menjadi output 
prioritas pada PN 1 

Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 dengan 
target dan anggaran 
terlampir 

002 Permohonan penilaian sarana 
produksi yang diselesaikan 
tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4127 Registrasi Obat 

001 Keputusan registrasi obat 
yang diterbitkan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Kegiatan strategis dan 
berdampak besar dalam 
pengawasan obat dan 
makanan, sehingga 
diusulkan menjadi output 
prioritas pada PN 1 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 dengan 
target dan anggaran 
terlampir 

002 Keputusan evaluasi 
pengembangan obat yang 
diterbitkan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 

001 Dokumen standar obat, 
narkotika, psikotropika, 
prekursor, dan zat adiktif 
yang disusun 

Penurunan anggaran karena 
penyelenggaraan seminar 
dengan negara-negara OKI 
pada tahun 2018 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 

001 Keputusan hasil pengawasan  
obat tradisional dan 
suplemen kesehatan  yang 
diselesaikan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

006 Permohonan penilaian sarana 
dan produk obat tradisional 
dan suplemen kesehatan 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

Adanya usulan penambahan 
anggaran tahun 2019 yang 
dialihkan dari layanan 
internal (overhead) 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Terdapat usulan pengurangan 
anggaran untuk dialihkan ke 
output 006 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4121 Pengawasan Kosmetik 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

001 Keputusan hasil pengawasan 
Kosmetika  yang diselesaikan 
tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Permohonan penilaian sarana 
dan produk kosmetika yang 
diselesaikan tepat waktu 

Usulan anggaran meningkat 
karena adanya perpindahan 
sebagian kegiatan dari 
layanan internal 
(honorarium) 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Penurunan anggaran karena 
realokasi anggaran ke output 
002 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  

001 Keputusan registrasi obat 
tradisional,  yang diselesaikan 
tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Keputusan registrasi 
suplemen kesehatan yang 
diselesaikan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

003 Keputusan registrasi  
Kosmetik yang diselesaikan 
tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

004 Dokumen informasi produk 
yang diselesaikan 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 

001 Standar obat tradisional, 
suplemen kesehatan, dan 
kosmetik yang disusun 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

004 Permohonan pengkajian 
keamanan, mutu, dan 
manfaat obat tradisional, 
suplemen kesehatan dan 
kosmetik  yang diselesaikan 
tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

3167 Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

001 Keputusan hasil pengawasan 
pangan risiko tinggi dan 
teknologi baru yang 
diselesaikan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

004 Industri pangan olahan  yang 
menerapkan program 
manajemen risiko 

­ Penambahan anggaran 
karena adanya 
penambahan target 

­ Target merupakan target 
kumulatif 

­ Usulan output prioritas 
untuk Proyek Prioritas : 
Penguatan Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati menjadi output 
prioritas untuk mendukung 
Proyek Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

3171 Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang 

001 Pengawasan produk pangan 
fortifikasi 

­ Usulan anggaran turun 
namun dengan target yang 
dinaikkan 

­ Usulan untuk mendukung 
PN 1 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : Pemberian 
Suplementasi Gizi pada PN 1 

002 Keputusan hasil pengawasan 
pangan risiko rendah dan 
sedang yang diselesaikan 
tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 



32 
 

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4126 Registrasi Pangan Olahan 

001 Keputusan registrasi pangan 
olahan yang diselesaikan 
tepat waktu  

Sepakat Sepakat Kegiatan yang strategis 
dalam mendukung 
penguatan pengawasan 
pangan sehingga diusulkan 
menjadi output prioritas 
pada PN 1 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 dengan 
target dan anggaran 
terlampir 

951 Layanan internal (overhead)  Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4130 Standardisasi Pangan Olahan 

001 Standar pangan olahan yang 
disusun 

­ Usulan alokasi anggaran 
pada tahun 2019 turun 
sehingga target 
disesuaikan 

­ Target adalah target 
tahunan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Permohonan pengkajian 
keamanan, mutu, gizi dan 
manfaat pangan olahan yang 
diselesaikan tepat waktu 

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

951 Layanan internal (overhead)  Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 

004 Kader keamanan pangan 
yang dilatih  

­ Usulan perubahan 
nomenklatur menjadi 
Kader Keamanan Pangan 
yang Dilatih dari 
sebelumnya: Individu yang 
mendapat sosialisasi 
keamanan pangan 

­ Usulan anggaran naik 
karena perpindahan 
komponen Gema Sapa 

­ Target berubah menjadi 
kader (sebelumnya: 
individu) 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati perubahan 
nomenklatur output menjadi: 
Kader Keamanan Pangan 
yang Dilatih dengan target 
dan anggaran terlampir 

007 Pembinaan implementasi 
Keamanan Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) di 
provinsi 

Sepakat Sepakat ­ Kegiatan adalah kegiatan 
yang strategis dalam 
upaya peningkatan 
keamanan pangan 
sehingga diusulkan 
menjadi output prioritas 
pada Proyek Prioritas : 
Peningkatan Konsumsi 
Pangan Sehat di PN 4 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : 
Peningkatan Konsumsi 
Pangan Sehat di PN 4 dengan 
target dan anggaran 
terlampir 



34 
 

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

­ Pada RKP 2018 
merupakan output 
prioritas nasional 

008 UMKM pangan yang 
diintervensi untuk memahami 
keamanan pangan 

Diusulkan menjadi output 
prioritas pada PN 3 yang 
terkait dengan Revitalisasi 
Sentra Industri Kecil dan 
Menengah (IKM) Pangan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati untuk menjadi 
output prioritas pada Proyek 
Prioritas : Revitalisasi Sentra 
Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) Pangan di PN 3 dengan 
target dan anggaran 
terlampir 

011 Kabupaten/Kota yang 
diintervensi untuk 
menerapkan peraturan 
Kepala Badan POM tentang 
SPPIRT 

Target merupakan target 
tahunan 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead)  Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4134 Penyidikan  Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan  

001 SPDP/perkara yang diungkap ­ Merupakan tahapan akhir 
dari penyidikan tindak 
pidana obat dan makanan 

­ Usulan awal adalah 
menjadikan salah satu 
komponen kegiatan 
terkait dengan Aksi 
Nasional Penyalahgunaan 
Obat dan Obat Ilegal 

Diperlukan penelaahan 
ToR dan RAB untuk 
menjamin efisiensi biaya 

Dalam rangka mendukung 
Proyek Prioritas  Penegakan 
Hukum Pengawasan Obat 
dan Makanan, kegiatan ini 
dinilai strategis dan 
berdampak besar sehingga 
diusulkan menjadi output 
prioritas pada PN 1 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : Penegakan 
Hukum Pengawasan Obat 
dan Makanan di PN 1 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

menjadi output prioritas 
nasional 

951 Layanan internal (overhead)  Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 

xxx Data dan informasi 
perkembangan tindak pidana 
obat dan makanan 

Usulan awal nomenklatur 
output baru adalah Data atau 
Informasi Perkembangan 
Obat dan Makanan yang 
merupakan pengembangan 
dari usulan output berhenti 
(Pencegahan Tindak Pidana di 
Bidang Pengawasan Obat dan 
Makanan) 

− Diusulkan untuk 
merubah usulan 
nomenklatur output 
baru menjadi Data 
dan Informasi 
Perkembangan Tindak 
Pidana Obat dan 
Makanan 

− Untuk output baru,  
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan, apakah 
untuk menghasilkan 6 
dokumen diperlukan 
anggaran sebesar Rp 
6,8 M 

Kegiatan dinilai strategis 
dalam memetakan potensi 
tindak pidana obat dan 
makanan sehingga dapat 
dijadikan output prioritas 
dalam Proyek Prioritas : 
Penegakan Hukum 
Pengawasan Obat dan 
Makanan 

­ Disepakati untuk merubah 
nomenklatur usulan 
output baru menjadi Data 
dan Informasi 
Perkembangan Tindak 
Pidana Obat dan Makanan 
dengan anggaran dan 
target terlampir 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas dalam 
mendukung Proyek 
Prioritas : Penegakan 
Hukum Pengawasan Obat 
dan Makanan 

xxx Pengamanan penegakan 
hukum obat dan makanan 

Usulan awal output baru 
adalah Pengamanan Operasi 
Intelijen dan Penindakan 
Obat dan Makanan sebagai 

­ Perlu dilihat kembali 
mengenai justifikasi 
istilah “intelijen” 
dalam nomenklatur 

­ Sepakat untuk merubah 
usulan nomenklatur 
menjadi Pengamanan 

­ Disepakati untuk merubah 
nomenklatur output baru 
menjadi Pengamanan 
Penegakan Hukum Obat 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

fungsi back-up dari Direktorat 
Intelijen Obat dan Makanan 
dan Direktorat Penyidikan 
Obat dan Makanan 

output karena terkait 
dengan tupoksi 
kegiatan lain (Dit. 
Intelijen Obat dan 
Makanan) 

­ Diusulkan untuk 
merubah usulan 
nomenklatur output 
baru menjadi 
Pengamanan 
Penegakan Hukum 
Obat dan Makanan 

­ Untuk output baru, 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan 

Penegakan Hukum Obat 
dan Makanan 

­ Diusulkan sebagai output 
prioritas pada Proyek 
Prioritas : Penegakan 
Hukum Pengawasan 
Obat dan Makanan 

dan Makanan dengan 
target dan anggaran 
terlampir 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : 
Penegakan Hukum 
Pengawasan Obat dan 
Makanan 

951 Layanan internal (overhead)  Adanya usulan kenaikan 
anggaran karena adanya 
perekrutan SDM baru dan 
pengadaan alat pengolah 
data 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4118 Intelijen Obat dan Makanan 

Xxx Dokumen analisa intelijen 
obat dan makanan 

Mencakup kegiatan operasi 
intelijen dan 
mengembangkan jejaring 
intelijen 

Untuk output baru, 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

xxx Pemetaan jaringan produksi 
dan distribusi obat dan 
makanan ilegal dalam rangka 
melakukan deteksi dini 
peredaran obat dan makanan 
ilegal 

Merupakan kegiatan dalam 
mengembangkan jejaring 
lintas sektor dalam mencegah 
peredaran obat dan makanan 
ilegal 

Untuk output baru, 
Kemenkeu akan 
menelaah kembali 
efisiensi pembiayaan 
melalui ToR dan RAB 
kegiatan 

Kegiatan sangat strategis 
dalam penegakan hukum 
pengawasan obat dan 
makanan sehingga diusulkan 
menjadi output prioritas 
pada PN 1 

Disepakati menjadi output 
prioritas yang mendukung 
Proyek Prioritas : Penegakan 
Hukum Pengawasan Obat 
dan Makanan dengan target 
dan anggaran terlampir 

951 Layanan internal (overhead)  Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

4133 Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  

001 Laboratorium BB/BPOM 
memenuhi standar Good 
Laboratory Practices (GLP) 
yang ditetapkan 

Usulan anggaran turun 
karena sebagian dialihkan ke 
output 002 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

002 Metode analisis pengujian 
obat, OT, suplemen 
kesehatan, kosmetik, pangan, 
dan produk biologi yang 
dikembangkan 

Usulan anggaran turun 
karena berkurangnya 
pengadaan peralatan yang 
telah dilakukan pada tahun 
2018 

Sepakat Kegiatan dinilai strategis 
dalam mengembangkan 
metode baru analisis 
pengujian obat dan 
makanan 
Diusulkan menjadi output 
prioritas dalam PN 1 

Disepakati menjadi output 
prioritas untuk mendukung 
Proyek Prioritas : Penguatan 
Pengawasan Obat dan 
Makanan dalam PN 1 

003 Baku pembanding yang 
dikembangkan  

Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

004 Alat laboratorium BPOM yang 
dikalibrasi dan dipelihara 
sesuai standar 

Alokasi anggaran pada tahun 
2019 turun drastis karena 
tidak adanya pengadaan alat 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

005 Sampel  produk biologi yang 
diuji tepat waktu 

Alokasi anggaran pada tahun 
2019 turun drastis karena 
tidak adanya pengadaan alat 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

006 Sampel kasus obat dan 
makanan yang diselesaikan 
tepat waktu 

Alokasi anggaran turun 
drastis karena tidak adanya 
pengadaan alat utama pada 
tahun 2019 

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

951 Layanan internal (overhead) Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

994 Layanan perkantoran Sepakat Diperlukan penelaahan 
ToR dan RAB dalam 
menjamin efisiensi 
anggaran 

Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

3182 Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan  

001 Riset dan kajian yang 
dimanfaatkan 

­ Usulan anggaran naik 
karena asumsi adanya 
inflasi 

Sepakat Output dinilai strategis 
dalam mengukur capaian 
program dan kegiatan 
pengawasan obat dan 

­ Disepakati menjadi output 
prioritas dalam 
mendukung Proyek 
Prioritas : Penguatan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

­ Kegiatan mencakup 
dihasilkannya riset untuk 
rekomendasi kebijakan 
pengawasan obat dan 
makanan (internal) yang 
berbasis data survei dari 
sebelumnya berbasis 
laboratorium (sesuai 
SOTK lama) 

makanan sehingga diusulkan 
menjadi output prioritas 
dalam PN 1 

Pengawasan Obat dan 
Makanan pada PN 1 

­ Disepakati dengan target 
dan anggaran terlampir 
dengan mengacu pada 
catatan tiga pihak 

951 Layanan internal (overhead)  Usulan anggaran tahun 2019 
menurun karena pengadaan 
kendaraan, serta peralatan 
survei dan pengolah data 
yang dilaksanakan tahun 
2018  

Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 

994 Layanan perkantoran Sepakat Sepakat Sepakat untuk mendukung 
peningkatan output dan 
dilaksanakan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan 
prosedur yang berlaku 

Disepakati dengan target dan 
anggaran terlampir dengan 
mengacu pada catatan tiga 
pihak 
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HASIL KESEPAKATAN TM I TAHUN 2019
BERDASARKAN KEGIATAN PER PROGRAM

K/L: BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Satuan Target  Pagu (Rp ribu) Lokasi Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional

01 Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

BPOM

17.500.000

3158 Peningkatan Penyelenggaraan 

Hubungan dan Kerja Sama Badan 

POM

1.500.000

002 Penguatan fungsi regulatori 

pengawasan obat dan makanan di 

negara selatan - selatan

kawasan                     3 1.500.000 Penguatan kerja sama 

pembangunan internasional untuk 

mendukung peningkatan 

perdagangan dan investasi 

(KSST, reverse linkage, kerja 

sama global, dan lain-lain di 

aspasaf)

Penguatan Diplomasi 

Ekonomi dan 

Kerjasama 

Pembangunan 

Internasional

Efektivitas Diplomasi Stabilitas Keamanan Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu

4114 Pengelolaan Teknologi Informasi 

Komunikasi, Data dan Informasi  

Obat dan Makanan

16.000.000

003 Layanan informasi obat dan makanan 

berbasis digital

aplikasi                1 16.000.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

06 Program Pengawasan Obat dan 

Makanan

631.778.521

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di 

Seluruh Indonesia

537.600.245

002 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan 

Makanan

perkara            371 32.702.325 Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

011 Laporan dukungan teknis investigasi 

awal dan penyidikan di bidang obat dan 

makanan yang ditangani

sampel       24.952 18.522.205 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

003 Sampel makanan yang diperiksa sesuai 

standar

sampel       59.442 32.430.451 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

081 Sampel obat, obat bahan alam, 

kosmetik dan suplemen kesehatan yang 

diperiksa sesuai standar

sarana       36.082 56.738.915 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

RENCANA TAHUN 2019
Kode Program/Kegiatan/Proyek Prioritas



Satuan Target  Pagu (Rp ribu) Lokasi Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional

RENCANA TAHUN 2019
Kode Program/Kegiatan/Proyek Prioritas

085 Sekolah yang diintervensi keamanan 

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

sekolah         7.000 23.908.500 Peningkatan Konsumsi Pangan 

Sehat

Peningkatan Kualitas 

Konsumsi Pangan

Peningkatan 

Produksi, Akses, dan 

Kualitas Konsumsi 

Pangan

Pemantapan Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumberdaya Air

xxx KIE Obat dan Makanan aman KIE         1.190 75.000.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

xxx Desa Pangan Aman desa         2.300 28.217.658 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

xxx Pasar yang diintervensi menjadi pasar 

aman dari bahan berbahaya

pasar            204 9.880.191 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

082 Penyediaan alat laboratorium unit            468 185.000.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

083 Penguatan kelembagaan pengawasan 

obat dan makanan di Kabupaten/Kota 

kabupaten 

/kota

             20 75.200.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4125 Pengawasan Produksi Obat, 

Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor

1.242.952

001 Sarana produksi  yang diinspeksi dalam 

rangka pendalaman mutu hasil 

pengawasan dan kasus khusus obat 

(termasuk obat JKN), narkotika, 

psikotropika, dan prekursor

sarana              78 1.242.952 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4127 Registrasi Obat 7.180.000

001 Keputusan registrasi obat yang 

diterbitkan tepat waktu

keputusan         5.500 7.180.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

3167 Pengawasan Pangan Risiko Tinggi 

dan Teknologi Baru

2.300.000

004 Industri pangan olahan yang 

menerapkan program manajemen risiko

industri              56 2.300.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

3171 Pengawasan Pangan Risiko Rendah 

dan Sedang

1.450.000



Satuan Target  Pagu (Rp ribu) Lokasi Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional

RENCANA TAHUN 2019
Kode Program/Kegiatan/Proyek Prioritas

001 Pengawasan produk pangan fortifikasi produk 

pangan 

fortifikasi

        2.460 1.450.000 Pemberian suplementasi gizi Percepatan 

Penurunan Stunting

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4126 Registrasi Pangan Olahan 8.979.000

001 Keputusan registrasi pangan olahan 

yang diselesaikan tepat waktu 

keputusan  37500 8.979.000 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4132 Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pelaku Usaha

10.370.000

002 Pembinaan implementasi Keamanan 

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

di Provinsi

provinsi              14 3.500.000 Peningkatan Konsumsi Pangan 

Sehat

Peningkatan Kualitas 

Konsumsi Pangan

Peningkatan 

Produksi, Akses, dan 

Kualitas Konsumsi 

Pangan

Pemantapan Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumberdaya Air

003 UMKM pangan yang diintervensi untuk 

memahami keamanan pangan

UMKM       25.000 6.870.000 Revitalisasi sentra industri kecil 

dan menengah (IKM) pangan

Pengembangan 

industri pengolahan 

hasil pertanian, 

perikanan, & 

kehutanan

Peningkatan Ekspor 

Dan Nilai Tambah 

Produk Pertanian

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 

Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa 

Produktif 

4134 Penyidikan  Tindak Pidana di Bidang 

Obat dan Makanan 

10.148.409

001 SPDP/perkara yang diungkap perkara              10 10.148.409 Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan 

Makanan

8.400.000

xxx Data dan informasi perkembangan 

tindak pidana obat dan makanan

dokumen                5 6.800.000 Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasarxxx Pengamanan penegakan hukum obat 

dan makanan

dokumen              20 1.600.000 Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4118 Intelijen Obat dan Makanan 3.500.000

xxx Pemetaan jaringan produksi dan 

distribusi obat dan makanan ilegal 

dalam rangka melakukan deteksi dini 

peredaran obat dan makanan ilegal

berkas                1 3.500.000 Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

4133 Pengembangan Pengujian Obat dan 

Makanan 

22.563.965



Satuan Target  Pagu (Rp ribu) Lokasi Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional

RENCANA TAHUN 2019
Kode Program/Kegiatan/Proyek Prioritas

002 Metode analisis pengujian obat, OT, 

suplemen kesehatan, kosmetik, 

pangan, dan produk biologi yang 

dikembangkan

metode 

analisa

           200 22.563.965 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

3182 Riset dan Kajian di Bidang Obat dan 

Makanan 

18.043.950

001 Riset dan kajian yang dimanfaatkan laporan                7 18.043.950 Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan dan Gizi 

Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

JUMLAH 649.278.520,8



2019
2019 

(usulan)
TAMBAHAN 2019 2019 (usulan) TAMBAHAN 

78.025,735             

4.206,735                

4.206,735                
1 Usulan penambahan anggaran tahun 2019 ini yaitu dalam rangka menindaklanjuti dan 

memperkuat hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini. Apabila tidak ada 
penambahan anggaran, maka output ini tidak akan maksimal, dengan justifikasi :

1)   Menindaklanjuti arahan Presiden terkait penyusunan pagu indikatif 2019, dimana agar 
meningkatkan investasi SDM, terutama dalam menyiapkan menghadapi revolusi industri dan 
disrupsi teknologi.

2)   Menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara,  Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan 
MenPANRB No.38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, serta untuk 
meningkatkan upaya capaian reformasi birokrasi dalam area perubahan "Manajemen SDM 
Aparatur".

3)   Memperkuat fungsi PPSDM POM sebagai lembaga Diklat dan BPOM sebagai instansi 
pembina Jabatan Fungsional PFM, yaitu:
     a)   Melaksanakan penilaian / asesmen dan pemetaan kompetensi, baik kompetensi 
manajerial, teknis fungsional, dan sosial kultural.
     b)   Melaksanaan pengembangan / peningkatan kompetensi manajerial, teknis fungsional, 
dan sosial kultural melalui pendidikan lanjutan, diklat, coaching, mentoring, dan counselling 
bagi pegawai ASN BPOM, yang meliputi Pejabat Struktural maupun Fungsional, terutama 
Jabatan Fungsional PFM. 
     c)   Fungsi lainnya yang perlu didukung yaitu dalam penyusunan standar, modul / 
kurikulum, dan bahan ajar, serta upaya perolehan akreditasi dalam pelaksanaan penilaian / 
asesmen, pemetaan, serta pelaksanaan pengembangan / peningkatan kompetensi.

                      5.066,0 

1.533,0                    

2 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat I

Integrasi Data 
Monitoring 

Tindaklanjut 
Eksternal dan 

internal
2 (dua) data 
Pengawasan

Integrasi 5 
(lima) data 

Pengawasan 
Intern

Integrasi 3 (tiga) 
Data 

Pengawasan 
Intern

- 200,0                    200,0                         Pengembangan Sistem Kendali Pimpinan Untuk Kinerja dan Integritas Aparatur (SKP-KIA)

3 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat I

- 1 Aplikasi 1 Ap 300,0                    300,0                         Pengembangan E-Survei Kepuasan Masyarakat :
- Pengadaan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang digabungkan dengan pelayanan
publik Pusat yang berbasis elektronik di Unit Pusat Badan POM
- Sosialisasi kepada unit pelayanan publik Badan POM

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BPOM 2019

No Output

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)
KETERANGAN/JUSTIFIKASI (Narasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang belum 

terdanai )

TOTAL USULAN TAMBAHAN BPOM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
SDM Badan POM yang 
memenuhi Standar 
Kompetensi.

2.893 orang. 2.893 orang. -              24.118,0            28.324,735                   4.206,735 

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan

Inspektorat 1



2019
2019 

(usulan)
TAMBAHAN 2019 2019 (usulan) TAMBAHAN 

No Output

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)
KETERANGAN/JUSTIFIKASI (Narasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang belum 

terdanai )

4 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat I

5 BB/BPOM
9 satker Pusat

34 
BB/BPOM
9 satker 

pusat

24 BB/BPOM 267,0                  1.000,0                 733,0                         TUJUAN Pertemuan Monitoring Kepatuhan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dilaksanakan dengan tujuan untuk: 
(a) Mengevaluasi progress tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh
satuan kerja/unit pelaksana. 
(b) Koordinasi dengan BPK terutama untuk rekomendasi yang sulit atau membutuhkan
waktu dalam penyelesaian tindak lanjutnya. 
(c) Penyelesaian temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti. 
(d) Evaluasi alternatif-alternatif penyelesaian hasil pemeriksaan. SASARAN Pertemuan 
Monitoring Kepatuhan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan RI dilaksanakan dengan 

sasaran untuk: 
(a) Meningkatkan keterlibatan Manajemen dalam penyelesaian tindak lanjut rhasil
peemriksaan BPK RI 
(b) Meningkatkan persentase rekomendasi BPK RI yang telah sesuai saran. 
(c) Mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan badan POM.

5 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat I

1 Aplikasi
1 Sosialisasi

1 Aplikasi
1 Sosialisasi

300,0                    300,0                          Pengadaan aplikasi saber pungli berbasis mobile application
- Sosialisasi Ke BBPOM/BPOM dan Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM

3.533,0                    

6 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat II

- 30 orang 
peserta 
diklat

30 orang peserta 
diklat

- 300,0                    300,0                         

7 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat II

- 1 Modul E 
Audit

1 diklat E 
Audit

2 (dua) 
pelaksanaan 

E Audit

1 Modul E Audit
1 diklat E Audit

2 (dua) 
pelaksanaan E 

Audit

1.500,0                 1.500,0                      Dengan pembangunan sistem e-audit, proses pengumpulan bukti serta evaluasi dokumen
buktinya dilakukan secara elektronik. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak
lagi berupa hardcopy , melainkan berbentuk file data komputer/softcopy . Penerapan e-audit
diharapkan dapat mewujudkan proses audit dengan prinsip do more with less yang 
memberikan rekomendasi perbaikan. 
Pada jangka pendek, e-audit ditujukan untuk memudahkan APIP dalam menerapkan
manajemen audit secara efektif dan efisien. Sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang
digunakan dalam e-audit akan memudahkan manajemen untuk mengelola data dan informasi
yang dibutuhkan dalam perencanaan audit, termasuk dalam proses penetapan prioritas
obyek audit berdasarkan risiko yang dimiliki oleh unit kerja.

Pada jangka panjang, e-audit diarahkan untuk terintegrasi dengan semua proses bisnis unit
kerja yang menjadi obyek pengawasan intern dan telah menerapkan teknologi informasi
dalam melaksanakan proses bisnisnya.

8 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat II

- 34 
BB/BPOM
9 satker 

pusat

34 BB/BPOM
9 satker pusat

- 300,0                    300,0                         Manajemen Puncak dan Seluruh Unit Kerja Badan POM mampu melaksanakan identifikasi
dan pemantauan risiko sehingga setiap risiko-risiko yang muncul dalam pelaksanaan
program dan anggaran mampu diantisipasi dan meminimalkan dampak resiko yang timbul. 

Inspektorat 2



2019
2019 

(usulan)
TAMBAHAN 2019 2019 (usulan) TAMBAHAN 

No Output

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)
KETERANGAN/JUSTIFIKASI (Narasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang belum 

terdanai )

9 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat II

Sertifikasi 
ISO 37001

Sertifikasi ISO 
37001

700,0                    700,0                         Proses pembangunan Fraud Control Plan melalui 5 tahapan, yaitu : 
(1) Sosialisasi : Peningkatan Awareness (executive, ASN, Auditor, Tim FCP Unit Kerja) 
(2) Diagnosis: Assessmenet : Korupsi sebagai fenomena gunung es, sehingga perlu
mendeteksi potensi-potensi risiko Korupsi di badan POM 
(3) Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian: : Penyusunan Root Cost Analysis; Cost Benefir
Analysis; Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Mitigasi Risiko) 
(4) pelaksanaan Mitigas Risiko Korupsi: Implementasi RTP; mencari solusi atas kendala
penerapan mitigasi risiko korupsi 
(5) Evaluasi efektifitas Rencana Tindak Pengenalian/Rencana Mitigasi Risiko Korupsi :
Menilai efektivitas mitigasi risiko

10 Pengawasan Intern pada Mitra 
Inspektorat II

5 BB/BPOM
9 satker Pusat

34 
BB/BPOM
9 satker 

pusat

24 BB/BPOM 267,0                  1.000,0                 733,0                         Loka Karya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Badan POM

68.753,0                  

1.500,0                    

11 Obat Pengembangan Baru yang 
Dikawal 

- 2 obat 2 obat -                      1.500,0                 1.500,0                      kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Inpres No. 6 tahun 2016 tentang 
Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Alokasi anggaran kegiatan 
ini belum terdanai.

2.493,0                    

Jumlah standar obat 
tradisional, kosmetik dan 
suplemen kesehatan yang 
disusun

10 10 0

Jumlah penyelesaian 
permohonan pengkajian 
Keamanan, Mutu, dan Manfaat 
obat tradisional, suplemen 
kesehatan dan kosmetik  yang 
Diselesaikan Tepat Waktu

30 30 0

16.000,0                  

13 UMKM Obat Tradisional yang 
menerapkan CPOTB

0 150 150 -                      16.000,0              16.000,0                   Kegiatan difokuskan pada pengembangan UMKM agar mampu menerapkan CPOTB dalam 
rangka peningkatan daya saing, perlu pendampingan UMKM OT sehingga dapat 
meningkatkan UMKM OT yang menerapkan CPOTB

10.000,0                  

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Direktorat registrasi Obat  

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  

12                   7.774,0                        2.493,0 Tantangan dalam perumusan regulasi adalah bagaimana agar regulasi yang dibuat dapat 
diterapkan oleh stakeholder sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang 
tinggi. Pada tahun 2019 terdapat kegiatan Regulatory Impact Assesment (RIA) yang berfungsi 
untuk mengukur dampak penyusunan regulasi terhadap stakeholder yang membutuhkan 
biaya yang besar.
kegiatan pada tahun 2019 yang akan dilaksanakan dan yang belum terdanai adalah :
Regulatory Impact Assessment pada Peraturan/Pedoman/Standar di Bidang Kosmetika

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Direktorat Pengawasan Kosmetika

                5.281,0 



2019
2019 

(usulan)
TAMBAHAN 2019 2019 (usulan) TAMBAHAN 

No Output

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)
KETERANGAN/JUSTIFIKASI (Narasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang belum 

terdanai )

14 Jaringan pasar modern  aman 
bebas kosmetika ilegal 
dan/atau mengandung bahan 
berbahaya

3 - - 10.000,0            - 10.000,0                   Kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas nasional di tahun 2019 dengan kegiatan sebagai 
berikut:
1. Advokasi pembentukan tim terpadu dan komitmen pemda dan lintas sektor dalam rangka 
pasar aman dari kosmetika ilegal dan/atau bahan berbahaya
2. Survei pasar dalam rangka implementasi pasar aman dari kosmetika ilegal dan/atau 
mengandung bahan berbahaya
3. Pengadaan peralatan pendukung dalam rangka pasar aman dari bahan berbahaya
4. Bimbingan teknis petugas dalam rangka pengawasan kosmetika ilegal dan/atau bahan 
berbahaya di peredaran
5. Penyuluhan kepada komunitas pasar
6. Penyusunan dan penyebaran media informasi tentang bahan berbahaya dalam kosmetik 
dan keamanan kosmetik
7. Kampanye pasar aman bebas kosmetika ilegal dan/atau bahan berbahaya di destinasi 
wisata
8. Monitoring dan evaluasi implementasi pasar aman dari kosmetika ilegal dan/atau bahan 
berbahaya

1.860,0                    

15 Standar pangan olahan yang 
disusun

14 - -            8.879,921 10.739,9              1.860,0                      Usulan tambahan anggaran ditujukan untuk penyelenggaraan Sidang Codex Committee on 
Contaminants in Foods (CCCF) ke-13 di Yogyakarta tanggal 29 April - 03 Mei 2019

Penyelenggaraan Sidang CCCF ke-13 di Indonesia merupakan kegiatan insidental yang tidak 
bersifat rutin sehingga diperlukan dukungan anggaran tambahan untuk pelaksanaan kegiatan 
ini. 
Jutifikasi :
- Badan POM merupakan lembaga yang berwenang menetapkan regulasi serta melakukan 
pengawasan kontaminan pada pangan olahan
- CCCF merupakan salah satu Codex Committee yang ada dalam Codex Alimentarius 
Commission yang mempunyai tugas untuk menyiapkan standar pangan yang dikaitkan 
dengan kontaminan dan toksin di bidang pangan.
- Dalam skema penanganan Codex di Indonesia, Badan POM merupakan koordinator Mirror 
Committee Sidang CCCF
- Penyelenggaraan Sidang CCCF di Indonesia dinilai penting terkait dengan hal berikut:
1. Peningkatan kapasitas Badan POM dalam penetapan standar dan regulasi 
2. Indonesia dapat lebih memperjuangkan kepentingan Indonesia terkait materi yang dibahas 
pada Sidang CCCF, antara lain terkait:
- Maximum Levels for cadmium in chocolate and cocoa-derived products
- Maximum Levels for methylmercury in fish
- Maximum Levels for total aflatoxins in ready-to-eat peanuts 
- Code of practice for the reduction of 3-MCPD and glycidyl esters in refined oils and products 
made with refined oils
3. Peningkatan kesempatan bagi tim ahli dan pemangku kepentingan terkait di Indonesia 
untuk dapat berpartisipasi aktif pada Sidang Codex "
4. Terpilihnya Prof Purwiyatno Hariyadi sebagai Vice Chair Codex pada Sidang CAC ke-40 
tahun 2017 yang lalu akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk lebih berperan aktif 

6.900,0                    

16 Kabupaten/Kota yang 
menerapkan sistem 
pengawasan IRTP sesuai 
dengan pedoman/Peningkatan 
kapasitas Kabupaten/Kota 
dalam sistem pengawasan

55 Kab/Kota 55 Kab/Kota 6.900,0                 6.900,0                      Kegiatan dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada Kabupaten/Kota agar mampu 
dan concern dalam menerapkan sistem pengawasan IRTP sesuai dengan 
pedoman/Peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam sistem pengawasan.

25.000,0                  

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan



2019
2019 

(usulan)
TAMBAHAN 2019 2019 (usulan) TAMBAHAN 

No Output

TARGET ALOKASI (Juta Rupiah)
KETERANGAN/JUSTIFIKASI (Narasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang belum 

terdanai )

17 Layanan Internal 1 1 1 12.634,0            37.634,0              25.000,0                   Anggaran tambahan akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur guna menunjang 
kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan, diantaranya pembangunan Gudang 
dan Tempat Pemusnahan Terpadu 

5.000                        

18 Pemetaan Jaringan Produksi 
dan Distribusi Obat dan 
Makanan Ilegal dalam rangka 
melakukan deteksi dini 
peredaran obat dan makanan 
ilegal

1 1 1 3.500                  4.500                    1.000                         Komponen dari output ini adalah kerjasama operasi dengan lintas sektor terkait dan operasi 
intelijen dalam pengungkapan jaringan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang diusulkan 
targetnya sebelumnya masing-masing 3 menjadi 4

19 Layanan Internal (Overhead) 1 1 1 700                     4.700                    4.000                         Tambahan anggaran diperlukan untuk peningkatan kemampuan intelijen Badan POM melalui  
peningkatan kemampuan merekonstruksi informasi intelijen kejahatan obat dan makanan 
dengan pengadaan Handphone/Mobile Forensic

Direktorat Intelejen
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DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN TIGA PIHAK TAHAP II 

DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019 

 

 

Perihal  :  Pertemuan Tiga Pihak Tahap II dalam Rangka Pemutakhiran Rencana 

Kerja (Renja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2019 

 

Tanggal dan Waktu 

a. Hari, Tanggal :  Senin, 30 Juli 2018  

b. Waktu : 09.00 WIB – selesai 

 

Tempat :  Hotel Parklane 

  Jl. Casablanca No.18, Jakarta Selatan 

 

Pihak yang Bersepakat 

1. Kementerian PPN/Bappenas 

Nama  : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D 

NIP  :  19711106 2001121001 

Jabatan :  Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

2. Kementerian Keuangan 

Nama  :  Purwanto, SE, M.Sc 

NIP  :  196904211995011001 

Jabatan   : Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nama  :  Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si 

NIP  :  19690403 199503 1 001 

Jabatan  :  Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
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LEMBAR CATATAN HASIL KESEPAKATAN TIGA PIHAK TAHAP II RENJA K/L 
 

 

A. CATATAN UMUM  
 
1. Kesepakatan Trilateral Meeting ini akan menjadi bahan pegangan bersama pada saat 

pembahasan dengan DPR dan menjadi salah satu acuan utama pada pengalokasian pagu alokasi 
BPOM TA 2019. Adapun perubahan yang dilakukan oleh BPOM di luar kesepakatan ini, perlu 
disampaikan  melalui surat resmi kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan 
yang selanjutnya diadakan pembahasan untuk disepakati oleh tiga pihak.  

2. Sesuai dengan surat bersama pagu anggaran antara Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian 
Keuangan, alokasi anggaran tahun 2019 BPOM sebesar Rp 1.970,2 Miliar.  

3. Pengalokasian pagu anggaran 2019 harus memperhatikan arahan pada Ratas RKP 2019, 
mencakup:  

a. Anggaran mengalami efisiensi belanja barang sebesar Rp 277,8 Miliar; 
b. Alokasi tambahan anggaran BPOM sebesar Rp 78,0 Miliar yang digunakan untuk penguatan 

pengawasan obat dan makanan.  
 

4. Kesepakatan Tiga Pihak Tahap II ini utamanya menyepakati: 1) efisiensi per program sesuai dengan 
SBPA 2019; 2) menyepakati peruntukan tambahan anggaran; 3) menyepakati pemutakhiran Form 
C (output prioritas nasional) SBPA.   
 

Aspek 
Pembahasan 

Kesepakatan 

Efisiensi 
anggaran 
sebesar Rp 
277,8 Miliar 

Efisiensi anggaran sebesar Rp 277,8 Miliar disepakati mengacu pada beberapa hal 
sebagai berikut: 

▪ tetap menjaga volume target output yang mendukung prioritas nasional untuk tidak 
turun. 

▪ pada output non-PN, penyesuaian target dimungkinkan apabila terjadi penurunan 
maupun kenaikan anggaran hasil kesepakatan tiga pihak II ini.  

▪ belanja barang yang tidak dapat diefisiensi: belanja barang bersumber PNBP.  

▪ belanja barang yang dapat diefisiensi mencakup: belanja barang (521), belanja jasa 
(522), belanja pemeliharaan (523), serta belanja perjalanan dinas (524).  

Tambahan 
anggaran 
sebesar Rp 
78,0 Miliar 

Tambahan anggaran sebesar Rp 78,0 Miliar disepakati peruntukannya sebagai berikut:  

 Program 
Anggaran  
(Rp juta) 

Peruntukan 

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
BPOM 

15.200,0 • Pengawalan penyusunan RUU POM 

• Penajaman prioritas penguatan SDM BPOM  

• Penyelenggaraan Sidang Codex Committee on Contaminants in 
Foods (CCCF) ke13 

• Penguatan teknologi informasi pengawasan obat dan makanan 

Program 
Peningkatan Sarana 
dan Prasarana 
Aparatur BPOM 

-  

Program 
Pengawasan dan 
Peningkatan 
Akuntabilitas 
Aparatur Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan 

3.200,0 • Penguatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur BPOM dalam 
pengawasan obat dan makanan 

Program 
Pengawasan Obat 
dan Makanan 

59.600,0 • Penguatan laboratorium 
• Pemetaan pengelolaan obat di saryanfar 

• Pengawasan implementasi pemasukan obat 



4 
 

Aspek 
Pembahasan 

Kesepakatan 

• Pengembangan obat baru 
• Penguatan standardisasi obat tradisional, suplemen kesehatan, 

dan kosmetik 

• Penguatan pengawasan kosmetik ilegal 

• Penguatan pengawasan IRTP di kabupaten/kota 
• Pengembangan sentra farmakovigilans 

• Penguatan forum komunikasi lintas sektor 

• Pengembangan produk biologi 

• Pembinaan UMKM obat tradisional 

• Penguatan kerjasama lintas sektor, penyidikan, dan intelijen 
dalam pemetaan jaringan obat dan makanan ilegal 

Total 78.000,0  
 

 
   

5. Perubahan anggaran per Program yang disepakati (Rp juta) 

PROGRAM 

PAGU 
INDIKATIF 

Kesepakatan            
TM I 

SB PAGU 
ANGGARAN   

(Form B) 

SB PAGU 
ANGGARAN                

(Form A) 

PAGU 
ANGGARAN 

PASCA TM II*   

Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya BPOM 

186.907,7 108.548,5 - 161.532,7 

Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur BPOM 

108.000,0 59.352,5 - 68.468,0 

Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur Badan Pengawas 
Obat dan Makanan 

14.753,0 13.693,9 - 14.753,0 

Program Pengawasan Obat 
dan Makanan   

1.150.441,9 1.078.673,3 - 1.015.514,4 

Jumlah Non Ops 1.460.102,6 1.260.268,1 1.260.268,1 1.260.268,1 

Jumlah Ops 709.927,4 709.927,4 709.927,4 709.927,4 

Total  2.170.030,0 1.970.195,5 1.970.195,5 1.970.195,5 

 
 
 
 
 

6. Terdapat penyesuaian standardisasi nomenklatur output generik sesuai dengan surat dari Direktur 
Sistem Pengganggaran, Kementerian Keuangan No.S-104/AG.7/2018 perihal Perubahan 
Standardisasi Output yang tidak dibahas dalam pertemuan tiga pihak tahap II. 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Trilateral Meeting Tahap II difokuskan untuk membahas potensi efisiensi dan peruntukan 
tambahan anggaran, serta output dan target prioritas nasional. Adapun output di luar 
prioritas nasional dimungkinkan untuk penurunan atau penambahan target disesuaikan 
dengan efisiensi yang dilakukan oleh K/L serta pertimbangan capaian kegiatan.  
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B. CATATAN PER OUTPUT KEGIATAN  

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 

4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,  Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana    

001 Dokumen tindak lanjut  
rekomendasi hasil evaluasi 
Program Penataan dan 
Penguatan Organisasi serta 
Program Penataan Tata 
Laksana 

- - - Tidak dilakukan pembahasan 
saat trilateral meeting 

002 Layanan  advokasi  hukum 
yang diberikan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan 
saat trilateral meeting 

003 Rancangan peraturan 
perundang-undangan yang 
diselesaikan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan 
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead)     

4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan  Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan 

958 Layanan hubungan 
masyarakat dan informasi 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

950 Layanan dukungan 
manajemen eselon I 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - -  

3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM 

001 Kerjasama yang difasilitasi - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
 
 

002 Penguatan fungsi regulatori 
pengawasan obat dan 
makanan di negara selatan - 
selatan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 3 kawasan. 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan 

001 Dokumen perencanaan, 
penganggaran, keuangan dan 
monitoring evaluasi yang 
dihasilkan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4112 Pengelolaan SDM BPOM 

001 SDM Badan POM yang 
memiliki Kinerja Berkriteria 
Minimal Baik 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4113 Pengembangan SDM Aparatur Badan POM 

001 SDM Badan POM yang 
memenuhi standar 
Kompetensi 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4114 Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi  Obat dan Makanan 

001 Kebijakan standar data yang 
diimplementasikan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

002 Layanan TIK yang 
dikembangkan dan 
dimanfaatkan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

003 Layanan informasi obat dan 
makanan berbasis digital 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 1 aplikasi. 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 

3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM 

956 Layanan manajemen Barang 
Milik Negara  

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

962 Layanan umum - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan 

4115 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I 

001 Pengawasan Intern pada 
Mitra Inspektorat I 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4116 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

001 Pengawasan Intern pada 
Mitra Inspektorat II 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

06 Program Pengawasan Obat dan Makanan   

3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 

002 Perkara di bidang Penyidikan 
Obat dan Makanan  

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 371 perkara. 

011 Laporan dukungan teknis 
investigasi awal dan 
penyidikan di bidang obat dan 
makanan yang ditangani  

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

003 Sampel makanan yang 
diperiksa sesuai standar 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 24.952 sampel. 

081 Sampel obat, obat bahan 
alam, kosmetik dan suplemen 
kesehatan yang diperiksa 
sesuai standar 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 59.442 sampel. 

012 Layanan dukungan 
laboratorium 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

004 Sarana produksi obat dan 
makanan yang diperiksa 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

005 Sarana distribusi obat, obat 
tradisional, kosmetik, 
suplemen kesehatan dan 
makanan yang diperiksa 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 36.082 sampel. 

086 Keputusan hasil pengawasan 
obat dan makanan yang 
ditindaklanjuti 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

085 Sekolah yang diintervensi 
keamanan Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 7.000 sekolah. 

087 Keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

088 KIE Obat dan Makanan aman - - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 1.190 KIE. 

089 Desa Pangan Aman - - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 2.300 desa. 

090 Pasar yang diintervensi 
menjadi pasar aman dari 
bahan berbahaya 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 204 pasar. 

009 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

082 Penyediaan alat laboratorium ­ Usulan target menjadi 460  
unit (semula sebanyak 468 
unit). 

­ Pada penyediaan alat 
laboratorium, anggaran 
turun akan berdampak 
pada turunnya pengadaan 
8 unit alat laboratorium.  

­ Rincian kebutuhan alat 
laboratorium masih belum 
bisa ditentukan. 

­ Efektivitas pemanfaatan 
pengadaan alat 
laboratorium akan dikaji 
kembali oleh BPOM. 

Berdasarkan 
perhitungan, penurunan 
sebesar Rp 4 Miliar yang 
mendorong 
diturunkannya target 
hanya 2 persen dari total 
belanja barang sehingga 
seharusnya anggaran bisa 
direalokasi kembali untuk 
memenuhi target output 
PN.  

Volume target output PN 
tidak boleh diturunkan. 
Realokasi sebesar Rp 4 
Miliar yang sebelumnya 
dilakukan efisiensi dapat 
dialokasikan dari Program 
Dukungan Manajemen 
karena besarnya belanja 
barang di program tersebut. 

­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 468 unit. 

010 Dokumen perencanaan, 
penganggaran, evaluasi dan 
laporan keuangan yang 
dilaporkan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

083 Penguatan kelembagaan 
pengawasan obat dan 
makanan di Kabupaten/Kota  

­ Target tahun 2019 
diusulkan untuk ditambah 
menjadi 40 
kabupaten/kota. 

­ Berdasarkan PerBPOM dan 
Surat MenPAN, pada tahun 
2018 akan dibentuk 40 unit 
loka di kabupaten/kota. 

­ Pada pembahasan awal 
tahun 2017, BPOM belum 
bisa menetapkan target 
sebanyak 40 
kabupaten/kota karena 
masih belum adanya 
regulasi yang mendukung. 

­ Penguatan kelembagaan 
pada tahun 2019 
merupakan dukungan 
administratif seperti sewa 
kantor, operasional kantor, 
serta dukungan koordinasi 
kepala loka dengan Pemda, 
termasuk penguatan SDM 
loka. Oleh karena itu, 
output ini diusulkan untuk 
dihilangkan dari output PN. 

­ Kinerja pengawasan loka 
menggunakan output 
balai/balai besar, karena 
mempunyai tupoksi yang 
hampir sama dengan 

­ Pada awalnya BPOM 
hanya mencadangkan 
output ini untuk balai 
baru. Namun dalam 
perkembangannya 
target hanya sebanyak 
20 kabupaten/kota 
dari sebelumnya 40 
kabupaten/kota. 

­ Pada rencana 
anggaran tahun 2019, 
alokasi anggaran akan 
digunakan untuk biaya 
operasional sehingga 
perlu 
dipertimbangkan 
kembali jika di-tagging 
sebagai PN. 

­ Sebaiknya targetnya 
tetap 40 
kabupaten/kota 
dengan dengan 
pencapaian dukungan 
komitmen 
kabupaten/kota 
melalui MoU atau 
dukungan 
lahan/pegawai. 

­ Perlu diperhatikan 
kualitas capaian output 
karena anggaran turun, 
namun target dinaikkan 
sampai dua kali lipat. 

­ Pada pemahaman 
Bappenas, output 
penguatan kelembagaan 
merupakan sebuah 
kesatuan antara fungsi 
pengawasan obat dan 
makanan di 
kabupaten/kota, tidak 
hanya berisi dukungan 
operasional yang 
diusulkan. 

­ Dukungan sewa kantor 
akan lebih tepat bila 
dimasukkan dalam 
output layanan internal 
atau layanan 
perkantoran, bukan 
output teknis yang core 
utamanya adalah 
penguatan kelembagaan 
BPOM di 
kabupaten/kota. 

­ Oleh karena itu perlu 
adanya milestones atau 
roadmap yang jelas 
mengenai pembentukan 

­ Sepakat untuk tetap 
menjadi output prioritas 
nasional dan tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 berubah 
dari 20 kab/kota menjadi 
40 kab/kota. 



12 
 

Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

balai/balai besar. 
Perbedaannya terletak 
pada catchment area. 
Usulan penurunan sebesar 
Rp 53 Miliar akan disebar 
pada output pengawasan, 
seperti output perkara, 
sampel makanan yang 
diperiksa, sampel obat yang 
diperiksa, sarana produksi 
obat dan makanan yang 
diperiksa, sarana distribusi 
obat, obat tradisional, 
kosmetik, suplemen 
kesehatan dan makanan 
yang diperiksa, serta KIE 
obat dan makanan aman.  

­ Eselonisasi loka di 
kabupaten/kota sampai 
saat ini masih setingkat 
eselon 4 yang akan direviu 
kembali oleh KemenPAN-
RB dua tahun berikutnya 
yang memungkinkan untuk 
naik menjadi balai/balai 
besar.  

­ Berdasarkan roadmap 
awal, pada tahun 2019 
akan ada 120 loka di 
kabupaten/kota secara 
kumulatif, namun masih 

balai/balai besar/loka di 
kabupaten/kota sebagai 
upaya strategis 
penguatan pengawasan 
obat dan makanan 
sehingga perlu adanya 
komponen tambahan 
seperti penguatan SDM 
loka maupun penguatan 
laboratorium. 

­ Diusulkan untuk tetap 
menjadi output PN 
karena konsep awalnya 
adalah penguatan 
kelambagaan 
pengawasan obat dan 
makanan di 
kabupaten/kota secara 
menyeluruh, tidak hanya 
dukungan operasional 
loka di kabupaten/kota. 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

bergantung pada 
KemenPAN-RB. 

 
 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

001 Keputusan hasil pengawasan 
sarana distribusi obat dan 
sarana pelayanan 
kefarmasian yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

002 Permohonan penilaian sarana 
distribusi 
obat  yang diselesaikan tepat 
waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 

001 Keputusan hasil pengawasan 
keamanan dan mutu obat, 
Narkotika, Psikotropika, dan 
Prekursor yang diselesaikan 
tepat waktu 

­ Usulan untuk merubah 
nomenklatur output dari 
“Keputusan hasil 
pengawasan keamanan, 
mutu, dan ekspor impor 
obat, Narkotika, 
Psikotropika, Prekursor dan 
zat adiktif yang diselesaikan 
tepat waktu” menjadi 
“Keputusan hasil 
pengawasan keamanan dan 

 Perubahan nomenklatur 
output disepakati karena 
substansi (ekspor-impor dan 
zat adiktif) yang diusulkan 
untuk dihilangkan sudah ada 
pada output lainnya (002 
dan 003). Terkait dengan 
pelaksanaan pengawasan 
full-spectrum seluruh 
produk obat dan makanan 
di BPOM, perlu dikaji 

Sepakat untuk merubah 
nomenklatur output menjadi 
“Keputusan hasil 
pengawasan keamanan dan 
mutu obat, Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor 
yang diselesaikan tepat 
waktu” 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

mutu obat, Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor 
yang diselesaikan tepat 
waktu” 

­ Perubahan nomenklatur 
terjadi karena substansi 
ekspor impor sudah ada 
pada output 002 serta 
substansi zat adiktif 
terletak pada output 003.  

kembali untuk melakukan 
pengawasan pre-market 
untuk zat adiktif.  

002 Permohonan ekspor impor 
obat, Narkotika, Psikotropika, 
dan Prekursor yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

003 Label dan iklan produk 
tembakau yang diawasi yang 
memenuhi ketentuan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 

001 Sarana produksi  yang 
diinspeksi dalam rangka 
pendalaman mutu hasil 
pengawasan dan kasus 
khusus obat (termasuk obat 
JKN), narkotika, psikotropika, 
dan prekursor 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 78 sarana. 

002 Permohonan penilaian sarana 
produksi yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4127 Registrasi Obat 

001 Keputusan registrasi obat 
yang diterbitkan tepat waktu 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 5.500 keputusan. 

002 Keputusan evaluasi 
pengembangan obat yang 
diterbitkan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 

001 Dokumen standar obat, 
narkotika, psikotropika, 
prekursor, dan zat adiktif 
yang disusun 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 

001 Keputusan hasil pengawasan  
obat tradisional dan 
suplemen kesehatan  yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

006 Permohonan penilaian sarana 
dan produk obat tradisional 
dan suplemen kesehatan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

yang diselesaikan tepat 
waktu 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4121 Pengawasan Kosmetik 

001 Keputusan hasil pengawasan 
Kosmetika  yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

002 Permohonan penilaian sarana 
dan produk kosmetika yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik  

001 Keputusan registrasi obat 
tradisional,  yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

002 Keputusan registrasi 
suplemen kesehatan yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

003 Keputusan registrasi  
Kosmetik yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

004 Dokumen informasi produk 
yang diselesaikan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

001 Standar obat tradisional, 
suplemen kesehatan, dan 
kosmetik yang disusun 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

004 Permohonan pengkajian 
keamanan, mutu, dan 
manfaat obat tradisional, 
suplemen kesehatan dan 
kosmetik  yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

3167 Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru 

001 Keputusan hasil pengawasan 
pangan risiko tinggi dan 
teknologi baru yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

004 Industri pangan olahan  yang 
menerapkan program 
manajemen risiko 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 56 industri. 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4124 Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang 

001 Pengawasan produk pangan 
fortifikasi 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

002 Keputusan hasil pengawasan 
pangan risiko rendah dan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

sedang yang diselesaikan 
tepat waktu 

sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 2.460 produk 
fortifikasi. 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4126 Registrasi Pangan Olahan 

001 Keputusan registrasi pangan 
olahan yang diselesaikan 
tepat waktu  

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 37.500 
keputusan. 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4130 Standardisasi Pangan Olahan 

001 Standar pangan olahan yang 
disusun 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

002 Permohonan pengkajian 
keamanan, mutu, gizi dan 
manfaat pangan olahan yang 
diselesaikan tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 

004 Kader keamanan pangan 
yang dilatih  

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

007 Pembinaan implementasi 
Keamanan Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) di 
provinsi 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 14 provinsi. 

008 UMKM pangan yang 
diintervensi untuk memahami 
keamanan pangan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 25.000 UMKM. 

011 Kabupaten/Kota yang 
diintervensi untuk 
menerapkan peraturan 
Kepala Badan POM tentang 
SPPIRT 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4134 Penyidikan  Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan  

001 SPDP/perkara yang diungkap - - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 10 perkara. 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

002 Data dan informasi 
perkembangan tindak pidana 
obat dan makanan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 5 dokumen. 

001 Pengamanan penegakan 
hukum obat dan makanan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 20 dokumen. 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4118 Intelijen Obat dan Makanan 

001 Dokumen analisa intelijen 
obat dan makanan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

002 Pemetaan jaringan produksi 
dan distribusi obat dan 
makanan ilegal dalam rangka 
melakukan deteksi dini 
peredaran obat dan makanan 
ilegal 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 1 berkas. 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4133 Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  

001 Laboratorium BB/BPOM 
memenuhi standar Good 
Laboratory Practices (GLP) 
yang ditetapkan 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

002 Metode analisis pengujian 
obat, OT, suplemen 
kesehatan, kosmetik, pangan, 
dan produk biologi yang 
dikembangkan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 200 metode 
analisa. 

003 Baku pembanding yang 
dikembangkan  

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

004 Alat laboratorium BPOM yang 
dikalibrasi dan dipelihara 
sesuai standar 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

005 Sampel  produk biologi yang 
diuji tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

006 Sampel kasus obat dan 
makanan yang diselesaikan 
tepat waktu 

- - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

951 Layanan internal (overhead) - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 

4135 Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan  

001 Riset dan kajian yang 
dimanfaatkan 

- - - ­ Merupakan output 
prioritas nasional dan 
sepakat untuk tidak 
menurunkan target. 

­ Target tahun 2019 tetap 
sebanyak 7 laporan. 

951 Layanan internal (overhead)  - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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Kode Program/Kegiatan/Output 
Catatan 

Tindak Lanjut yang 
Disepakati Badan POM Kementerian Keuangan 

Kementerian 
PPN/Bappenas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

994 Layanan perkantoran - - - Tidak dilakukan pembahasan  
saat trilateral meeting 
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RANCANGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
(JUTA RUPIAH)

:BA                063

:K/L              BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PAGU ANGGARAN 2019

OP NOP JUMLAH

063.01 Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

219.827,7 161.532,7 381.360,4

A. RM 219.827,7 153.632,7 373.460,4
B. RMP 0,0 0,0 0,0
C. PNBP 0,0 7.900,0 7.900,0
D. BLU 0,0 0,0 0,0
E. PLN 0,0 0,0 0,0
F. HLN 0,0 0,0 0,0
G. PDN 0,0 0,0 0,0
H. SBSN 0,0 0,0 0,0

063.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur BPOM

0,0 68.468,0 68.468,0

A. RM 0,0 68.468,0 68.468,0
B. RMP 0,0 0,0 0,0
C. PNBP 0,0 0,0 0,0
D. BLU 0,0 0,0 0,0
E. PLN 0,0 0,0 0,0
F. HLN 0,0 0,0 0,0
G. PDN 0,0 0,0 0,0
H. SBSN 0,0 0,0 0,0

063.03 Program Pengawasan dan Peningkatan 

Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat 

dan Makanan

7.371,9 14.753,0 22.124,9

A. RM 7.371,9 14.753,0 22.124,9
B. RMP 0,0 0,0 0,0
C. PNBP 0,0 0,0 0,0
D. BLU 0,0 0,0 0,0
E. PLN 0,0 0,0 0,0
F. HLN 0,0 0,0 0,0
G. PDN 0,0 0,0 0,0
H. SBSN 0,0 0,0 0,0

063.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan 482.727,8 1.015.514,4 1.498.242,2
A. RM 482.727,8 940.187,4 1.422.915,2
B. RMP 0,0 0,0 0,0
C. PNBP 0,0 75.327,0 75.327,0
D. BLU 0,0 0,0 0,0
E. PLN 0,0 0,0 0,0
F. HLN 0,0 0,0 0,0
G. PDN 0,0 0,0 0,0
H. SBSN 0,0 0,0 0,0

A. RM 709.927,4 1.177.041,1 1.886.968,5
B. RMP 0,0 0,0 0,0
C. PNBP 0,0 83.227,0 83.227,0
D. BLU 0,0 0,0 0,0
E. PLN 0,0 0,0 0,0
F. HLN 0,0 0,0 0,0
G. PDN 0,0 0,0 0,0
H. SBSN 0,0 0,0 0,0

JUMLAH 709.927,4 1.260.268,1 1.970.195,5

KODE PROGRAM DAN SUMBER DANA



RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019
BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

(JUTA RUPIAH)

:BA                                   063

:K/L                                 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya BPOM

161.532,7

063.01.3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama 

Badan POM

8.025,9

063.01.3158.001 Kerjasama yang difasilitasi 91               dokumen 

kerjasama

6.025,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.3158.002 Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan 

makanan di negara selatan-selatan

3                  kawasan 1.500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.3158.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, 

Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta 

Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

28.848,5

063.01.3159.001 Dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan 

monitoring evaluasi yang dihasilkan

15               dokumen 28.048,5 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.3159.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 800,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,  

Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana 

12.565,8

063.01.4110.001 Dokumen tindak lanjut  rekomendasi hasil evaluasi 

Program Penataan dan Penguatan Organisasi serta 

Program Penataan Tata Laksana

2                  dokumen 5.854,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4110.002 Layanan  Advokasi  hukum yang diberikan               320 layanan 1.416,8 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4110.003 Rancangan peraturan perundang-undangan yang 

diselesaikan

220             rancangan 4.964,6 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4110.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 330,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi 

Dukungan Strategis Pimpinan

29.300,0

063.01.4111.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1                  Layanan 10.235,8 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4111.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 300,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.01.4111.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1                  Layanan 18.764,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4112 Pengelolaan SDM BPOM 14.251,3

063.01.4112.001 SDM Badan POM yang memiliki Kinerja Berkriteria 

Minimal Baik

3.370         pegawai 14.251,3 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4113 Pengembangan SDM Aparatur Badan POM 24.893,0

063.01.4113.001 SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi 2.893         pegawai 24.393,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4113.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4114 Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan 

Informasi Obat dan Makanan

43.648,3

063.01.4114.001 Kebijakan standar data yang diimplementasikan                 40 kebijakan 6.192,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4114.002 Layanan TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan                 20 layanan 14.955,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4114.003 Layanan Informasi Obat dan Makanan berbasis digital 1                  aplikasi 16.000,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.01.4114.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 6.500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

BPOM

68.468,0

063.02.3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

68.468,0

063.02.3164.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 62.955,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.02.3164.956 Layanan Manajemen BMN 1                  Layanan 3.200,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.02.3164.962 Layanan Umum 1                  Layanan 2.312,3 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan

14.753,0

063.03.4115 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I 7.749,1

063.03.4115.001 Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I 23               Laporan 7.436,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.03.4115.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 313,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.03.4116 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II 7.003,9

063.03.4116.001 Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II 23               Laporan 6.690,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.03.4116.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 313,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.015.514,4

063.06.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 770.705,5

063.06.3165.002 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan 371             perkara 32.702,3 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.003 Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar 24.952       sampel 18.522,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa 5.600         sarana 7.441,6 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, 

Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa

36.082       sarana 56.738,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.010 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan 

Laporan Keuangan yang Dilaporkan Tepat Waktu

330             dokumen 50.561,6 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.011 Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan 

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang Ditangani

33               laporan 6.832,5 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.012 Layanan Dukungan Laboratorium 33               layanan 75.731,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.081 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen 

Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar

59.442       sampel 32.430,5 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.082 Penyediaan Alat Laboratorium 468             unit 181.000,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.06.3165.083 Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan 

di Kabupaten/Kota

40               kabupaten/kot

a

21.440,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.085 Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah  (PJAS)

7.000         sekolah 23.908,5 00-Bukan prioritas bidang

063.06.3165.086 Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang 

Ditindaklanjuti

           1.500 keputusan 16.966,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.087 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan         19.000 keputusan 21.493,5 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman 1.190         KIE 75.000,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.089 Desa Pangan Aman 2.300         desa 28.217,7 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan 

Berbahaya

204             pasar 9.880,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.3165.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 111.838,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 9.300,0

063.06.4117.001 Pengamanan Penegakan Hukum Obat dan Makanan 20               dokumen 1.600,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4117.002 Data dan Informasi Perkembangan Tindak Pidana Obat 

dan Makanan

5                  dokumen 6.800,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4117.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 900,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4118 Intelijen Obat dan Makanan 9.700,0

063.06.4118.001 Dokumen Analisa Intelijen Obat dan Makanan 9                  dokumen 5.000,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4118.002 Pemetaan Jaringan Produksi dan Distribusi Obat dan 

Makanan Ilegal dalam Rangka Deteksi Dini Peredaran Obat 

dan Makanan Ilegal

1                  berkas 4.000,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4118.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 700,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 12.866,2

063.06.4119.001 Keputusan Hasil Pengawasan  Obat Tradisional dan 

Suplemen Kesehatan  yang Diselesaikan Tepat Waktu

           1.300 keputusan 8.630,8 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4119.002 Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

7.293         permohonan 3.735,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4119.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4120 Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru 9.853,0

063.06.4120.001 Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan 

Teknologi Baru yang Diselesaikan Tepat Waktu

1.325         keputusan 7.253,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.06.4120.002 Industri Pangan Olahan  yang Menerapkan Program 

Manajemen Risiko

56               industri 2.300,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4120.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 300,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4121 Pengawasan Kosmetik 11.380,9

063.06.4121.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika  yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

           1.296 keputusan 7.683,7 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4121.002 Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

           9.397 permohonan 3.557,1 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4121.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 140,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor

10.060,0

063.06.4122.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan 

Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan Tepat 

Waktu

              180 Keputusan 6.152,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4122.002 Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

263             Sarana 3.681,6 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4122.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 226,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, 

Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

11.332,9

063.06.4123.001 Keputusan Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat, 

Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

           2.000 Laporan 5.270,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4123.002 Permohonan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu

        21.000 Dokumen 2.100,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4123.003 Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang 

Memenuhi Ketentuan

82.500       Label dan iklan 3.548,5 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4123.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 414,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4124 Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang 15.201,1

063.06.4124.001 Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi 2.460         produk pangan 

fortifikasi

1.950,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4124.002 Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan 

Sedang yang Diselesaikan Tepat Waktu

5.414         keputusan 13.015,1 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4124.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 236,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor

10.754,4



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.06.4125.001 Sarana produksi  yang diinspeksi dalam rangka 

pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus 

obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor

78               sarana 1.243,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4125.002 Permohonan penilaian sarana produksi yang diselesaikan 

tepat waktu

180             berkas 9.011,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4125.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4126 Registrasi Pangan Olahan 9.379,0

063.06.4126.001 Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

37.500       keputusan 8.979,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4126.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 400,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4127 Registrasi Obat 11.310,0

063.06.4127.001 Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu 5.500         keputusan 7.180,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4127.002 Keputusan Evaluasi Pengembangan Obat yang Diterbitkan 

Tepat Waktu

800             keputusan 3.630,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4127.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan 

Kosmetik

11.567,5

063.06.4128.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

           2.760 keputusan 4.332,7                     02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4128.002 Keputusan Registrasi Suplemen Kesehatan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

           1.564 keputusan 3.323,6                     02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4128.003 Keputusan Registrasi Kosmetik  yang Diselesaikan Tepat 

Waktu

        37.000 keputusan 2.955,6 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4128.004 Dokumen Informasi Produk yang Diselesaikan               720 DIP 905,6 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4128.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 50,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan 

Kosmetik

5.281,8

063.06.4129.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik yang Disusun

10               Standar 4.629,1 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4129.002 Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat 

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

30               Kajian 402,7 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4129.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 250,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4130 Standardisasi Pangan Olahan 9.504,9



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.06.4130.001 Standar Pangan Olahan yang Disusun 14               standar 8.744,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4130.002 Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan 

Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan Tepat Waktu

200             keputusan 450,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4130.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 310,0 01-Pengarusutamaan dan 

pembangungan lintas bidang

063.06.4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan 

Zat Adiktif

8.379,7

063.06.4131.001 Dokumen Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun

13               standar 8.079,7 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4131.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 300,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 14.932,3

063.06.4132.001 Kader Keamanan Pangan yang Dilatih 270             kader 1.559,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4132.002 Pembinaan implementasi keamanan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) di provinsi

14               provinsi 3.500,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4132.003 UMKM Pangan yang Diintervensi untuk Memahami 

Keamanan Pangan

25.000       UMKM 6.870,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4132.004 Kabupaten/Kota yang Diintervensi untuk Menerapkan 

Peraturan Kepala Badan POM tentang SPPIRT

25               kabupaten/kot

a

2.700,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4132.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 303,1 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133 Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 33.328,9

063.06.4133.001 Laboratorium BB/BPOM Memenuhi Standar Good 

Laboratory Practices (GLP) yang Ditetapkan

27               laboratorium 4.048,2 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133.002 Metode Analisis Pengujian Obat, OT, Suplemen Kesehatan, 

Kosmetik, Pangan, dan Produk Biologi yang Dikembangkan

200             metode analisa 22.564,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133.003  Baku Pembanding yang Dikembangkan 85               baku 

pembanding

1.921,9 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133.004 Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi dan Dipelihara 

Sesuai Standar 

           2.387 alat 

laboratorium

521,8 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133.005 Sampel  Produk Biologi yang Diuji Tepat Waktu 1.202         sampel 805,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133.006 Sampel Kasus Obat dan Makanan yang Diselesaikan Tepat 

Waktu

              550 sampel 2.422,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4133.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 1.046,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4134 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 22.432,4

063.06.4134.001 SPDP/Perkara yang Diungkap 10               Perkara 10.148,4 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama



Kode Program/Kegiatan/Output Target Satuan
Pagu Anggaran 

2019
Bidang

063.06.4134.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 12.284,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4135 Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan 18.244,0

063.06.4135.001 Riset dan kajian yang dimanfaatkan 7                  Laporan 18.044,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

063.06.4135.951 Layanan Internal (Overhead) 1                  Layanan 200,0 02-Pembangunan sosial budaya dan 

kehidupan beragama

JUMLAH 1.260.268,1
1.260.268,1           

709.927,4               

1.970.195,5           TOTAL

JUMLAH NON-OPERASIONAL

JUMLAH OPERASIONAL



RINCIAN PROYEK PRIORITAS TAHUN 2019
BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

(JUTA RUPIAH)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Program/Kegiatan/Proyek Volume Satuan Pagu Lokasi Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya BPOM

17.500,0

Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama 
Badan POM

1.500,0

Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan 

makanan di negara selatan-selatan

3                   kawasan 1.500,0

1.500,0 Pusat Penguatan Kerja Sama 
Pembangunan Internasional untuk 
Mendukung Peningkatan 
Perdagangan dan Investasi (KSST, 

Reverse Linkage, Kerja Sama 

Global, dan lain-lain di Aspasaf)

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 
Kerjasama Pembangunan 
Internasional

Efektivitas Diplomasi Stabilitas Keamanan Nasional dan 
Kesuksesan Pemilu

Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan 

Informasi Obat dan Makanan

16.000,0

Layanan Informasi Obat dan Makanan berbasis digital 1                   aplikasi 16.000,0
16.000,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan
Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Program Pengawasan Obat dan Makanan 575.018,5
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 479.840,2

Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan 371              perkara 32.702,3
32.702,3 Provinsi Aceh Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan
Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar 24.952        sampel 18.522,2

18.522,2 Provinsi Sumatera Barat Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, 
Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa

36.082        sarana 56.738,9

56.738,9 Provinsi DKI Jakarta Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan 
Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar

59.442        sampel 32.430,5

32.430,5 Provinsi Sumatera Barat Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Penyediaan Alat Laboratorium 468              unit 181.000,0

181.000,0 Provinsi DKI Jakarta Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan 
Makanan di Kabupaten/Kota

40                 kabupaten/kota 21.440,0

21.440,0 Provinsi Jawa Barat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas 

pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah  (PJAS)

7.000           sekolah 23.908,5

23.908,5 Provinsi Sumatera Selatan Peningkatan Konsumsi Pangan 
Sehat

Peningkatan Kualitas Konsumsi 
Pangan

Peningkatan Produksi, Akses dan 
Kualitas Konsumsi Pangan

Pemantapan Ketahanan Energi, 
Pangan, dan Sumber Daya Air

KIE Obat dan Makanan Aman 1.190           KIE 75.000,0
75.000,0 Provinsi Jawa Timur Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas 

pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Desa Pangan Aman 2.300           desa 28.217,7

19.217,7 Provinsi DKI Jakarta Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
9.000,0 Provinsi Kalimantan Tengah Penguatan pengawasan obat dan 

makanan
Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari 

Bahan Berbahaya

204              pasar 9.880,2

9.880,2 Provinsi DKI Jakarta Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan 8.400,0

Pengamanan Penegakan Hukum Obat dan Makanan 20                 dokumen 1.600,0
1.600,0 Pusat Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan
Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Data dan Informasi Perkembangan Tindak Pidana 

Obat dan Makanan

5                   dokumen 6.800,0

6.800,0 Pusat Penegakan hukum pengawasan 
obat dan makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Intelijen Obat dan Makanan 4.000,0

Pemetaan Jaringan Produksi dan Distribusi Obat dan 

Makanan Ilegal dalam Rangka Deteksi Dini Peredaran 
Obat dan Makanan Ilegal

1                   berkas 4.000,0

4.000,0 Pusat Penegakan hukum pengawasan 
obat dan makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru 2.300,0

Industri Pangan Olahan  yang Menerapkan Program 
Manajemen Risiko

56                 industri 2.300,0

2.300,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang 1.950,0
Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi 2.460           produk pangan 

fortifikasi

1.950,0

1.950,0 Pusat Pemberian suplementasi gizi Percepatan penurunan stunting Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan 

Prekursor

1.243,0

Sarana produksi  yang diinspeksi dalam rangka 
pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus 
khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor

78                 sarana 1.243,0

1.243,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Registrasi Pangan Olahan 8.979,0
Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

37.500        keputusan 8.979,0

8.979,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Registrasi Obat 7.180,0

Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat 5.500           keputusan 7.180,0

7.180,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas 

pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 

dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha 10.370,0
Pembinaan Implementasi PJAS di provinsi 14                 provinsi 3.500,0

3.500,0 Pusat Peningkatan Konsumsi Pangan 

Sehat

Peningkatan Kualitas Konsumsi 

Pangan

Peningkatan Produksi, Akses dan 

Kualitas Konsumsi Pangan

Pemantapan Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber Daya Air
UMKM Pangan yang Diintervensi untuk Memahami 
Keamanan Pangan

25.000        UMKM 6.870,0

6.870,0 Pusat Revitalisasi Sentra Industri Kecil 
dan Menengah (IKM) Pangan

Pengembangan Industri 
Pengolahan Hasil Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan 

Peningkatan Ekspor dan Nilai 
Tambah Produk Pertanian

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 
dan Penciptaan Lapangan Kerja 

melalui Pertanian, Industri, 
Pariwisata, dan Jasa Produktif 
Lainnya

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 22.564,0
Metode Analisis Pengujian Obat, OT, Suplemen 

Kesehatan, Kosmetik, Pangan, dan Produk Biologi 

200              metode analisa 22.564,0



22.564,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 
makanan

Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan 10.148,4

SPDP/Perkara yang Diungkap 10                 Perkara 10.148,4
10.148,4 Pusat Penegakan hukum pengawasan 

obat dan makanan
Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan 18.044,0

Riset dan kajian yang dimanfaatkan 7                   Laporan 18.044,0
18.044,0 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan
Peningkatan efektivitas 
pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 
Pengurangan Kemiskinan dan 
Peningkatan Pelayanan Dasar

JUMLAH 592.518,5
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DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN TIGA PIHAK TAHAP III 

DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019 

Pasca Pembahasan dengan DPR RI 

 

 

Perihal  :  Pertemuan Tiga Pihak Tahap III dalam Rangka Pemutakhiran Rencana 

Kerja (Renja) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2019 

Pasca Pembahasan dengan DPR RI 

 

Tanggal dan Waktu 

a. Hari, Tanggal :  Selasa, 30 Oktober 2018  

b. Waktu : 13.00 WIB – selesai 

 

Tempat :  Hotel Gran Melia 

  Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-0, Kuningan, Jakarta Selatan 

 

Pihak yang Bersepakat 

1. Kementerian PPN/Bappenas 

Nama  : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D 

NIP  :  19711106 2001121001 

Jabatan :  Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat 

2. Kementerian Keuangan 

Nama  :  Purwanto, SE, M.Sc 

NIP  :  196904211995011001 

Jabatan   : Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nama  :  Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si 

NIP  :  19690403 199503 1 001 

Jabatan  :  Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

LEMBAR CATATAN HASIL KESEPAKATAN TIGA PIHAK TAHAP III RENJA K/L 
Pasca Pembahasan dengan DPR RI Tahun 2019 

 

 

A. CATATAN UMUM  
 
1. Kesepakatan Trilateral Meeting ini akan menjadi bahan pegangan bersama pada pemutakhiran 

pengalokasian pagu alokasi Badan POM TA 2019. Adapun perubahan yang dilakukan oleh Badan 
POM di luar kesepakatan ini, perlu disampaikan  melalui surat resmi kepada Kementerian 
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang selanjutnya diadakan pembahasan untuk 
disepakati oleh tiga pihak.  

2. Bahan pembahasan pada trilateral meeting tahap III menggunakan hasil pembahasan dengan 
komisi IX DPR RI pada tanggal 23 Oktober 2018. Kesepakatan pada TM III difokuskan pada output 
Prioritas Nasional dan beberapa isu utama perubahan pada output non prioritas. Pelaksanaan 
kegiatan harus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan dilakukan sesuai 
prosedur yang berlaku dan pengalokasian anggaran menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas, 
serta kewajaran biaya.  

3. Hasil kesepakatan TM III utamanya perubahan pada level output dapat dilakukan perbaikan pada 
aplikasi KRISNA sehingga dapat disesuaikan pada aplikasi RKA KL.  

4. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No: S-166/MK.2/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal 
Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2019 Hasil Rapat Pembahasan 
Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU 
tentang APBN TA 2019, total alokasi anggaran tahun 2019 BPOM sebesar Rp 1.970.195,5 juta 
dengan rincian total alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp 709.927,4 juta dan total alokasi 
untuk belanja non operasional sebesar Rp 1.260.268,1 juta. 
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5. Perubahan anggaran per Program yang disepakati (Rp juta) 

PROGRAM TM I 2019 TM II 2019 
Pagu Alokasi 

2019 1) 

Lapsing Komisi IX 
DPR RI  

(23 Oktober 2018) 2) 

Kesepakatan TM III 2019 
Pasca Pembahasan DPR 

RI  

Program Dukungan 
Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya BPOM 

186.907,7 161.532,7 161.532,7 381.360,4 161.532,7 

Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 
BPOM 

108.000,0 68.468,0 68.468,0 68.468,0 68.468,0 

Program Pengawasan dan 
Peningkatan Akuntabilitas 
Aparatur Badan Pengawas 
Obat dan Makanan 

14.753,0 14.753,0 14.753,0 22.124,9 14.753,0 

Program Pengawasan Obat 
dan Makanan   

1.150.441,9 1.015.514,4 1.015.514,4 1.498.242,2 1.015.514,4 

Jumlah Non Ops 1.460.102,6 1.260.268,1 1.260.268,1 - 1.260.268,1 

Jumlah Ops 709.927,4 709.927,4 709.927,4 - 709.927,4 

Total  2.170.030,0 1.970.195,5 1.970.195,5 1.970.195,5 1.970.195,5 

Keterangan:  
1)  Pagu alokasi mengacu pada surat Menteri Keuangan No: S-166/MK.2/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal 

Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2019 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja 

Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN TA 2019; 
2)  Anggaran per program dalam Lapsing Komisi IX DPR-RI adalah pagu non-operasional dan operasional 
3)  Bahan pembahasan pada trilateral meeting tahap III menggunakan hasil pembahasan dengan komisi IX DPR RI pada 

tanggal 23 Oktober 2018 

6. Terdapat perubahan output generik, termasuk pemindahan output ‘Sarana dan Prasarana Internal’ 
(pada TM II ada di setiap kegiatan) yang dikumpulkan di salah satu kegiatan pada satu Satuan Kerja. 
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7. Beberapa kesepakatan utama TM Tahap III, sebagai berikut: 
 
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 

Kategori Isu Strategis BPOM Kemenkeu Bappenas Kesepakatan 

Prioritas 

Nasional 

• Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus 

Non 

Prioritas 

Nasional 

• Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 

Kategori Isu Strategis BPOM Kemenkeu Bappenas Kesepakatan 

Prioritas 

Nasional 

• Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus 

Non 

Prioritas 

Nasional 

• Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus 

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPOM 

Kategori Isu Strategis BPOM Kemenkeu Bappenas Kesepakatan 

Prioritas 

Nasional 

• Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus 

Non 

Prioritas 

Nasional 

• Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus Tidak ada isu khusus 
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d. Program Pengawasan Obat dan Makanan 

Kategori Isu Strategis BPOM Kemenkeu Bappenas Kesepakatan 

Prioritas 

Nasional 

Kegiatan: Pengawasan Obat dan 

Makanan di Seluruh Indonesia 

 

Output: KIE Obat dan Makanan Aman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output: Penguatan Kelembagaan 

Pengawasan Obat dan Makanan di 

Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

- Berdasarkan pembahasan 

dengan DPR, ada usulan untuk 

menambah 80 titik KIE obat 

dan makanan 

- Usulan anggaran tambahan 

sebesar Rp 20,8 M diusulkan 

untuk diperoleh dari efisiensi 

layanan sarana dan prasarana 

internal 

 

 

 

 

 

- Usulan kenaikan anggaran 

sebesar Rp 7,4 M terkait 

dengan arahan pimpinan 

untuk meningkatkan 

koordinasi dengan 

Pemerintah Daerah 

 

 

 

- Terkait dengan belanja 

perjalanan dinas yang 

dibatasi, harus dihindari 

efisiensi perjalanan dinas 

pada kegiatan yang 

bersentuhan langsung 

dengan pengawasan obat 

dan makanan 

- Sebaiknya anggaran untuk 

output ini dikembalikan 

terlebih dahulu sesuai 

dengan kesepakatan TM II 

dengan ketentuan 

tambahan akan disepakati 

apabila dapat memenuhi 

kelengkapan dokumen. 

 

- Usulan kenaikan anggaran 

belanja barang perlu 

memperhatikan batas atas 

(capping) belanja barang, 

namun apabila ada 

justifikasi kuat peningkatan 

belanja barang, hal 

 

 

 

- Perlu diperjelas kembali 

justifikasi teknis usulan 

penambahan anggaran 

untuk output ini 

- Terkait dengan usulan 

DPR, harus dilengkapi 

dengan risalah 

kesepakatan/ notulensi 

pertemuan dengan DPR 

 

 

 

 

 

- Diperlukan penjelasan 

lebih lanjut mengenai 

bentuk usulan kegiatan 

yang memerlukan 

tambahan anggaran 

koordinasi 

 

 

 

Disepakati untuk 

menambahkan sebagian 

tambahan anggaran untuk 

output PN ini output PN 

lainnya serta output pada 

kegiatan “Pengawasan 

Kosmetika” dengan catatan 

BPOM menyampaikan 

dokumen pendukung (risalah 

kesepakatan/catatan 

pertemuan dengan DPR) 

 

 

 

 

 

 

Disepakati untuk 

menambahkan sebagian 

tambahan anggaran untuk 

output PN ini output PN 

lainnya serta output pada 

kegiatan “Pengawasan 

Kosmetika” dengan catatan 
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Kategori Isu Strategis BPOM Kemenkeu Bappenas Kesepakatan 

- Usulan kenaikan berupa 

belanja barang, termasuk 

anggaran untuk perjalanan 

dan rapat 

tersebut bisa disampaikan 

dalam penelaahan RKA KL 

- Perlu diperjelas 

kebutuhan koordinasi 

dengan daerah. 

Koordinasi kami harapkan 

dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien.  

akan dilakukan penelaahan 

lebih lanjut pada RKA KL 

 Kegiatan: Pencegahan Kejahatan 

Obat dan Makanan 

 

Output: Data dan informasi 

perkembangan tindak pidana obat 

dan makanan 

 

 

 

 

 

Output: Pengamanan penegakan 

hukum obat dan makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usulan tambahan anggaran 

diperoleh dari realokasi 

output PN lainnya 

(Pengamanan Penegakan 

Hukum Obat dan Makanan) 

serta layanan sarana dan 

prasarana internal 

 

- Usulan penurunan anggaran 

sebesar Rp 98 juta akan 

digunakan untuk menambah 

komponen kegiatan pada 

output “Data dan Informasi 

Perkembangan Tindak Pidana 

Obat dan Makanan” yang 

sebelumnya belum 

dialokasikan anggaran 

  

 

 

- Usulan tambahan 

anggaran sebaiknya 

direalokasi dari output 

non-PN karena anggaran 

output PN harus dijaga 

 

 

 

- Anggaran output PN harus 

dijaga alokasinya sehingga 

tidak sepakat untuk 

menurunkan anggaran 

pada output ini 

 

 

 

Disepakati bahwa kenaikan 

anggaran akan direalokasi dari 

output layanan sarana dan 

prasarana internal 

 

 

 

 

Disepakati untuk 

mengembalikan anggaran 

output PN ini sesuai dengan 

hasil kesepakatan TM II tahun 

2019 
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Kategori Isu Strategis BPOM Kemenkeu Bappenas Kesepakatan 

 

Non 

Prioritas 

Nasional 

Kegiatan: Pengawasan Kosmetika 

 

Output: Keputusan Hasil Pengawasan 

Kosmetika  yang Diselesaikan Tepat 

Waktu 

 

 

 

Output: Permohonan Penilaian Sarana 

dan Produk Kosmetika yang 

Diselesaikan Tepat Waktu 

 

 

 

- Usulan untuk mengurangi 

target dari 1.296 keputusan 

menjadi 1.079 keputusan 

dengan kenaikan anggaran 

sebesar Rp 426 juta 

 

- Usulan untuk mengurangi 

target dari 9.397 permohonan 

menjadi 8.800 permohonan 

dengan penurunan anggaran 

sebesar Rp 426 juta 

  

 

- Target dan anggaran 

sebaiknya dikembalikan 

sesuai dengan hasil TM II 

tahun 2019 

 

 

- Target dan anggaran 

sebaiknya dikembalikan 

sesuai dengan hasil TM II 

tahun 2019 

 

 

Disepakati untuk 

mengembalikan target sesuai 

dengan hasil TM II 2019 

 

 

 

Disepakati untuk 

mengembalikan target sesuai 

dengan hasil TM II 2019 

Kegiatan: Pencegahan Kejahatan 

Obat dan Makanan 

 

Output: Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal 

    

 

 

Disepakati untuk merealokasi 

aggaran output ini untuk 

menambah alokasi output PN 
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RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
(RIBU RUPIAH)

:BA                 063

:K/L               BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PAGU ANGGARAN 2019

OP NOP JUMLAH

063.01 Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM
219.827.701,0 161.532.750,0 381.360.451,0

A. RM 219.827.701,0 153.632.750,0 373.460.451,0

B. RMP 0,0 0,0 0,0

C. PNBP 0,0 7.900.000,0 7.900.000,0

D. BLU 0,0 0,0 0,0

E. PLN 0,0 0,0 0,0

F. HLN 0,0 0,0 0,0

G. PDN 0,0 0,0 0,0

H. SBSN 0,0 0,0 0,0

063.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur BPOM
0,0 68.468.001,0 68.468.001,0

A. RM 0,0 68.468.001,0 68.468.001,0

B. RMP 0,0 0,0 0,0

C. PNBP 0,0 0,0 0,0

D. BLU 0,0 0,0 0,0

E. PLN 0,0 0,0 0,0

F. HLN 0,0 0,0 0,0

G. PDN 0,0 0,0 0,0

H. SBSN 0,0 0,0 0,0

063.03 Program Pengawasan dan Peningkatan 

Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat 

dan Makanan

7.371.859,0 14.753.000,0 22.124.859,0

A. RM 7.371.859,0 14.753.000,0 22.124.859,0

B. RMP 0,0 0,0 0,0

C. PNBP 0,0 0,0 0,0

D. BLU 0,0 0,0 0,0

E. PLN 0,0 0,0 0,0

F. HLN 0,0 0,0 0,0

G. PDN 0,0 0,0 0,0

H. SBSN 0,0 0,0 0,0

063.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan 482.727.796,0 1.015.514.439,0 1.498.242.235,0

A. RM 482.727.796,0 940.187.512,0 1.422.915.308,0

B. RMP 0,0 0,0 0,0

C. PNBP 0,0 75.326.927,0 75.326.927,0

D. BLU 0,0 0,0 0,0

E. PLN 0,0 0,0 0,0

F. HLN 0,0 0,0 0,0

G. PDN 0,0 0,0 0,0

H. SBSN 0,0 0,0 0,0

A. RM 709.927.356,0 1.177.041.263,0 1.886.968.619,0

B. RMP 0,0 0,0 0,0

C. PNBP 0,0 83.226.927,0 83.226.927,0

D. BLU 0,0 0,0 0,0

E. PLN 0,0 0,0 0,0

F. HLN 0,0 0,0 0,0

G. PDN 0,0 0,0 0,0

H. SBSN 0,0 0,0 0,0

JUMLAH 709.927.356,0 1.260.268.190,0 1.970.195.546,0

KODE PROGRAM DAN SUMBER DANA



Kode Program/Kegiatan/Output Prioritas Target 

TM III

Satuan  Pagu Alokasi

Anggaran 2019

(Ribuan Rupiah)  

063.01 Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

                161.532.750,0 

063.01.3158 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan 

Kerja Sama Badan POM

                    7.525.900,0 

063.01.3158.001 Kerjasama yang difasilitasi           91 dokumen 

kerjasama

                    6.025.900,0 

063.01.3158.002 Penguatan fungsi regulatori pengawasan obat 

dan makanan di negara selatan-selatan

            3 kawasan                     1.500.000,0 

063.01.3159 Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana 

Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, 

Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan 

Pelaporan

                  28.279.300,0 

063.01.3159.001 Dokumen perencanaan, penganggaran, 

keuangan dan monitoring evaluasi yang 

dihasilkan

          15 dokumen                   28.279.300,0 

063.01.4110 Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan,  Advokasi Hukum, serta 

Organisasi dan tata laksana 

                  12.429.149,0 

063.01.4110.001 Dokumen tindak lanjut  rekomendasi hasil 

evaluasi Program Penataan dan Penguatan 

Organisasi serta Program Penataan Tata 

Laksana

            2 dokumen                     6.047.703,0 

063.01.4110.002 Layanan  Advokasi  hukum yang diberikan         320 layanan                     1.416.832,0 

063.01.4110.003 Rancangan peraturan perundang-undangan 

yang diselesaikan

        220 rancangan                     4.964.614,0 

063.01.4111 Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan 

Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

                  29.000.000,0 

063.01.4111.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I             1 Layanan                   10.235.827,0 

063.01.4111.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi             1 Layanan                   18.764.173,0 

063.01.4112 Pengelolaan SDM BPOM                   15.757.137,0 

063.01.4112.001 SDM Badan POM yang memiliki Kinerja 

Berkriteria Minimal Baik

     3.370 pegawai                   14.251.257,0 

Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                     1.505.880,0 

063.01.4113 Pengembangan SDM Aparatur Badan POM                   24.893.000,0 

063.01.4113.001 SDM Badan POM yang memenuhi Standar 

Kompetensi

     2.893 pegawai                   24.393.000,0 

063.01.4113.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                        500.000,0 

063.01.4114 Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, 

Data dan Informasi Obat dan Makanan

                  43.648.264,0 

063.01.4114.001 Kebijakan standar data yang diimplementasikan           40 kebijakan                     6.192.854,0 

063.01.4114.002 Layanan TIK yang dikembangkan dan 

dimanfaatkan

          20 layanan                   14.955.410,0 

063.01.4114.003 Layanan Informasi Obat dan Makanan berbasis 

digital

            1 aplikasi                   16.000.000,0 

063.01.4114.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                     6.500.000,0 

063.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur BPOM

                  68.468.001,0 

063.02.3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Penunjang Aparatur BPOM

                  68.468.001,0 

063.02.3164.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                   68.468.001,0 

063.03 Program Pengawasan dan Peningkatan 

Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat 

dan Makanan

                  14.753.000,0 

USULAN OUTPUT PRIORITAS PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019

BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

(RIBUAN RUPIAH)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Kode Program/Kegiatan/Output Prioritas Target 

TM III

Satuan  Pagu Alokasi

Anggaran 2019

(Ribuan Rupiah)  

063.03.4115 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur I

                    8.062.110,0 

063.03.4115.001 Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I           23 Laporan                     7.436.030,0 

063.03.4115.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                        626.080,0 

063.03.4116 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 

Aparatur II

                    6.690.890,0 

063.03.4116.001 Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II           23 Laporan                     6.690.890,0 

063.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan              1.015.514.439,0 

063.06.3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh 

Indonesia

                770.705.521,9 

063.06.3165.002 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan 

Makanan

        371 perkara                      32.702.325 

063.06.3165.003 Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar    24.952 sampel                   18.522.205,0 

063.06.3165.004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang 

Diperiksa

     5.600 sarana                     7.441.603,0 

063.06.3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan 

yang Diperiksa

   36.082 sarana                   56.738.915,0 

063.06.3165.010 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 

Evaluasi dan Laporan Keuangan yang 

Dilaporkan Tepat Waktu

        330 dokumen                   51.192.492,0 

063.06.3165.011 Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan 

Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang 

Ditangani

          33 laporan                     5.873.795,0 

063.06.3165.012 Layanan Dukungan Laboratorium           33 layanan                   82.258.742,0 

063.06.3165.081 Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan 

Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai 

Standar

   59.442 sampel                   32.430.451,0 

063.06.3165.082 Penyediaan Alat Laboratorium         952 unit                 181.000.000,0 

063.06.3165.083 Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Kabupaten/Kota

          40 kabupaten/kot

a

                  28.878.430,0 

063.06.3165.085 Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah  (PJAS)

     7.000 sekolah                   23.908.500,0 

063.06.3165.086 Keputusan Hasil Pengawasan Obat dan 

Makanan yang Ditindaklanjuti

     1.500 keputusan                   15.077.530,0 

063.06.3165.087 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang 

Diselesaikan

   19.000 keputusan                   19.447.432,0 

063.06.3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman      1.270 KIE                   95.852.320,0 

063.06.3165.089 Desa Pangan Aman      2.300 desa                   28.217.658,0 

063.06.3165.090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman 

dari Bahan Berbahaya

        204 pasar                     9.880.191,0 

063.06.3165.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                   81.282.933,0 

063.06.4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan                   22.033.980,0 

063.06.4117.001 Pengamanan Penegakan Hukum Obat dan 

Makanan

          20 dokumen                     1.600.000,0 

063.06.4117.002 Data dan Informasi Perkembangan Tindak 

Pidana Obat dan Makanan

            5 dokumen                     7.013.030,0 

063.06.4117.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                   13.420.950,0 

063.06.4118 Intelijen Obat dan Makanan                     9.250.000,0 

063.06.4118.001 Dokumen Analisa Intelijen Obat dan Makanan             9 dokumen                     5.250.000,0 



Kode Program/Kegiatan/Output Prioritas Target 

TM III

Satuan  Pagu Alokasi

Anggaran 2019

(Ribuan Rupiah)  

063.06.4118.002 Pemetaan Jaringan Produksi dan Distribusi Obat 

dan Makanan Ilegal dalam Rangka Deteksi Dini 

Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

            1 berkas                     4.000.000,0 

063.06.4119 Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen 

Kesehatan

                  12.366.155,0 

063.06.4119.001 Keputusan Hasil Pengawasan  Obat Tradisional 

dan Suplemen Kesehatan  yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

     1.300 keputusan

8.630.760

063.06.4119.002 Permohonan Penilaian Sarana dan Produk Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

     7.293 permohonan                     3.735.395,0 

063.06.4120 Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan 

Teknologi Baru

                    9.553.024,0 

063.06.4120.001 Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko 

Tinggi dan Teknologi Baru yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

     1.325 keputusan                     7.253.024,0 

063.06.4120.002 Industri Pangan Olahan  yang Menerapkan 

Program Manajemen Risiko

          56 industri                     2.300.000,0 

063.06.4121 Pengawasan Kosmetik                   11.240.866,0 

063.06.4121.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika  yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

     1.296 keputusan                     8.110.089,0 

063.06.4121.002 Permohonan Penilaian Sarana dan Produk 

Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu

     9.397 permohonan                     3.130.777,0 

063.06.4122 Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, 

Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

                    9.833.970,0 

063.06.4122.001 Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi 

Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

        180 Keputusan                     6.152.410,0 

063.06.4122.002 Permohonan Penilaian Sarana Distribusi Obat 

yang Diselesaikan Tepat Waktu

        263 Sarana                     3.681.560,0 

063.06.4123 Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor 

Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor, dan Zat Adiktif

                  11.025.670,0 

063.06.4123.001 Keputusan Hasil Pengawasan Keamanan dan 

Mutu Obat, Narkotika, Psikotropika dan 

Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu

     2.360 Laporan                     6.195.407,0 

063.06.4123.002 Permohonan Ekspor Impor Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

   21.000 Dokumen                     1.805.692,0 

063.06.4123.003 Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi 

yang Memenuhi Ketentuan

   75.000 Label dan 

iklan

                    3.024.571,0 

063.06.4124 Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan 

Sedang

                  14.965.142,0 

063.06.4124.001 Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi      2.460 produk 

pangan 

fortifikasi

                    1.950.000,0 

063.06.4124.002 Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko 

Rendah dan Sedang yang Diselesaikan Tepat 

Waktu

     5.414 keputusan                   13.015.142,0 

063.06.4125 Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor

                  10.254.400,0 

063.06.4125.001 Sarana produksi  yang diinspeksi dalam rangka 

pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus 

khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor

          78 sarana 1.242.952,0

063.06.4125.002 Permohonan penilaian sarana produksi yang 

diselesaikan tepat waktu

        180 berkas                     9.011.448,0 

063.06.4126 Registrasi Pangan Olahan                     8.979.000,0 

063.06.4126.001 Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

   37.500 keputusan                     8.979.000,0 

063.06.4127 Registrasi Obat                   10.810.000,0 



Kode Program/Kegiatan/Output Prioritas Target 

TM III

Satuan  Pagu Alokasi

Anggaran 2019

(Ribuan Rupiah)  

063.06.4127.001 Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan 

Tepat Waktu

     5.500 keputusan                     7.180.000,0 

063.06.4127.002 Keputusan Evaluasi Pengembangan Obat yang 

Diterbitkan Tepat Waktu

        800 keputusan                     3.630.000,0 

063.06.4128 Registrasi Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan dan Kosmetik

                  11.397.528,0 

063.06.4128.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

     2.760 keputusan                     4.270.182,0 

063.06.4128.002 Keputusan Registrasi Suplemen Kesehatan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

     1.564 keputusan                     3.055.627,0 

063.06.4128.003 Keputusan Registrasi Kosmetik  yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

   40.000 keputusan                     3.166.141,0 

063.06.4128.004 Dokumen Informasi Produk yang Diselesaikan         720 DIP                        905.578,0 

063.06.4129 Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan dan Kosmetik

                    6.091.828,0 

063.06.4129.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, 

dan Kosmetik yang Disusun

          10 Standar                     4.529.122,0 

063.06.4129.002 Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, dan 

Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan 

dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu

          30 Kajian                        402.681,0 

063.06.4129.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                     1.160.025,0 

063.06.4130 Standardisasi Pangan Olahan                   10.744.033,1 

063.06.4130.001 Standar Pangan Olahan yang Disusun           14 standar                     8.744.921,0 

063.06.4130.002 Permohonan Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi 

dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan 

Tepat Waktu

        200 keputusan                        450.000,0 

063.06.4130.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                     1.549.112,1 

063.06.4131 Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor, dan Zat Adiktif

                    9.912.855,0 

063.06.4131.001 Dokumen Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, 

Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun

          13 standar 8.079.655

063.06.4131.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                     1.833.200,0 

063.06.4132 Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha                   14.629.223,0 

063.06.4132.001 Kader Keamanan Pangan yang Dilatih         270 kader                     1.559.223,0 

063.06.4132.002 Pembinaan implementasi keamanan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di provinsi

          14 provinsi                     3.500.000,0 

063.06.4132.003 UMKM Pangan yang Diintervensi untuk 

Memahami Keamanan Pangan

   25.000 UMKM                     6.870.000,0 

063.06.4132.004 Kabupaten/Kota yang Diintervensi untuk 

Menerapkan Peraturan Kepala Badan POM 

tentang SPPIRT

          25 kabupaten/kot

a

                    2.700.000,0 

063.06.4133 Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan                   33.328.884,0 

063.06.4133.001 Laboratorium BB/BPOM Memenuhi Standar 

Good Laboratory Practices (GLP) yang 

Ditetapkan

          27 laboratorium                     4.048.157,2 

063.06.4133.002 Metode Analisis Pengujian Obat, OT, Suplemen 

Kesehatan, Kosmetik, Pangan, dan Produk 

Biologi yang Dikembangkan

        200 metode 

analisa

                  22.563.964,8 

063.06.4133.003  Baku Pembanding yang Dikembangkan           85 baku 

pembanding

                    1.921.944,0 



Kode Program/Kegiatan/Output Prioritas Target 

TM III

Satuan  Pagu Alokasi

Anggaran 2019

(Ribuan Rupiah)  

063.06.4133.004 Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi dan 

Dipelihara Sesuai Standar 

     2.387 alat 

laboratorium

                       521.776,0 

063.06.4133.005 Sampel  Produk Biologi yang Diuji Tepat Waktu      1.202 sampel                        805.000,0 

063.06.4133.006 Sampel Kasus Obat dan Makanan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

        550 sampel                     2.422.042,0 

063.06.4133.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                     1.046.000,0 

063.06.4134 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan 

Makanan 

                  10.148.409,0 

063.06.4134.001 SPDP/Perkara yang Diungkap           10 Perkara                   10.148.409,0 

063.06.4135 Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan                   18.243.950,0 

063.06.4135.001 Riset dan kajian yang dimanfaatkan             7 Laporan                   18.043.950,0 

063.06.4135.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal             1 Layanan                        200.000,0 

TOTAL PAGU NON OPERASIONAL              1.260.268.190,0 

PAGU OPERASIONAL                 709.927.356,0 

total 001                 484.842.337,0 

total 002                 225.085.019,0 

TOTAL BPOM              1.970.195.546,0 



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Volume Satuan Pagu Lokasi

Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

17.500.000,0

Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan 

Kerja Sama Badan POM

Penguatan fungsi regulatori pengawasan 

obat dan makanan di negara selatan-

selatan

3                     kawasan 1.500.000 Pusat Penguatan Kerja Sama Pembangunan 

Internasional untuk Mendukung 

Peningkatan Perdagangan dan Investasi 

(KSST, Reverse Linkage, Kerja Sama 

Global, dan lain-lain di Aspasaf)

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 

Kerjasama Pembangunan Internasional

Efektivitas Diplomasi Stabilitas Keamanan Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu

Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, 

Data dan Informasi Obat dan Makanan

Layanan Informasi Obat dan Makanan 

berbasis digital

1                     aplikasi 16.000.000 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Program Pengawasan Obat dan Makanan 603.522.300,7

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh 

Indonesia
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan 

Makanan

371                perkara 32.702.325 33 Provinsi Penegakan hukum pengawasan obat 

dan makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai 

Standar

24.952           sampel 18.522.205 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, 

Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan 

Makanan yang Diperiksa

36.082           sarana 56.738.915 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik 

dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa 

Sesuai Standar

59.442           sampel 32.430.451 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Penyediaan Alat Laboratorium 952                unit 181.000.000 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat 

dan Makanan di Kabupaten/Kota

40                  kabupaten/

kota

28.878.430 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Sekolah yang Diintervensi keamanan 

Pangan Jajanan Anak Sekolah  (PJAS)

7.000             sekolah 23.908.500 14 Provinsi Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan Produksi, Akses dan 

Kualitas Konsumsi Pangan

Pemantapan Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber Daya Air
KIE Obat dan Makanan Aman 1.270             KIE 95.852.320 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Desa Pangan Aman 2.300             desa 28.217.658 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar 

Aman dari Bahan Berbahaya

204                pasar 9.880.191 33 Provinsi Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

RINCIAN PROYEK PRIORITAS TAHUN 2019
BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

(RIBUAN RUPIAH)

PEMUTAKHIRAN PROYEK PRIORITAS K/L
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional



Program/Kegiatan/Proyek Prioritas Volume Satuan Pagu Lokasi
Proyek Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas Program Prioritas Prioritas Nasional

Pengamanan Penegakan Hukum Obat dan 

Makanan

20                  dokumen 1.600.000 Pusat Penegakan hukum pengawasan obat 

dan makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Data dan Informasi Perkembangan Tindak 

Pidana Obat dan Makanan

5                     dokumen 7.013.030 Pusat Penegakan hukum pengawasan obat 

dan makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Intelijen Obat dan Makanan

Pemetaan Jaringan Produksi dan Distribusi 

Obat dan Makanan Ilegal dalam Rangka 

Deteksi Dini Peredaran Obat dan Makanan 

Ilegal

1                     berkas 4.000.000 Pusat Penegakan hukum pengawasan obat 

dan makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan 

Teknologi Baru
Industri Pangan Olahan  yang Menerapkan 

Program Manajemen Risiko

56                  industri 2.300.000 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan 

Sedang
Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi 2.460             produk 

pangan 

fortifikasi

1.950.000 Pusat Pemberian suplementasi gizi Percepatan penurunan stunting Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, 

Psikotropika, dan Prekursor
Sarana produksi  yang diinspeksi dalam 

rangka pendalaman mutu hasil 

pengawasan dan kasus khusus obat 

(termasuk obat JKN), Narkotika, 

78                  sarana 1.242.952 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar

Registrasi Pangan Olahan
Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang 

Diselesaikan Tepat Waktu

37.500           keputusan 8.979.000 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Registrasi Obat

Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan 

Tepat Waktu

5.500             keputusan 7.180.000 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pembinaan Implementasi PJAS di provinsi 14                  provinsi 3.500.000 Pusat Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan Produksi, Akses dan 

Kualitas Konsumsi Pangan

Pemantapan Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber Daya Air
UMKM Pangan yang Diintervensi untuk 

Memahami Keamanan Pangan

25.000           UMKM 6.870.000 Pusat Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) Pangan

Pengembangan Industri Pengolahan 

Hasil Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan 

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah 

Produk Pertanian

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi 

dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui 

Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa 

Produktif Lainnya
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Metode Analisis Pengujian Obat, OT, 

Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, 

dan Produk Biologi yang Dikembangkan

200                metode 

analisa

22.563.964,8 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan 

Makanan 
SPDP/Perkara yang Diungkap 10                  Perkara 10.148.409 Pusat Penegakan hukum pengawasan obat 

dan makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan kajian yang dimanfaatkan 7                     Laporan 18.043.950 Pusat Penguatan pengawasan obat dan 

makanan

Peningkatan efektivitas pengawasan 

obat dan makanan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan 

Gizi Masyarakat

Pembangunan Manusia Melalui 

Pengurangan Kemiskinan dan 

Peningkatan Pelayanan Dasar
621.022.300,7
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LAMPIRAN A  
RINCIAN PAGU PER PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019

(RIBU RUPIAH)

 

KODE NAMA PROGRAM/SUMBER PENDANAAN
PAGU INDIKATIF TA 2019

OPERASIONAL NON OPERASIONAL JUMLAH

063.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 219.827.701,00 161.532.750,00 381.360.451,00

1. RM 219.827.701,00 153.632.750,00 373.460.451,00

2. RMP 0,00 0,00 0,00

3. PNBP 0,00 7.900.000,00 7.900.000,00

4. BLU 0,00 0,00 0,00

5. PLN 0,00 0,00 0,00

6. HLN 0,00 0,00 0,00

7. PDN 0,00 0,00 0,00

8. HDN 0,00 0,00 0,00

9. SBSN 0,00 0,00 0,00

063.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM 0,00 68.468.001,00 68.468.001,00

1. RM 0,00 68.468.001,00 68.468.001,00

2. RMP 0,00 0,00 0,00

3. PNBP 0,00 0,00 0,00

4. BLU 0,00 0,00 0,00

5. PLN 0,00 0,00 0,00

6. HLN 0,00 0,00 0,00

7. PDN 0,00 0,00 0,00

8. HDN 0,00 0,00 0,00

9. SBSN 0,00 0,00 0,00

063.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan 7.371.859,00 14.753.000,00 22.124.859,00

1. RM 7.371.859,00 14.753.000,00 22.124.859,00

2. RMP 0,00 0,00 0,00

3. PNBP 0,00 0,00 0,00

:BAGIAN ANGGARAN (BA) 063

:KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RINCIAN PAGU ANTAR PROGRAM:
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KODE NAMA PROGRAM/SUMBER PENDANAAN
PAGU INDIKATIF TA 2019

OPERASIONAL NON OPERASIONAL JUMLAH

4. BLU 0,00 0,00 0,00

5. PLN 0,00 0,00 0,00

6. HLN 0,00 0,00 0,00

7. PDN 0,00 0,00 0,00

8. HDN 0,00 0,00 0,00

9. SBSN 0,00 0,00 0,00

063.01.06 Program Pengawasan Obat dan Makanan 482.727.796,00 1.015.514.439,00 1.498.242.235,00

1. RM 482.727.796,00 940.187.512,00 1.422.915.308,00

2. RMP 0,00 0,00 0,00

3. PNBP 0,00 75.326.927,00 75.326.927,00

4. BLU 0,00 0,00 0,00

5. PLN 0,00 0,00 0,00

6. HLN 0,00 0,00 0,00

7. PDN 0,00 0,00 0,00

8. HDN 0,00 0,00 0,00

9. SBSN 0,00 0,00 0,00

1. RM 709.927.356,00 1.177.041.263,00 1.886.968.619,00

2. RMP 0,00 0,00 0,00

3. PNBP 0,00 83.226.927,00 83.226.927,00

4. BLU 0,00 0,00 0,00

5. PLN 0,00 0,00 0,00

6. HLN 0,00 0,00 0,00

7. PDN 0,00 0,00 0,00

8. HDN 0,00 0,00 0,00

9. SBSN 0,00 0,00 0,00

TOTAL 709.927.356,00 1.260.268.190,00 1.970.195.546,00

1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) Rp. 484.842.337,00

2. Belanja Operasional Barang (komponen 002) Rp. 225.085.019,00

3. Belanja Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (komponen 003) Rp. 0,00

4. Belanja Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (komponen 004) Rp. 0,00

5. Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (komponen 005) Rp. 0,00

6. KESEHATAN Rp. 1.970.195.546,00

 

ALOKASI (*) TERMASUK:



31/10/2018 Lampiran A-E - KRISNA

https://bpom.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-lampiran 1/13

LAMPIRAN B  
PRIORITAS BIDANG KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019

(RIBU RUPIAH)

 

KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TARGET SATUAN PAGU LOKASI PRIORITAS BIDANG

063.01 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPOM

161.532.750,00

063.01.3158 Peningkatan Penyelenggaraan
Hubungan dan Kerja Sama
Badan POM

7.525.900,00

063.01.3158.001 Kerjasama yang difasilitasi 91 dokumen
kerjasama

6.025.900,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.3158.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.3158.002 Penguatan fungsi regulatori
pengawasan obat dan
makanan di negara selatan-
selatan

3 kawasan 1.500.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.3159 Koordinasi Perumusan Renstra
dan Pengembangan Organisasi,
Penyusunan Program dan
Anggaran, Keuangan serta
Evaluasi dan Pelaporan

28.279.300,00

063.01.3159.001 Dokumen perencanaan,
penganggaran, keuangan dan
monitoring evaluasi yang
dihasilkan

15 dokumen 28.279.300,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.3159.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

:BAGIAN ANGGARAN (BA) 063

:KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RINCIAN PAGU ANTAR PROGRAM:
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KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TARGET SATUAN PAGU LOKASI PRIORITAS BIDANG

063.01.4110 Koordinasi Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan,
Advokasi Hukum, serta
Organisasi dan tata laksana

12.429.149,00

063.01.4110.001 Dokumen tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi
Program Penataan dan
Penguatan Organisasi serta
Program Penataan Tata
Laksana

2 dokumen 6.047.703,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4110.002 Layanan Advokasi hukum
yang diberikan

320 layanan 1.416.832,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4110.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4110.003 Rancangan peraturan
perundang-undangan yang
diselesaikan

220 rancangan 4.964.614,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4111 Pengelolaan Hubungan
Masyarakat dan Koordinasi
Dukungan Strategis Pimpinan

29.000.000,00

063.01.4111.950 Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I

1 Layanan 10.235.827,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4111.958 Layanan Hubungan
Masyarakat dan Informasi

1 Layanan 18.764.173,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4111.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4112 Pengelolaan SDM BPOM 15.757.137,00

063.01.4112.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 1.505.880,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4112.001 SDM Badan POM yang
memiliki Kinerja Berkriteria
Minimal Baik

3370 pegawai 14.251.257,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4113 Pengembangan SDM Aparatur
Badan POM

24.893.000,00
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KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TARGET SATUAN PAGU LOKASI PRIORITAS BIDANG

063.01.4113.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 500.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4113.001 SDM Badan POM yang
memenuhi Standar
Kompetensi

2893 pegawai 24.393.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4114 Pengelolaan Teknologi Informasi
Komunikasi, Data dan Informasi
Obat dan Makanan

43.648.264,00

063.01.4114.001 Kebijakan standar data yang
diimplementasikan

40 kebijakan 6.192.854,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4114.003 Layanan Informasi Obat dan
Makanan berbasis digital

1 aplikasi 16.000.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4114.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 6.500.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.01.4114.002 Layanan TIK yang
dikembangkan dan
dimanfaatkan

20 layanan 14.955.410,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur BPOM

68.468.001,00

063.02.3164 Pengadaan, Pemeliharaan dan
Pembinaan Pengelolaan Sarana
dan Prasarana Penunjang
Aparatur BPOM

68.468.001,00

063.02.3164.956 Layanan manajemen Barang
Milik Negara (BMN)

1 Layanan 3.200.449,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.02.3164.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 62.955.242,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.02.3164.962 Layanan Umum 1 Layanan 2.312.310,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06 Program Pengawasan Obat dan
Makanan

1.015.514.439,00
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KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TARGET SATUAN PAGU LOKASI PRIORITAS BIDANG

063.06.3165 Pengawasan Obat dan Makanan
di Seluruh Indonesia

770.705.522,00

063.06.3165.089 Desa Pangan Aman 2300 desa 28.217.658,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.010 Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, Evaluasi dan
Laporan Keuangan yang
Dilaporkan Tepat Waktu

330 dokumen 47.792.304,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.086 Keputusan Hasil Pengawasan
Obat dan Makanan yang
Ditindaklanjuti

1500 keputusan 15.077.530,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.087 Keputusan Penilaian
Serti�kasi yang Diselesaikan

19000 keputusan 19.447.432,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman 1270 KIE 95.852.320,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.011 Laporan Dukungan Teknis
Investigasi Awal dan
Penyidikan di Bidang Obat
dan Makanan yang Ditangani

33 laporan 5.873.795,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.012 Layanan Dukungan
Laboratorium

33 layanan 82.258.742,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama
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063.06.3165.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 84.683.121,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.090 Pasar yang Diintervensi
Menjadi Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya

204 pasar 9.880.191,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.083 Penguatan Kelembagaan
Pengawasan Obat dan
Makanan di Kabupaten/Kota

40 kabupaten/kota 28.878.430,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi
Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.082 Penyediaan Alat
Laboratorium

952 unit 181.000.000,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.002 Perkara di Bidang Penyidikan
Obat dan Makanan

371 perkara 32.702.325,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.003 Sampel Makanan yang
Diperiksa Sesuai Standar

24952 sampel 18.522.205,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.081 Sampel Obat, Obat Bahan
Alam, Kosmetik dan
Suplemen Kesehatan yang
Diperiksa Sesuai Standar

59442 sampel 32.430.451,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama
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063.06.3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik,
Suplemen Kesehatan dan
Makanan yang Diperiksa

36082 sarana 56.738.915,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.004 Sarana Produksi Obat dan
Makanan yang Diperiksa

5600 sarana 7.441.603,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.3165.085 Sekolah yang Diintervensi
keamanan Pangan Jajanan
Anak Sekolah (PJAS)

7000 sekolah 23.908.500,00 Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Selatan

063.06.4117 Pencegahan Kejahatan Obat dan
Makanan

22.033.980,00

063.06.4117.002 Data dan Informasi
Perkembangan Tindak Pidana
Obat dan Makanan

5 dokumen 7.013.030,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4117.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 13.420.950,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4117.001 Pengamanan Penegakan
Hukum Obat dan Makanan

20 dokumen 1.600.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4118 Intelijen Obat dan Makanan 9.250.000,00

063.06.4118.001 Dokumen Analisa Intelijen
Obat dan Makanan

9 dokumen 5.250.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4118.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4118.002 Pemetaan Jaringan Produksi
dan Distribusi Obat dan
Makanan Ilegal dalam Rangka
Deteksi Dini Peredaran Obat
dan Makanan Ilegal

1 berkas 4.000.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4119 Pengawasan Obat Tradisional,
dan Suplemen Kesehatan

12.366.155,00
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063.06.4119.001 Keputusan Hasil Pengawasan
Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan yang
Diselesaikan Tepat Waktu

1300 keputusan 8.630.760,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4119.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4119.002 Permohonan Penilaian Sarana
dan Produk Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan
yang Diselesaikan Tepat
Waktu

7293 permohonan 3.735.395,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4131 Standardisasi Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat
Adiktif

9.912.855,00

063.06.4131.001 Dokumen Standar Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif
yang disusun

13 standar 8.079.655,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4131.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 1.833.200,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4120 Pengawasan Pangan Risiko
Tinggi dan Teknologi Baru

9.553.024,00

063.06.4120.002 Industri Pangan Olahan yang
Menerapkan Program
Manajemen Risiko

56 industri 2.300.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4120.001 Keputusan Hasil Pengawasan
Pangan Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru yang
Diselesaikan Tepat Waktu

1325 keputusan 7.253.024,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4120.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4121 Pengawasan Kosmetik 11.240.866,00

063.06.4121.001 Keputusan Hasil Pengawasan
Kosmetika yang Diselesaikan
Tepat Waktu

1079 keputusan 8.110.089,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4121.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama
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063.06.4121.002 Permohonan Penilaian Sarana
dan Produk Kosmetika yang
Diselesaikan Tepat Waktu

8800 permohonan 3.130.777,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4122 Pengawasan Distribusi dan
Pelayanan Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan Prekursor

9.833.970,00

063.06.4122.001 Keputusan Hasil Pengawasan
Sarana Distribusi Obat dan
Sarana Pelayanan
Kefarmasian yang
Diselesaikan Tepat Waktu

180 Keputusan 6.152.410,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4122.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4122.002 Permohonan Penilaian Sarana
Distribusi Obat yang
Diselesaikan Tepat Waktu

263 Sarana 3.681.560,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4135 Riset dan Kajian di Bidang Obat
dan Makanan

18.243.950,00

063.06.4135.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 200.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4135.001 Riset dan kajian yang
dimanfaatkan

7 Laporan 18.043.950,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4123 Pengawasan Keamanan, Mutu,
dan Ekspor Impor Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor, dan Zat Adiktif

11.025.670,00

063.06.4123.001 Keputusan Hasil Pengawasan
Keamanan dan Mutu, Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor yang diselesaikan
tepat waktu

2360 Laporan 6.195.407,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4123.003 Label dan Iklan Produk
Tembakau yang Diawasi yang
Memenuhi Ketentuan

75000 Label dan iklan 3.024.571,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4123.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama



31/10/2018 Lampiran A-E - KRISNA

https://bpom.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-lampiran 9/13

KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TARGET SATUAN PAGU LOKASI PRIORITAS BIDANG

063.06.4123.002 Permohonan Ekspor Impor
Obat, Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor yang
Diselesaikan Tepat Waktu

21000 Dokumen 1.805.692,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4134 Penyidikan Tindak Pidana di
Bidang Obat dan Makanan

10.148.409,00

063.06.4134.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4134.001 SPDP/Perkara yang Diungkap 10 Perkara 10.148.409,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133 Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan

33.328.884,00

063.06.4133.003 Baku Pembanding yang
Dikembangkan

85 baku
pembanding

1.921.944,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133.004 Alat Laboratorium BPOM
yang Dikalibrasi dan
Dipelihara Sesuai Standar

2387 alat
laboratorium

521.776,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133.001 Laboratorium BB/BPOM
Memenuhi Standar Good
Laboratory Practices (GLP)
yang Ditetapkan

27 laboratorium 4.048.157,20 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 1.046.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133.002 Metode Analisis Pengujian
Obat, OT, Suplemen
Kesehatan, Kosmetik, Pangan,
dan Produk Biologi yang
Dikembangkan

200 metode analisa 22.563.964,80 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133.005 Sampel Produk Biologi yang
Diuji Tepat Waktu

1202 sampel 805.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4133.006 Sampel Kasus Obat dan
Makanan yang Diselesaikan
Tepat Waktu

550 sampel 2.422.042,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4132 Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha

14.629.223,00
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063.06.4132.004 Kabupaten/Kota yang
Diintervensi untuk
Menerapkan Peraturan
Kepala Badan POM tentang
SPPIRT

25 kabupaten/kota 2.700.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4132.001 Kader Keamanan Pangan
yang Dilatih

270 kader 1.559.223,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4132.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4132.002 Pembinaan Implementasi
PJAS di provinsi

14 provinsi 3.500.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4132.003 UMKM Pangan yang
Diintervensi untuk Memahami
Keamanan Pangan

25000 UMKM 6.870.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4124 Pengawasan Pangan Risiko
Rendah dan Sedang

14.965.142,00

063.06.4124.001 Keputusan Hasil Pengawasan
Pangan Risiko Rendah dan
Sedang yang Diselesaikan
Tepat Waktu

5414 keputusan 13.015.142,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4124.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4124.005 Pengawasan Produk Pangan
Forti�kasi

2460 produk pangan
forti�kasi

1.950.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4125 Pengawasan Produksi Obat,
Narkotika, Psikotropika, dan
Prekursor

10.254.400,00

063.06.4125.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4125.002 Permohonan penilaian sarana
produksi yang diselesaikan
tepat waktu

180 berkas 9.011.448,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama



31/10/2018 Lampiran A-E - KRISNA

https://bpom.kl.krisna.systems/renjakl/2019/renjakl-lampiran 11/13

KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TARGET SATUAN PAGU LOKASI PRIORITAS BIDANG

063.06.4125.001 Sarana produksi yang
diinspeksi dalam rangka
pendalaman mutu hasil
pengawasan dan kasus
khusus obat (termasuk obat
JKN), Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor

78 sarana 1.242.952,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4130 Standardisasi Pangan Olahan 10.744.033,00

063.06.4130.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 1.549.112,00 Pusat 01-
Pengarusutamaan
dan
pembangungan
lintas bidang

063.06.4130.002 Permohonan Pengkajian
Keamanan, Mutu, Gizi dan
Manfaat Pangan Olahan yang
Diselesaikan Tepat Waktu

200 keputusan 450.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4130.001 Standar Pangan Olahan yang
Disusun

14 standar 8.744.921,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4129 Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik

6.091.828,00

063.06.4129.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 1.160.025,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4129.002 Permohonan Pengkajian
Keamanan, Mutu, dan
Manfaat Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik yang Diselesaikan
Tepat Waktu

30 Kajian 402.681,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4129.001 Standar Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan
Kosmetik yang Disusun

10 Standar 4.529.122,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4126 Registrasi Pangan Olahan 8.979.000,00

063.06.4126.001 Keputusan Registrasi Pangan
Olahan yang Diselesaikan
Tepat Waktu

37500 keputusan 8.979.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4126.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4127 Registrasi Obat 10.810.000,00
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063.06.4127.002 Keputusan Evaluasi
Pengembangan Obat yang
Diterbitkan Tepat Waktu

800 keputusan 3.630.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4127.001 Keputusan Registrasi Obat
yang Diterbitkan Tepat Waktu

5500 keputusan 7.180.000,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4127.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4128 Registrasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik

11.397.528,00

063.06.4128.004 Dokumen Informasi Produk
yang Diselesaikan

720 DIP 905.578,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4128.003 Keputusan Registrasi
Kosmetik yang Diselesaikan
Tepat Waktu

40000 keputusan 3.166.141,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4128.001 Keputusan Registrasi Obat
Tradisional yang Diselesaikan
Tepat Waktu

2760 keputusan 4.270.182,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4128.002 Keputusan Registrasi
Suplemen Kesehatan yang
Diselesaikan Tepat Waktu

1564 keputusan 3.055.627,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.06.4128.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.03 Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Badan Pengawas Obat dan
Makanan

14.753.000,00

063.03.4115 Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur I

8.062.110,00

063.03.4115.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 626.080,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.03.4115.001 Pengawasan Intern pada
Mitra Inspektorat I

23 Laporan 7.436.030,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama
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063.03.4116 Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur II

6.690.890,00

063.03.4116.951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal

1 Layanan 0,00 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

063.03.4116.001 Pengawasan Intern pada
Mitra Inspektorat II

23 Laporan 6.690.890,00 Pusat 02-Pembangunan
sosial budaya dan
kehidupan
beragama

Total 1.260.268.190,00
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LAMPIRAN C  
PRIORITAS NASIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019

(RIBU RUPIAH)

 

KODE
NAMA

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TARGET SATUAN PAGU LOKASI

PROYEK PRIORITAS
NASIONAL

KEGIATAN
PRIORITAS

PROGRAM
PRIORITAS

PRIORITAS
NASIONAL

063.01 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPOM

17.500.000,00

063.01.3158 Peningkatan
Penyelenggaraan
Hubungan dan Kerja
Sama Badan POM

1.500.000,00

063.01.3158.002 Penguatan fungsi
regulatori
pengawasan obat dan
makanan di negara
selatan-selatan

3 kawasan 1.500.000,00 Pusat 02-Penguatan Kerja
Sama Pembangunan
Internasional untuk
Mendukung
Peningkatan
Perdagangan dan
Investasi (KSST,
Reverse Linkage,
Kerja Sama Global,
dan lain-lain di
Aspasaf)

03-Penguatan
Diplomasi
Ekonomi dan
Kerjasama
Pembangunan
Internasional

05-
Efektivitas
Diplomasi

05-Stabilitas
Keamanan
Nasional dan
Kesuksesan
Pemilu

063.01.4114 Pengelolaan Teknologi
Informasi Komunikasi,
Data dan Informasi Obat
dan Makanan

16.000.000,00

063.01.4114.003 Layanan Informasi
Obat dan Makanan
berbasis digital

1 aplikasi 16.000.000,00 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

:BAGIAN ANGGARAN (BA) 063

:KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

RINCIAN PAGU PRIORITAS NASIONAL PADA LEVEL OUTPUT:
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063.06 Program Pengawasan Obat
dan Makanan

603.522.300,80

063.06.3165 Pengawasan Obat dan
Makanan di Seluruh
Indonesia

508.130.995,00

063.06.3165.003 Sampel Makanan
yang Diperiksa Sesuai
Standar

24952 sampel 18.522.205,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.3165.002 Perkara di Bidang
Penyidikan Obat dan
Makanan

371 perkara 32.702.325,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

02-Penegakan
hukum pengawasan
obat dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.3165.005 Sarana Distribusi
Obat, Obat
Tradisional, Kosmetik,
Suplemen Kesehatan
dan Makanan yang
Diperiksa

36082 sarana 56.738.915,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.3165.081 Sampel Obat, Obat
Bahan Alam, Kosmetik
dan Suplemen
Kesehatan yang
Diperiksa Sesuai
Standar

59442 sampel 32.430.451,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar
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PROGRAM
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PRIORITAS
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063.06.3165.082 Penyediaan Alat
Laboratorium

952 unit 181.000.000,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.3165.083 Penguatan
Kelembagaan
Pengawasan Obat dan
Makanan di
Kabupaten/Kota

40 kabupaten/kota 28.878.430,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua
Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi
Sumatera Selatan

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.3165.085 Sekolah yang
Diintervensi
keamanan Pangan
Jajanan Anak Sekolah
(PJAS)

7000 sekolah 23.908.500,00 Provinsi Bengkulu, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi
Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi
Papua, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,
Provinsi Sumatera Selatan

02-Peningkatan
Konsumsi Pangan
Sehat

03-Peningkatan
Kualitas
Konsumsi
Pangan

02-
Peningkatan
Produksi,
Akses dan
Kualitas
Konsumsi
Pangan

04-
Pemantapan
Ketahanan
Energi,
Pangan, dan
Sumber Daya
Air

063.06.3165.088 KIE Obat dan
Makanan Aman

1270 KIE 95.852.320,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.3165.089 Desa Pangan Aman 2300 desa 28.217.658,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar
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063.06.3165.090 Pasar yang
Diintervensi Menjadi
Pasar Aman dari
Bahan Berbahaya

204 pasar 9.880.191,00 Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI
Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa
Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi
Lampung, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Riau,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara

01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4117 Pencegahan Kejahatan
Obat dan Makanan

8.613.030,00

063.06.4117.001 Pengamanan
Penegakan Hukum
Obat dan Makanan

20 dokumen 1.600.000,00 Pusat 02-Penegakan
hukum pengawasan
obat dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4117.002 Data dan Informasi
Perkembangan Tindak
Pidana Obat dan
Makanan

5 dokumen 7.013.030,00 Pusat 02-Penegakan
hukum pengawasan
obat dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4118 Intelijen Obat dan
Makanan

4.000.000,00

063.06.4118.002 Pemetaan Jaringan
Produksi dan
Distribusi Obat dan
Makanan Ilegal dalam
Rangka Deteksi Dini
Peredaran Obat dan
Makanan Ilegal

1 berkas 4.000.000,00 Pusat 02-Penegakan
hukum pengawasan
obat dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4120 Pengawasan Pangan
Risiko Tinggi dan
Teknologi Baru

2.300.000,00
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063.06.4120.002 Industri Pangan
Olahan yang
Menerapkan Program
Manajemen Risiko

56 industri 2.300.000,00 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4135 Riset dan Kajian di
Bidang Obat dan
Makanan

18.043.950,00

063.06.4135.001 Riset dan kajian yang
dimanfaatkan

7 Laporan 18.043.950,00 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4134 Penyidikan Tindak Pidana
di Bidang Obat dan
Makanan

10.148.409,00

063.06.4134.001 SPDP/Perkara yang
Diungkap

10 Perkara 10.148.409,00 Pusat 02-Penegakan
hukum pengawasan
obat dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4133 Pengembangan
Pengujian Obat dan
Makanan

22.563.964,80

063.06.4133.002 Metode Analisis
Pengujian Obat, OT,
Suplemen Kesehatan,
Kosmetik, Pangan,
dan Produk Biologi
yang Dikembangkan

200 metode analisa 22.563.964,80 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar
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063.06.4132 Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku
Usaha

10.370.000,00

063.06.4132.003 UMKM Pangan yang
Diintervensi untuk
Memahami
Keamanan Pangan

25000 UMKM 6.870.000,00 Pusat 07-Revitalisasi
Sentra Industri Kecil
dan Menengah (IKM)
Pangan

02-
Pengembangan
Industri
Pengolahan
Hasil Pertanian,
Perikanan, dan
Kehutanan

01-
Peningkatan
Ekspor dan
Nilai
Tambah
Produk
Pertanian

03-
Peningkatan
Nilai Tambah
Ekonomi dan
Penciptaan
Lapangan
Kerja melalui
Pertanian,
Industri,
Pariwisata,
dan Jasa
Produktif
Lainnya

063.06.4132.002 Pembinaan
Implementasi PJAS di
provinsi

14 provinsi 3.500.000,00 Pusat 02-Peningkatan
Konsumsi Pangan
Sehat

03-Peningkatan
Kualitas
Konsumsi
Pangan

02-
Peningkatan
Produksi,
Akses dan
Kualitas
Konsumsi
Pangan

04-
Pemantapan
Ketahanan
Energi,
Pangan, dan
Sumber Daya
Air

063.06.4124 Pengawasan Pangan
Risiko Rendah dan
Sedang

1.950.000,00

063.06.4124.005 Pengawasan Produk
Pangan Forti�kasi

2460 produk pangan
forti�kasi

1.950.000,00 Pusat 03-Pemberian
suplementasi gizi

02-Percepatan
penurunan
stunting

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4125 Pengawasan Produksi
Obat, Narkotika,
Psikotropika, dan
Prekursor

1.242.952,00

063.06.4125.001 Sarana produksi yang
diinspeksi dalam
rangka pendalaman
mutu hasil
pengawasan dan
kasus khusus obat
(termasuk obat JKN),
Narkotika,
Psikotropika, dan
Prekursor

78 sarana 1.242.952,00 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar
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063.06.4126 Registrasi Pangan Olahan 8.979.000,00

063.06.4126.001 Keputusan Registrasi
Pangan Olahan yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

37500 keputusan 8.979.000,00 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

063.06.4127 Registrasi Obat 7.180.000,00

063.06.4127.001 Keputusan Registrasi
Obat yang Diterbitkan
Tepat Waktu

5500 keputusan 7.180.000,00 Pusat 01-Penguatan
pengawasan obat
dan makanan

05-Peningkatan
efektivitas
pengawasan
obat dan
makanan

02-
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
dan Gizi
Masyarakat

01-
Pembangunan
Manusia
Melalui
Pengurangan
Kemiskinan
dan
Peningkatan
Pelayanan
Dasar

Total 621.022.300,80
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